PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang tahun 2013, institusi Pemasyarakatan telah menjadi pusat pemberitaan dan mendapat
sorotan tajam dari masyarakat luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) mendapat serangan dari kelompok bersenjata yang berasal dari kesatuan
militer Kopassus. Akibatnya empat tahanan di Lapas Klas II Sleman (Lapas Cebongan) tewas seketika.
Sementara tiga anggota Kopassus divonis pidana penjara 11 tahun, setelah didakwa bertanggungjawab
atas kasus ini.! Dunia pemasyarakatan kemudian diguncang kembali dengan kerusuhan hebat yang
terjadi di Lapas Klas I Medan (Lapas Tanjung Gusta). Buah dari kerusuhan tersebut menewaskan 2
(dua) petugas dan 3 (tiga) narapidana yang terbakar hidup-hidup, ratusan narapidana melarikan dir
serta kerugian mencapai puluhan milyar rupiah. Berbagai peristiwa pelarian dan kerusuhan kemudian ..
terus bermunculan pasca tragedi di Lapas Tanjung Gusta? hingga terbongkarnya pabrik sabu di Lapas'
Klas IIA Narkotika Jakarta.3 . o I B

: Mun'culnya‘per_istiwaipe_ri‘stiwa' di atas sepertinya méléngkapi berbagai fenomena masalah yang
selama ini terjadi di Lapas, termasuk masalah over kapasitas, pungutan’ liar, fasilitas mewah dan
kurangriya kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini tentu semakin menguatkan pandangan negatif -
masyarakat terhadap pengelolaan Lapas atay Rutan. Lapas dan Rutan dipandang telah gagal memberikan
pelayanan terhadap penghunfnya. Institusi ini juga dinilai gagal menjadi tempat untuk mengubah
perilaku jahat menjadi perilaku baik., Dengan_k‘ata Iafn, pelaksanaan pidana di bawah - institusi
Pemasyarakatan yang dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyérakat dari

- kejahatan, dianggap belum dilaksanakan secara maksimal.

Y

Pandangan di atas tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum
mendapatkan gambaran informasi yang memadai, sebagai ha
yang terjadi di dalam Lapas. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab
beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas. Apakah Rutan dan Lapas dalam pengelolaannya sangat -
buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi
kebutuhan penghuninya? Pertanyaan semacam ini, bisa dijawab salah satunya melalui kegiatan survei
mengenai seberapa banyak penghuni yang telah terlayani selama berada di Rutan dan Lapas.

sil sebuah kajian ilmiah tentang situasi

Untuk méndapatkan sebuah gambaran survei, CDS pada awal tahun 2012 di Lapas dan Rutan
DKI Jakarta dan Jawa Timur telah melaksanakan survei kualitas layanan yang menghasilkan sebuah
hipotesa, misalnya pada persoalan bahwa praktek pungutan liar terjadi hampir diseluruh layanan, tak
terkecuali bagi Seseorang yang ingin mendapatkan kegiatan pekerjaan di dalam Lapas dan Rutan. Pada
Perayaan hari besar pun ditemukan pungutan terhadap narapidana dan tahanan. Selain itu, pelayanan
makanan khususnya kualitas yang diukur dari rasa, kebersihan, ketersediaan peralatan dan porsi belum

Secara maksimal tersedia sehingga saat itu direkomendasikan untuk menaikan anggaran bahan makanan
untuk mengatasi persoalan masalah makanan.

Dirangkum dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait Kasus Cebongan yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2013.
Dirangkum dari pemberitaan media Kom

pas dan Tempo terkait Kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013,
3 " A3 [t)irarzlgl;um dari pemberitaan media Kompas dan Tempo terkait kasus Temuan Produksi Sabuy di Lapas Klas 1IA Narkotika Cipinang pada tanggal
gustus 2013.
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Temuan lain pada survei 2012, kekerasan masih menjadi persoalan meskipun secara angka masih
dapat dianggap rendah. Kualitas layanan kesehatan, pendidikan, kegiatan kerja dan akomodasi serta
sanitasi yang belum dirasakan baik pelayanannya oleh narapidana dan tahanan. Terdapat beberapa
layanan yang masuk kategori sangat baik, seperti layanan keagamaan dimana setiap orang diperolehkan
beribadah, memiliki keyakinannya dan mendapat fasilitas keagamaan lainnya. Narapidana dan tahanan
juga mendapatkan kesempatan untuk berolahraga dalam jangka waktu tertentu setiap harinya. Meskipun
dirasakan antara hunian dan kapasitas tidak memadai namun setiap orang di dalam Lapas dan Rutan
dapat tidur diatas alas yang disediakan.

Berdasarkan hasil survei diatas terlihat sebagian pelayanan dalam pemasyarakatan dapat dilihat
belum maksimal dilakukan. Jika dihubungkan dengan pemikiran Sahardjo maka perlakuan yang sama
kepada setiap orang dalam Lapas dan Rutan sepertinya belum maksimal dilakukan. Sebagai penggagas
utama sistem Pemasyarakatan, Sahardjo menjelaskan bahwa sekalipun seseorang terpenjara, tidaklah
dapat dijadikan alasan bagi siapapun untuk membatasi hak-hak dasarnya dan menjadikannya diperlakukan
buruk serta terstigma sebagai sampah masyarakat dan membuat jauh lebih jahat dari kehidupan
sebelumnya. Pemenjaraan menurut Sahardjo semata untuk menimbulkan rasa derita pada kebebasan
bergerak sedangkan pembimbingan dan pendidikan merupakan bentuk perlakuan Negara agar seorang
pelaku kejahatan dapat bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Konsepsi baru di atas sejalan dengan perubahan peradaban manusia terhadap pemikiran
perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya di dalam Konferensi
Dinas Kepala Penjara Se-Indonesia pada tdnggal 2] Apl‘ll 1964 di Lembang — Bandung, terdapat
sejarah peletakan pemikiran tersebut ke dalam sistem pemenjaraan Indonesia. Sistem Pemenjaraan
di Indonesia diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan yang memiliki cita-cita merubah perilaku jahat
menjadi pci‘ilaku yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga terjadi pemulihan hubungan sosial dengan masyarakat maupun untuk aktif kembali dalam

pembangunan nasional.

Namun demikian, perubahan pemikiran dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan dengan berbagai
macam aturan dan standar minimalnya membutuhkan pengujian dalam pelaksanaannya. Pengujian
ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah praktek pelayanan pada saat sekarang telah mencerminkan
pemikiran pemasyarakatan yang dicanangkan oleh Sahardjo? Apakah hak-hak narapidana dan tahanan
terpenuhi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara
(Rutan)? Apakah tersedia sarana dan prasarana yang layak digunakan untuk pelaksanaan sistem
pemasyarakatan? Apakah sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan atau keahlian
dibidangnya masing-masing dalam pelaksanaan pemasyarakatan?

Pada dasarnya survei layanan kualitas ingin menggali lebih mendalam tugas dan fungsi (core
business) pemasyarakatan pada area pelayanan terhadap narapidana dan tahanan serta anak yang
berhadapan dengan hukum, berupa proses pembinaan (treatment) dan proses rehabilitasi (rehabilitation)
selama berada di Lapas maupun Rutan. Survei ini akan membuktikan bahwa sistem pemenjaraan pada
masa lampau yang identik dengan kekerasan (torture), perlakuan buruk ( ill-treatment) dan merendahkan
martabat manusia (degrading human) tidak lagi menjadi bagian atau “core business” dari sistem
pemasyarakatan yang sekarang menjadi dasar pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia.

Hasil survei terhadap Narapidana dan Tahanan serta Anak yang berhadapan dengan hukum di
Lapas dan Rutan diharapkan mampu menurunkan dan mengurangi resiko terjadinya kekerasan
(torture), perlakuan buruk (i//-treatment) dan merendahkan martabat manusia (degrading human).
Dengan adanya gambaran kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam Rutan dan Lapas khususnya
pelayanan yang dilakukan oleh petugas maka upaya perbaikan akan dapat difokuskan pada temuan-
temuan. Hasil survei akan meliputi kualitas layanan pada pendaftaran dan penempatan, pemenuhan
kebutuhan air, makan dan akomodasi, kebutuhan pribadi seperti pakaian, selimut dan alat mandi,
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= oiatan beribadah, kegiatan kerja, kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesehatan khusus anak
cgllf;erempuan kegiatan pendidikan kesadaran hukum, program reintegrasi, tingkat kekerasan dan
an ’

+praktek pungutan liar.

| Survei dilaksanakan pada 15 (lima belas) provinsi di Indonesia, dimana masing'_masing ,provins1
telah diambil 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai sampel, dan pada masing-masing UPT
yang dijadikan sampel, diambil 35 responden dari penghuni dan petugas terkait untuk diwawancarai.
Pelaksanaan survei dibagi kedalam empat periode, pertama survei dilakukan di 5 (l_lm'fl) provinsi di
Indonesia, yakni di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, D.L. Yogyakarta, Pron.nSl. Jawa Timur
dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada periode kedua survei akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah (Semarang dan Nusakambangan), dan Provinsi Aceh. Pada periode ketiga, survei akan
dilaksanakan di Provinsi Bali, Sumatera Utara (Medan), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Pada
periode keempat survei akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Kupang), Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), dan Sulawesi Utara (Manado).
Saat ini survei periode pertama telah dilaksanakan pada periode waktu Oktober hingga Desember

2013.

B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. ' Maksud -

‘Mer'ldoron'g péruba-h‘an kﬁaiitas' Iayé;na-n_Pemasyarakétan. bagi narapidana darn tahanan

serta anak di Lapas dan Rutan. = ..- -
- b. Tujuan A
1. Mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan;

- 2. Memetakan kendala dan masalah dalam peme.nuhan' pelayanan; Pemasyarakatan di »
Lapas/Rutan; . o

- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan berdasarkan
hasil temuan kepada pelaksana di dalam Sistem Pemasyarakatan mulai dari Kementerian
Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,
hingga pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan.

core C. Sasaran Penelitian

rang e

tion) i Penelitian ini memiliki sasaran antara lain:

pada £ 1. "adanya data dan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pemerintah dalam

hkan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam Lapas dan Rutan;

stem : :

’ 2. mendorong pemerintah untuk menentukan prioritas perbaikan layanan pemasyarakatan di
Lapas dan Rutan;

m di '

asan . | 3. melibatkan masyarakat dalam kegiatan survei, analisis dan mengusulkan perbaikan-perbaikan

1an) dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

snya_

uan-

ahan

indi,”
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D. Sistematika Penulisan
Hasil survei ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I
Pendahuluan
A. Latar Belakang

Tujuan Penelitian

B
C. Sasaran Penelitian
D

Sistematika Penulisan

Bab 11
Metodologi Penelitian

A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasyarakatan
Pelatihan dan Organisasi Survei

Penghitungan Jumlah Sampel

o 0w

Target Populasi

rﬁ

Pengolahan Data

Penarikan Sampel
Pengumpulan Data

Ethic and Informed Concent.

Jadwal Pelaksanaan

Q)

Logistik

Bab I

Kualitas Layanan, Ketersediaan Sarana serta Sumber Daya
A. Profil
B. Hasil Survei Kualitas Layanan

C. Sarana Prasarana

Bab IV

Capaian dan Masalah Implementasi Pemasyarakatan

A. Capaian Pelayanan Pemasyarakatan
B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping

C. Keterbatasan Akses MCK

D. Potret Kekerasan Petugas

E. Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran
F. Pungutan Liar (Pungli)

G. Kualitas Air

H. Kualitas Makanan

1. Problem Sumber Daya Manusia

J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan

K. Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan

L. Program Pendidikan

M. Ketiadaan Standar Teknis

N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

6 | Bab I: Pendahuluan




_—

LY

endasi
e-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
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Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas

Penyusunan Standar Biaya Hidup
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Kualitas Air

Lemahnya Standarisasi SDM

Standarisasi Layanan bagi Wanita dan Anak
Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan
Program Pendidikan

Isu Pemisahan dan Klasifikasi

- Layanan Kesehatan

Layanan Informasi
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan dan
menjawab masalah yang diajukan.4 Dalam studi tentang persepsi dan tingkah laku, metode survei
adalah model yang paling umum dilakukan.> Survei adalah salah satu metode pengumpulan data yang
menggunakan kuesioner dan wawancara kepada seseorang agar dapat memberikan informasi mengenai
diri mereka, baik terkait sikap, persepsi, nilai, keyakinan, demografis (usia, jenis kelamin, pendapatan,
status pernikahan, dan lainnya) serta tingkah laku.6 :

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan bertujuan untuk melihat sejauh mana pemenuhan hak
narapidana, tahanan dan anak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara
(Rutan). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) alat ukur yang tersusun dalam
kuesioner. Pertama, alat ukur kualitas layanan pemésyarakatan Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui
perseps1 narapldana/tahanan/anak terhadap layanan yang diberikan kepada mereka seperti makan,

i minum, tempat tldur sanitasi, pakalan dan sebagainya. Kedua, alat ukur kuahtas sarafia, prasarana,,
dan layanan pemasyarakatan Alat ukur ini mellhat ketersediaan sarana prasarana di Rutan dan Lapas

baik untuk pembinaan, kearhandn, kesehatan maupun admlmstratlf Ketlga alat ukur kualitas sumber

daya manusia. Alat ukur ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan profil UPT o

seperti kapasitas hunlan jumlah penghuni, data pegawai serta tingkat kematian penghunl

- Dalam melakukan survei, ada dua cara yang dapat digunakan yaitu written questionnaire dan
interview format.’ Untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, cara yang dipilih adalah interview

format. Untuk alat ukur kualitas layanan -pemasyarakatan, enumerator bertanya kepada

narapidana/tahanan/anak secara face-fo-face interviews sedangkan untuk 2 (dua) alat ukur lainnya
enumerator bertanya kepada masing-masing petugas yang bertugas pada unit-unit tertentu.

Selain metode survei sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut ini juga akan diuraikan
mengenai tahapan lainnya yang juga dilakukan oleh Center for Detention Studies dalam rangka Survei
Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

A. Pengembangan Kesadaran akan Isu Pemasyarakatan

Perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjara dewasa ini telah jauh meninggalkan pendekatan
kekerasan yang bertujuan untuk membuat derita. Konsepsi tersebut secara tidak langsung juga telah
mengubah pola pembinaan dan pemenuhan hak di Lapas/Rutan agar sesuai dengan prinsip-prinsip
Hak Asasi Manusia. Pemikiran semacam inilah yang perlu diketahui dan disebarkan secara luas kepada
masyarakat agar masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa narapidana adalah sampah masyarakat

sehingga harus dikucilkan dari pergaulan. Sebaliknya, masyarakat justru harus berpartisipasi dan .

terlibat aktif dalam upaya pengembalian narapidana menjadi manusia yang kembali baik dan konformis
dengan norma dan nilai yang ada.

4 Neuman, L. (1997). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon.
: Cozby, P.C., & Bates, S.C. (2012). Methods in Behavioral Research. New York, NY: McGraw Hill.

Ibid.
T Ibid.
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Untuk menanamkan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam
proses pemasyarakatan itulah, Center for Detention Studies menyelenggarakan kegiatan seminar yang
bekerja sama dengan mitra lokal di masing-masing wilayah. Kegiatan seminar ini menghadirkap
narasumber dari berbagai kalangan, seperti akademisi, praktisi pemasyarakatan maupun perwakilap
masyarakat. Selain itu, di setiap wilayahnya kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang sebagian besar
merupakan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Peserta-peserta inilah yang diharapkan
dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan selanjutnya yaitu Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan,

Seminar pengembangan kesadaran masyarakat diselenggarakan di 4 (empat) wilayah. Dj
Palembang, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2013 bekerja sama dengan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya. Seminar ini mengangkat tema “Menyikapi Peredaran Narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan”. Untuk wilayah DI Yogyakarta, seminar yang mengusung tema “Penataan Lembaga
Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana” diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 2013 bekerja
sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di wilayah Jakarta, Seminar diselenggarakan
pada tanggal 22 Juli 2013 bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dengan mengangkat tema
“Revitalisasi Sistem Pendidikan Pemasyarakatan Menuju Profesionalisme dan Integritas Petugas”,
Sedangkan di Surabaya, seminar diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2013 dengan tema “Quo Vadis
Manajemen Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Pemberdayaan Narapidana”. Khusus untuk
wilayah Surabaya, CDS bekerja sama dengan LSM setempat yaitu Center for Marginalized Community
(CMARsS).

Berdasarkan seminar inilah kemudian ditentukan mitra yang akan diajak beketja sama dalam
melakukan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, koordinator wilayah pemantauan serta orang-
orang yang akan direkrut sebagai enumerator. Untuk wilayah Jakarta, pelaksanaan Survei dikoordinésikan
sendiri oleh Center for Detention Studies. Enumerator di wilayah Jakarta diseleksi melalui proses
rekruitmen terbuka yang juga dilakukan oleh CDS. Pada akhirnya terpilih 10 (sepuluh) orang
enumerator yang berasal dari universitas negeri dan swasta di Jakarta. Sedangkan untuk wilayah D.1.
Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dipilih sebagai mitra dalam ‘pelaksanaan
survei’. Proses rekruitmen enumerator diserahkan kepada UGM sehingga akhirnya terpilih 10 (sepuluh)
orang enumerator. Proses tersebut berlaku juga untuk wilayah Palembang yang bekerja sama dengan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta wilayah Surabaya yang bekerja sama dengan Center for
Marginalized Studies (CMARs). Di masing-masing mitra ini juga ditunjuk 1 (satu) orang koordinator
yang akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di wilayah dan menjadi pihak penghubung antara
CDS dengan para enumerator.

B. Pelatihan dan Organisasi Survei

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan pada prinsipnya bukan hanya bertujuan untuk mengetahui
kualitas pemenuhan hak narapidana, tahanan dan anak, tetapi juga bertujuan untuk membangun
pemahaman petugas pemasyarakatan mengenai perlakuan ideal yang seharusnya diberikan kepada
penghuni. Oleh karena itulah sebelum survei dilakukan, CDS terlebih dahulu menyelenggarakan
pelatihan baik kepada enumerator maupun kepada petugas pemasyarakatan. Pelatihan dilakukan di
4 (empat) wilayah yang terdiri dari Jakarta-Tangerang, Surabaya, Palembang dan Yogyakarta. Di
masing-masing wilayah ada 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) orang enumerator yang terlibat dan 10
(sepuluh) orang petugas pemasyarakatan yang berasal dari Lapas/Rutan yang menjadi objek survei.

Pelatihan di Jakarta diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator
yang merupakan mahasiswa semester akhir maupun freshgraduate dari berbagai kampus di Jakarta-
Tangerang serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas ITA Salemba, Rutan
Klas I Salemba, Rutan Klas ITA Jakarta Timur, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas ITA Wanita
Tangerang, Lapas Klas ITA Anak Tangerang dan Rutan Klas I Tangerang. Untuk pelatihan di Yogyakarta

12 | Bab II: Metode Penelitian

ryT————————

MY 3 = o




ékan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan melibatkan enumerator dari Fakultas Hukum
tas Gadjah Mada dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas IIA Yogyakarta, ‘Lapas Klas
an, Rutan Klas ITA Yogyakarta, dan Rutan Klas IIB Bantul. Pelatihan di Surabaya dllaksana}k.an
;mgal’ 25 Oktober 2013 dengan melibatkan aktivis dari Center for Marginalized Communities
MARs) dan petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Surabaya, Rutan Klas I Sur.abaya., Lapas
Klas [IA Wanita Malang, dan Lapas Klas ITA Anak Blitar. Sedangkan di Palembang pelatihan diadakan

gal 15 November 2013 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya serta petugas pemasyarakatan dari Lapas Klas I Palembang, Lapas Klas IIA Wanita
bi’"'mbang, Lapas Klas IIA Anak Palembang, dan Rutan Klas I Palembang.

Pelatihan untuk enumerator dilakukan dalam waktu sehari yang tujuannya antara lain memberikan

1) alat ukur yang digunakan;

2) cara melakukan entry data dan menganalisis hasil survei;

3) cara mengidentifikasi responden di Lapas/Rutan, baik narapidana/tahanan/anak maupun
petugas;

4) cara membuat laporan dan rekomendasi hasil survei.

Sedangkan untuk petugas pemasyarakatan, pelatihan diberikan dalam waktu setengah hari.
" Pelatihan kepada-petugas-ini sekaligus juga merupakan upaya sosialisasi Surat Edaran Direktur
* Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS-288.PK.01.04.02 Tanggal
27 Agusnié 2013 Tentang Pedoman Pemantauan Eksternal bagi Petugas Pemasyarakatan. Pelatihan -
ini bertujuan urituk— memberikan arahan mengenai pentingnya pengawasan eksternal, bagian mana
. saja.yang akan diawasi oleh pengawas ekstérnal serta manfaat dari adanya laporan hasil survei-
~ terhadap pelaksanaan tugas teknis, kebijakah dan politis. Dengan adénya pelatihan dan sosialisasi
~ini diharapkan petugas mendapatk_an informasi dan gambaran ideal. terkait perlakuan terhadap
- narapidana/tahanan/anak sehingga ke depannya dapat mélakukan perbaikan-perbaikan dan mengurangi
risiko terjadinya kekerasan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat manusia.

Pada akhir setiap pelatihan juga dilakukan perencanaan pelaksanaan survei dan pembagian tugas
tim enumerator yang akan mengambil data kualitas layanan pemasyarakatan, kualitas sarana prasarana
dan kualitas sumber daya manusia.

-dinator :
r antara ¢

24
£ 1
:
3
.
3
&
B
#

i C. Pengumpulan Data

H
{
£
¥
#
£

getahui . . . o

angun oleh dua orang perwakilan dari CDS, serta satu orang perwakilan dari Direktorat Jenderal
cepada Pemasyarakatan, Tim kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar yakni Tim pertama yang berjumlah
ﬁrakan 10 orang, bertugas melakukan wawancara terhadap narapidana dan Tim kedua bertugas untuk
kan di melakukan wawancara dan observasi dengan petugas terkait sumber daya manusia di pemasyarakatan
tta. Di serta kelengkapan sarana dan prasarana. Pengumpulan data untuk Survei Kualitas Layanan
:laI; 10 Pemasyarakatan dilakukan melalui tiga cara yakni:

urvei. 1. Wawancara terhadap responden narapidana, tahanan, anak dan petugas sebagai informan.
1erator 2. Observasi lingkungan Lapas dan Rutan untuk mengetahui kondisi fasilitas yang tersedia.
karta- § : . . ) .

Ruta-n : - 3. Pengecekan administrasi Lapas dan Rutan terkait dengan bidang yang memberikan layanan.
Vanita

akarfa

Tim survei terdiri dari 10 orang enumerator dan satu orang koordinator tim, Tim juga didampingi

Realitas Penjara Indonesia | 13




Data yang dihimpun dari tim tersebut adalah berupa hasil wawancara, dalam bentuk tulisan, dan
rekaman suara, foto fasiltas Lapas dan Rutan sebagai hasil dokumentasi, foto dokumen, dan dokumen
maupun data terkait SDM petugas Pemasyarakatan. Dengan pembagian tugas tersebut setidaknya
proses pengumpulan data pada satu Rutan/Lapas membutuhkan waktu empat hingga lima jam.

D. Penghitungan Jumlah Sampel

Sebuah survei tidak dilakukan dengan mengambil seluruh individu dalam populasi sebagai
subjeknya, akan tetapi hanya menggunakan sebagian dari populasi yang diyakini dapat mewakili
keseluruhan populasi tersebut. Sejumlah individu yang dipilih dan diambil untuk mengikuti penelitian
disebut dengan sampel.’ Kerlinger dan Lee (2000) menyatakan bahwa sampel harus dapat
merepresentasikan populasi. Berdasarkan beberapa penelitian dinyatakan bahwa kecenderungan
distribusi sampel yang terbentuk akan mendekati asumsi distribusi normal ketika jumlah sampel
mencapai 30.” Atas dasar itulah, jumlah sampel yang diambil dalam survei kualitas dengan responden

narapidana, tahanan dan anak adalah 35 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan
adalah sampling acak (simple random sampling) yaitu metode pengambilan sampel dari suatu populasi
sehingga semua sampel yang mungkin terambil memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih.
Alasan pemilihan teknik ini adalah karena adanya kerangka sampel, yaitu jumlah populasi aktual
yang akan digunakan dalam penarikan sampel.

£. Target Populasi

Populasi penelitian terdiri dari seluruh individu yang terkait dengan research interest. 10 Pada
Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, populasinya adalah narapidana, tahanan dan anak yang
menjadi penghuni masing-masing Lapas dan Rutan yang dipilih sebagai objek penelitian. Dalam
melakukan penelitian, biasanya ada beberapa kriteria yang ditetapkan berdasarkan pada tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian tersebut. Atas dasar itu, maka sampel dalam Survei Kualitas Layanan

Pemasyarakatan ini memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Petugas Pemasyarakatan
Petugas pemasyarakatan dalam hal ini tidak mengikuti teknik penarikan sampel seperti
halnya narapidana, tahanan dan anak. Petugas pemasyarakatan yang dimaksud dalam hal ini
adalah petugas yang membantu menjadi responden dalam mengisi Alat Ukur Kualitas Sarana
Prasarana dan SDM. Petugas ini adalah petugas pada masing-masing unit yang sudah
diberikan tanggung jawab oleh Kepala Lapas dan Rutan.

2) Tahanan
Sampel untuk tahanan laki-laki dan perempuan dibatasi pada tahanan yang sudah
menghuni Rutan minimal 1 (satu) bulan. Hal ini didasari pada masa penahanan yang bervariasi
sehingga tahanan yang sudah menghuni selama 1 (satu) bulan dianggap sudah cukup
mengetahui kondisi lingkungan dan pemenuhan hak di Rutan.

3) Narapidana
Narapidana laki-laki dan perempuan yang menjadi sampel survei harus yang telah
berada di dalam (menghuni) Lapas minimal 1 (satu) tahun dan maksimal (3) tahun. Hal ini
dikarenakan narapidana yang telah menjalani masa pidana minimal 1 (satu) tahun dianggap

8 Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). Foundations of Behavioral Research (4th Ed.). Holt, NY: Harcourt College Publishers.
9 Zebua. (2007). Mitos Jumlah Sampel Minimum. http://researchexpert,wordpress,com/2007/11/16tentang—jumlah-sampel—benarkah-minimum-30/

10 Qp.Cit.
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ah cukup mengetahui kondisi lingkungan dan pemenul?an hak di Lapas. Sedangkan

batasan maksimal 3 (tiga) tahun dilakukan karena narapidana yang sudah terla11.1 lamz?
I:lh dari 3 tahun) dikhawatirkan sudah sangat memahami kondisi Lapas dan justru seringkali
anadi pelaku penyimpangan di dalam atau merasa apatis akan kondisi mereka.

‘Anak ‘ )
: Kriteria responden anak disesuaikan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu individu yang berusia di bawah 18 tahun.

" Tidak ada pembatasan masa pidana untuk sampel anak.

harikan Sampel

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta melibatkan UPT Pemasyarakatan
Mapas) yang dipilih untuk mewakili klasifikasi UPT Pemasyarakatan, sesuai dengan Keputusan
Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan
‘Me eri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
; asyarakatan, serta mempertimbangkan keterwakilan responden sesuai kategori responden yang
butuhkan (narapidana/tahanan, laki-laki, perempuan, dan anak). Pada satu wilayah diharapkan pula
‘dapat mencakup Rutan/Lapas khusus untuk anak dan perempuan. Berikut adalah nama Rutan/Lapas
1 g disurvei di Provinsi DKI Jakarta, Banten, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan:

aktual
; L 1 - Lapas Klas I Cipinang. .} 11 | lapasKlas IIB Sleman _ g o
 ' - 2§ Lapas Klas'llA Jakarta Pusat 12 £ Rutan Kias IIB Bantul - g ,
0"15%13 3 ¥ Rutan Klas'| Jakarta Pusat; £ 13 . Rutan Kias | Surabaya - B
< yang 4 Rutan Wanita Klas IIA Jakarta Timur § 14 | LapasKlas | Surabaya =~ o
Dalam 5 1 Lapas Klas | Tangerang - 15 = Lapas Wanita Klas IIA Malang
1yang 6 & RutanKlas | Tangerang 7 B 16 ~ Lapas Anak Klas I1A Blitar -
tyanan B 7§ Lapas Wanita Klas IIA Tangeréng . 17 f’:;‘Lapas Kias | Palerhbang
: ' 8 & Lapas Anak Klas A Tangerang ' ? 18 © Lapas Anak Klas 1A Palembang ,
i 9 & Lapas Klas IlA Yogyakarta g ‘19 Rutan Klas | Palembang o
seperti 10 3 Rutan Klas IIA Yogyakarta §§ 20 ¥ Lapas Klas lIA Wanita Palembang ]
hal ini g ) R
Ssz:lr;:; E I'Zesponden yang dilibatkan dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan adalah
£ narapidana/tahanan baik laki-laki, perempuan, maupun anak -sesuai peruntukan Rutan/Lapas yang
i disurvei serta petugas Rutan/Lapas sebagai informan untuk survei terkait kualitas sarana, prasarana,
§ dan layanan pemasyarakatan. Petugas yang dilibatkan sebagai informan dalam survei kualitas sarana,
sudah prasarana dan layanan Pemasyarakatan adalah petugas yang menguasai informasi terkait bidang kerja
variasi i Y208 disurvei, hampir semua bidang kerja di Rutan/Lapas di survei, sehingga informan untuk survei
cukup I kualitas sarana, prasarana, dan layanan Pemasyarakatan terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, dokter,
E perawat, dan staf penanggung jawab pada bidang kerja yang disurvei.
Sedangkan narapidana/tahanan yang dilibatkan untuk Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan
; bagi narapidana/tahanan adalah narapidana/tahanan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan
3 tel.al? | Klasifikasi Rutan/Lapas yang mereka huni, berikut adalah karakteristik responden narapidana/tahanan
Halini K Yang telah disepakati oleh Tim sebagai kerangka sampel:
nggap | ‘
1. untuk survei di Lapas, responden adalah narapidana, sehat dengan tinggal di Lapas selama
imum-30/ r minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun;
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2. untuk survei di Rutan, responden adalah tahanan, sehat, dengan masa tinggal di Rutan selama
minimal satu bulan dan maksimal satu tahun;

3. untuk survei di Lapas Anak, responden adalah Anak, sehat, dan berusia di bawah 18 tahun
(tanpa ada batasan minimal atau maksimal masa tinggal di Lapas).

Latar belakang Tim menyusun kerangka sampel dengan karakteristik tersebut karena Tim
mempertimbangkan bahwa masa tinggal responden dalam satu Rutan/Lapas, dapat mempengaruhi
pengetahuannya seputar Rutan/Lapas yang dihuni sebagai hal yang ditanyakan dalam survel. Masa
tinggal tersebut disepakati Tim sebagai masa tinggal ideal bagi responden untuk dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan survei, secara obyektif.

Teknik penarikan sampel responden yang digunakan dalam survei ini adalah teknik simple
random sampling, yakni dengan mengacu pada kerangka sampel yang sebelumnya telah dibuat oleh
tim dengan memilih unsur atau karakteristik yang akan dijadikan sampel, dan memilihnya melalui
tabel acak, dalam hal ini sampel dipilih melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), dengan

jumlah responden adalah 35 orang.

Penarikan sampel dilakukan pertama kali ketika tiba di Rutan/Lapas. Perwakilan Tim menuju
ruang SDP untuk melakukan penarikan sampel secara acak. Daftar nama-nama responden yang
terpilih sesuai dengan kerangka sampel dicetak dan dibuat salinan yang dipegang oleh tim, untuk
memastikan bahwa responden yang datang ke ruang untuk diwawancarai adalah respoden yang dipilih
oleh Tim, dan bukan responden yang telah dipilih dan dipersiapkan oleh petugas. Responden tersebut
kemudian akan dipanggil secara bergiliran menuju ruang wawancara yang sudah disipakan oleh
petugas. Survei Periode I ini melibatkan 245 narapidana laki-laki, 105 narapidana perempuan, 210

tahanan laki-laki, 35 tahanan perempuan, dan 105 Anak laki-laki.

Kendala yang dihadapi oleh Tim saat penarikan sampel dengan teknik ini cukup memakan waktu,
khususnya ketika nama-nama yang telah dipilih oleh Tim akan dipanggil menuju ruang wawancara.
Hal ini misalnya terjadi di Lapas Klas T Cipinang. Petugas memanggil melalui pengeras suara, namun
beberapa responden tidak kunjung datang karena, tidak mendengar panggilan tersebut, sedang
mengikuti kegiatan kerja, sedang mandi, atau sedang sakit. Beberapa responden di Rutan Klas ITA
Jakarta Timur misalnya, banyak yang menghindari panggilan karena menolak untuk disurvei. Kendala
terkait penarikan sampel juga dialami Tim saat melakukan survei di D.I. Yogyakarta dan Sumatera
Selatan, di Lapas Klas II B Sleman SDP sedang mengalami gangguan teknis, sehingga pemilihan
responden cukup memakan waktu karena pemilihan responden pada akhirnya harus dilakukan melalui
buku Register narapidana.

Sedangkan kendala terkait penarikan sampel yang dihadapi oleh Tim di Sumatera Selatan adalah
terkait tanggal masuk yang tercantum di SDP. Tanggal masuk yang tercantum di SDP bukan merupakan
tanggal masuk WBP ke UPT yang disurvei, melainkan merupakan tanggal masuk Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) pada tempat penahanan awal, seperti di tahanan pada tingkat Kepolisian,
Rutan sebelumnya, dll. Sehingga banyak sample yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan. Tim melakukan pengecekan ulang terhadap responden mengenai masa tinggal di UPT,
untuk mengatasi kendala tersebut sebelum responden diwawancarai. Kendala lain adalah responden
yang sudah ditentukan sedang berhalangan sakit, sedang ada kunjungan keluarga, sedang menjadi
panitia sebuah acara, atau bahkan menolak untuk diwawancarai, dll. Oleh karena itu, untuk mengatasi
hal tersebut Tim langsung menunjuk WBP yang sesuai dengan kriteria untuk diwawancara.

Kendala lain yang juga dihadapi oleh Tim saat pelaksanaan survei adalah jarak tempuh yang
cukup jauh antara tempat berkumpul Tim di Jakarta, dengan Rutan/Lapas yang akan di survei. Namun
hal ini dapat diatasi, Tim berkumpul lebih pagi dari biasanya, agar waktu survei tidak terpotong.
Selain itu, tidak seperti survei yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta penarikan sampel untuk survei
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waktu lama, semua dapat berjalan lebih cepat setelah adanya
Namun pada Lapas Klas I Pria Tangerang pemanggilan responden sedikit memakan
area Lapas yang luas. Kendala lain yang dihadapi Tim saat di lapangan adalah sagt hari
Tvei dilakukan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, yang dilaksanakan pada hari Jumat.
ugas hingga pukul 11.00 WIB sebab para petugas tersebut harus
padaA hari Sabtu, hingga pukul 14.00 WIB. Dampaknya, saat survei dilakukan di Lapas Anak
% ngerang banyak petugas yang sudah pulang.
dala jarak tempuh yang jauh juga dihadapi Tim saat melakukan survei di wilayah Jawa
Sur: Tim yang sebagian besar berasal dari luar Kota Surabaya perlu mencari dan berpindah
épan, Kkhususnya ketika survei dilakukan di Lapas Wanita Malang dan Lapas Anak Blitar. Jarak
_ Malang di tempuh selama tiga jam, sedangkan jarak Malang — Blitar ditempuh selama
‘perjalanan. Kendala lain yang dihadapi Tim di Jawa Timur adalah ketika melakukan survei
di Lapas khusus perempuan, satu hal yang juga perlu diperhatikan oleh Tim adalah ketika melakukan
survei di Rutan/Lapas khusus perempuan maka Tim yang bertugas melakukan observasi ke dalam
{11 hunian sebaiknya adalah anggota tim perempuan, hal ini dilakukan untuk dapat menjaga privasi
uni. Sementara Tim survei untuk Wilayah Jawa Timur sebagian besar adalah laki-laki, hanya
duaorang anggota perempuan dalam Tim ini. Sehingga kendala ini diatasi dengan pendampingan
; petugas perempuan, dan pemberitahuan sebelumnya kepada penghuni bahwa akan ada anggota
tim survei laki-laki yang akan melakukan observasi ke blok hunian.

Banten tidak memakan

© G.Pengolahan Data .
B '?en_gola_hgq data merupakan salah satu bagian rangkaian kegiatan penelitianlsét_elah dilakukan . -
pengumpulan data. Agar analisis penelitian menghiasilkan informasi yang benar,.ada 4 tahapan-yang. -

-dilakukan dalam pengolahan data yaitu: ' L T -

1) Editing

Ini merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan isian kuesioner terkait de_n.g‘an'

las TTIA i
lendala - apakah semua pertanyaan sudah terisi jawabannya; apakah semua jawaban tulisannya cukup
matera - ; jelas terbaca, apakah jawaban yang tertulis relevan dengan pertanyaan dan apakah jika ada
pilihan . ; pertanyaan yang berkaitan jawabannya konsisten. Dalam Survei Kualitas Layanan
melalui - Pemasyarakatan, editing alat ukur pertama sekali dilakukan oleh enumerator sendiri setiap
: g kali selesai melakukan wawancara. Setelah itu barulah dilakukan pengecekan juga oleh
. adalah koordinator .survei di masing-masing wilayah. Proses editing dilakukan terhadap ketiga alat
upakan » ukur yang fhgunakan dalam survei, yaitu Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, Alat
Binaan §§ Ukur Kualitas Sarana Prasarana dan Alat Ukur Kualitas ADM Petugas Pemasyarakatan.
olisian, A 2) Koding
g telah
1gi UPT, Koding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk
ponden angka atau bilangan. Koding ini bertujuan untuk memudahkan proses entry dan analisis data.
nenjadi Dalam survei kualitas layanan pemasyarakatan, koding yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. untuk pertanyaan nominal pada Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan, jawaban
“ya” akan diberikan skor “4” (empat) sedangkan untuk jawaban “tidak” akan diberikan-
skor “0” (nol).

:ngatasi

1h yang
Nan:un b. Untuk pertanyaan nominal item-item tertentu pada Alat Ukur Kualitas Layanan
potong. Pemasyarakatan yang memiliki makna negatif, jawaban "Ya" akan diberikan skor "0"

k sur_vei (nol) sedangkan jawaban "tidak" akan diberikan skor "4" (empat).

o
-,
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¢. Untuk pertanyaan dengan jawaban interval pada Alat Ukur Kualitas Layanai
Pemasyarakatan, jawaban “A” akan diberikan skor “0” (nol), jawaban “B” akan diberikg
skor “2” (dua), jawaban “C” akan diberikan skor “3” (tiga) dan jawaban “D>» aka
diberikan skor “4” (empat)

Dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, koding dilakukan oleh masing-masjp
enumerator yang melakukan wawancara terhadap responden narapidana/tahanan/angy
Dengan demikian koding hanya dilakukan pada Alat ukur Kualitas Layanan Pemasyarakaty
dan Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Pemasyarakatan.

o
NS>

Processing

Setelah semua kuesioner dipastikan telah terisi dengan penuh dan benar serta telah B
melewati proses koding, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat
dianalisis. Data yang sudah ada diproses dengan cara dimasukkan ke dalam template yang
telah dibuat di komputer. Pada Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, processing datg -
ini dilakukan oleh koordinator wilayah. Setelah proses entry data selesai maka koordinator
wilayah akan dapat melihat presentase pemenuhan hak narapidana/tahanan/anak!! serta

deskripsi ketersediaan sarana prasarana di masing-masing Lapas/Rutan.!? Selain itu, melalyj L .
template yang sudah disediakan juga dapat dilihat perbandingan antara kualitas pemenuhan
hak dengan ketersediaan sarana prasarana di Lapas/Rutan. b
o : ng;
"~ 4) Cleaning jadw

Ini merupakan kegiatan pembersihan data, yaitu dengan melakukan pengecekan kembali
apakah terdapat kesalahan atau tidak pada data yang sudah di entry. Jika tidak terdapat
kesalahan, maka sudah dapat dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data. Namun jika
terdapat kesalahan pada entry data, maka harus dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dan
pemrosesan ulang agar didapatkan presentasi pemenuhan hak dan ketersediaan sarana |
prasarana yang sesuai dengan kondisi riil pada saat pengambilan data.

H. Ethic and Informed Concent

Salah satu hal isu penting dalam setiap penelitian yang tidak dapat dilupakan adalah masalah
etika. Lima prinsip umum dalam etika penelitian yaitu terkait manfaat (beneficience), tanggung jawab
(responsibility), integritas (integrity), keadilan (justice), menghormati (respect) hak dan martabat
orang lain.!3 Dalam penelitian maupun survei yang melibatkan manusia maka peneliti diwajibkan
untuk memiliki beberapa hal berikut:!4

1) lIzin Instansi (Institutional Approval)

Izin untuk melakukan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan disampaikan melalui
surat yang dikirimkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-
masing wilayah yang menjadi objek penelitian terkait dengan pemberitahuan dan permohonan
izin dilakukannya Survei dengan tembusan ke Lapas/Rutan terkait.

2) Persetujuan untuk Diteliti (Informed Consent to research)

Ketika melakukan penelitian, sesuai dengan standar etika penelitian maka peneliti
diwajibkan menginformasikan subjek penelitian mengenai prosedur, durasi, kerahasiaan A

11 Diperoleh dari data Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan.

2 Diperoleh dari data dalam Alat Ukur Kualitas Sarana, Prasarana dan Layanan Pemasyarakatan.
13 Op.Cit.

14 Ibid.
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iden;citas, dan hak untuk menolak menjadi subjek. Atas dasar itu, pada setiap awal V\'raW'fl'ncara
enumerator yang menggunakan Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan diwaj 1bka.n
, untuk memperkenalkan diri, menginformasikan maksud dan tujuan wawa'ncafra, hé.ll apa saja
. yang akan ditanyakan, durasi wawancara dan persetujuan untuk menjadi subjek dalam

penelitian.

Persetujuan untuk Merekam Suara dan Gambar (Informed Consent for recording voices and
images in research)

Agar dapat merekam suara dan mengambil gambar, peneliti juga wajib meminta izin
terlebih dahulu kepada subjek penelitian maupun instansi yang menjadi objek penelitian.
Oleh karena itu, pada setiap survei, CDS biasanya meminta izin kepada petugas untuk
mengambil gambar jika diperlukan. Hal itu juga dilakukan dengan pendampingan petugas.
Izin ini pada dasarnya juga telah diatur dalam MoU antara Kementerian Hukum dan HAM
dengan CDS yang menyatakan bahwa CDS berhak mengambil dokumen dan data yang
terkait dengan pemantauan. Sedangkan untuk izin merekam suara responden juga akan
ditanyakan terlebih dahulu kepada responden penelitian.

nelalui I. Jadwal Pelaksanaan

Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan untuk wilayah DKI Jakarta dilakukan mulai 28 oktober
hingga 31 Oktober 2013. Survei pada satu Rutan/Lapas dilaksanakan satu hari. Berikut adalah rincian |
jadwal pelakasanaan Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan untuk wilayah - DKI Jakarta:

:emf)ali = : T z . TS ;

rdapat | 1. Llapas Klas 1 Cipinang 7 i Senin, 28 Oktober 2013
" un jika f ‘2. Lapas KIas_‘~|IA Jakarta Pusat” : Selasa, 29 Oktober 2013
1an dan f '3. Rutan Klas I Jakarta Pusat ' : Rabu, 30 Oktober 2013
sarana ‘4. Rutan Wanita Klas llA Jakarta Timur . : Kamis, 31 Oktober - 2013
' 5. LapasKlas | Tangerang ) i " .: Senin, 4 _NoveAmbei" 2013

i - 6. RutanKlas | Tangerang o : Rabu, 6 November 2015:M
- 7. Lapas Wanita Klas IIA Tangerang : Kamis, 7 November 2013
1asalah *; 8. Lapas Anak Pria Klas IIA Tangerang : Jumat, 8 November 2013
r jawab 9. Llapas Klas IIA Yogyakarta : Selasa, 12 November 2013
artabat H 10.  RutanKlas IIB Yogyakarta : Rabu, 13 November 2013
1jibkan i 11. Lapas Klas 1IB Sleman : Kamis, 14 November 2013
E 12. Rutan Klas IIB Bantu! : Jumat, 15 November 2013
3 13. RutanKlas | Surabaya : Selasa, 19 November 2013
% 14. LlapasKlas | Surabaya : Rabu, 20 November 2013
rnel'alui ! » 15. Lapas Wanita Klas llA Surabaya : Kamis, 21 November 2013
aasing- o i 16. Lapas Anak Klas IIA Blitar : Jumat, 22 November 2013
ohonan % 17. LapasKlas | Palembang : : Selasa, 3 Desember 2013
18. Lapas Anak Klas IIA Palembang : Rabu, 4 Desember 2013
19. Llapas Wanita Klas l|A Palembang : Kamis, 5 Desember 2013
seneliti 20. Rutan Klas | Palembang : Jumat, 6 Desember 2013

hasiaan

-

Realitas Penjara Indonesia | 19




J. Logistik
Terkait persiapan teknis pelaksanaan survei terdapat beberapa hal yang dipersiapan menjelang |
pelaksanaan survei untuk seluruh provinsi di Periode I diantaranya adalah:
I. Paket alat ukur yang terdiri dari:
a. SDM Pemasyarakatan 20 Eks
b. Sarana Prasarana 20 Eks
¢. Layanan bagi Narapidana Pria 245 Eks

d. Layanan bagi Tahanan Pria 210 Eks

(¢’]

Layanan bagi Narapidana Wanita 105 Eks

)

Layanan bagi Tahanan Wanita 35 Eks

Q

Layanan bagi Anak 105 Eks

o}

2. Dua buah kamera untuk dokumentasi kegiatan observasi
3. Sepuluh buah alat rekam suara (voice recorder)

4. Alat tulis

wn

Sebelas buah papan jalan

6. Makanan ringan untuk responden
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KUALITAS LAYANAN, KETERSEDIAAN
SARANA SERTA SUMBER DAYA

A. Profil

Salah satu aspek yang menjadi gambaran profil 'Lapas maupun Rutan adalah realitas jumlah
penghuni, kapasitas hunian, serta jumlah pegawai. Berikut adalah gambaran umum profil meliputi
hunian, penghuni, serta pegawai dalam Lapas dan Rutan yang menjadi subyek Survei Kualitas Layanan

Pemasyarakatan.

1. Penghuni dan Hunian

Lapas dan Rutan, sebagai tempat hunian bagi narapidana dan tahanan, memiliki kapasitas tertentu
yang disesuaikan dengan pola bangun ruang. Kapasitas ini seharusnya diimbangi pula dengan proporsi
jumlah pegawai yang tepat sebagai pihak yang secara rutin melakukan aktivitas di Lapas atau Rutan. -

Olehi karena itu, dalam bagian ini femuan data disusun untuk mehggémbarkah'perbaﬁdingan antara -

kapasitas hunian, juinlah penghuni dan pegawai ke dalam suatu tabel berdasarkan klasifikasinya:

masing-masing UPT." - - - -

1) Perbandingan Kapasitas Hunian dan Penghuni ‘ .
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Kgputusan Menteri Kehakimah Nomor M.Ol'-PR.O7.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi . '
dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, klasifikasi Lapas maupun Rutan didasarkan pada kapasitas,

.tempat kedudukan UPT, serta kegiatan kerja. Dari 20 Lapas dan Rutan yang di Survei Unit Pelaksana

Teknis (UPT) diklasifikasikan menjadi Lapas Klas I, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas
Khusus Anak/Lapas dengan Penghuni Anak, serta Lapas Khusus Wanita.

Tabel 3.1.1.1.1
, Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,
Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas I

UPT KAPASITAS HUNIAN

JUMLAH PENGHUNI
Lapas Kias I Cipinan '

JUMLAH PEGAWAI

Lapas Klas | Tangerang
Lapas Klas | Palembang

e

1.200 1.132

Dari empat Lapas Klas I yang dibandingkan di atas, dapat dilihat bahwa perbandingan antara
kapasitas hunian dengan jumlah penghuni yang paling tidak proporsional terjadi di Lapas Klas I
Cipinang dan Lapas Klas I Tangerang dengan jumlah penghuni mencapai tiga kali lipat kapasitas
hunian. Sedangkan jika dibandingkan jumlah pegawai, hampir seluruh Lapas Klas I memiliki jumlah
Pegawai yang bahkan tidak sampai seperlima jumlah penghuni.
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Tabel 3.1.1.1.2

Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,
Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Klas II

NOC UPT

KAPASITAS HUNIAN

JUMLAH PENGHUN!I

JUMLAH PEGAWA| ||

2 | Lapas klas IFIA Yégyéka}té

3 | Lapas Klas 1IB Sléman

1 | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat

572
800

291

871

163

196
169
13

Kondisi yang sedikit berbeda terjadi di Lapas Klas II y
Layanan Pemasyarakatan jika dibandingkan dengan Lap
Survei, hanya Lapas Klas I1A Jakarta Pusat yang mengal
dengan jumlah pegawai, Lapas Klas 1A J
Jika dibandingkan dengan juml

Jumlah penghuni dan kapasitas hunian yang tid
Rutan Klas I. Rutan Klas I Jakarta Pus
Klas I Palembang seluruhnya mengalami kondisi oy

ah penghuni yang ada.

seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.1.1.3

Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian, ]
Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas I.

ang menjadi objek Survei Kualitag
as Klas I. Dari ketiga Lapas Klas II yang dj |
ami kondisi overcrowded. Begitu juga halny,
akarta Pusat memiliki jumlah pegawai yang tidak proporsiona]

ak proporsional di Lapas Klas I terjadi pula dj
at, Rutan Klas | Tangerang, Rutan Klas | Surabaya, dan Rutap
ercrowded dua kali lipat dari kapasitas seharusnya,

NO UPT KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI .| JUMLAH PEGAWAI
1 | Rutan Klas I Jakarta Pusat 1.500 3.520 292

‘ ) Rutan Klasl Tangrerrang ' 596 1.083 58

'3 | Rutan Kias | Surabaya 504 1.654 142

"4 | Rutan Klas | Palembang 540 1.188 113

Tingkat overcrowded yang dialami oleh Lapas dan Rutan Klas I ternyata tidak dialami oleh Rutan

Klas IT karena Rutan Klas [TA Yogya dan Rutan Klas [IB B
proporsional jika dibandingkan dengan kapasitas huniannya. Sel
penghuni dengan jumlah petugas juga dapat dikat
mengenai kapasitas hunian, jumlah penghuni dan jumlah pegawai di Rut

Tabel 3.1.1.1.4 di bawah ini.

Tabel 3.1.1.1.4

Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,
Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Rutan Klas I1

antul memiliki jumlah penghuni yang masih
ain itu, perbandingan antara jumlah
akan masih berimbang. Penjelasan lebih lanjut
an Klas IIA dapat dilihat pada

NO UPT KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWA|
1 | Rutan Klas IIA Yogya 152 167 131
Rutan Klas 11B Bantul 135 120 83

Jika dibandingkan dengan Lapas Dew

asa, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan

menunjukkan bahwa jumlah penghuni anak di Lapas Khusus Anak tidak ada yang melebihi kapasitasnya.
Namun demikian bukan berarti tidak ditemukan persoalan terkait anak yang berada di Lapas. Di
Lapas Klas IIA Jakarta Pusat ditemukan bahwa terdapat 112 anak yang ditempatkan di Lapas yang
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,dlperunmkkan bagi narapidana dewasa tersebut. Oleh karena itulah, kapasitas untuk
‘anak sampai dengan saat ini tidak dapat dipastikan karena penempatan anak di Lapas Klas
at memanfaatkan blok yang seyogyanya dlgunakan untuk narapidana dewasa.

arta Pus

‘ Tabel 3.1.1.1.5
Tabel Perbandingan Kapasitas Hunian,
Jumlah Penghuni dan Jumlah Pegawai Antar Lapas Khusus Anak

UPT KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWALI
2220 g 4 : e

Jakarta Pusat

7,400
500

; Palembang

Selain anak, salah satu kelompok penghuni yang termasuk ke dalam kategori khusus di Lembaga
a, dan Rutan -f.Pemasyarakatan adalah perempuan. Perempuan dianggap sebagai kategori khusus terkait dengan
; seharusnya,. | kerentanan dan kebutuhannya yang berbeda dibandingkan dengan narapidana atau tahanan laki-laki.
' B Dilihat dari jumlahnya di Lembaga Pemasyarakatan, perempuan yang menjadi penghuni Lapas juga

L tergolong banyak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat overcrowded penghuni di Lapas/Rutan khusus
| perempuan yang hampir mencapai 100% kecuali di Lapas Wamta Klas IIA Palembang, sebagalmana
duelaskan melalul ddta pada tabel di bawah ini. : - o

Tabel 3.1.1. 1 6
" Tabel Perbandmgan Kapas1tas Hunian, -

Jumlah Penghunl dan Jumlah Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wamta

NO UPT : _KAPASITAS HUNIAN | JUMLAH PENGHUNI | JUMLAH PEGAWAI

sleh Rutan
ang masih

4 | Rutan Klas llA Jakarta Timur 619 1.014 207

ra jumlah i
>ih lanjut 2) Komposisi Penghuni .
lihat pada Pada paparan berikut akan terlihat lebih rinci komposisi penghuni pada satu Lapas maupun Rutan.

Penyajian data berikut ini masih sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan. Dari komposisi penghuni
yang tercatat di dalam Lapas dan Rutan akan diketahui sejauh mana tempat tersebut dihuni sesuai
dengan peruntukannya. Berikut adalah tabel perbandingan komposisi penghuni antar Lapas dan Rutan:

Tabel 3.1.1.2.1
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas I

JUMLAH PENGHUNI

"akatan
itasnya.
sas. Di , 3s Klas I ‘ B e e P B e L S s Rkt b
s yang | 4 | Lapas Klas | Palembang 3 - - 1.133 - -

kit s




Keterangan:
DL : Dewasa Laki-Laki
DW : Dewasa Wanita
A . Anak

Berdasarkan tabel di atas, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahw,
seluruh Lapas Klas I yang menjadi objek Survei memiliki komposisi penghuni yang sesuai dengan
kategorisasinya yaitu laki-laki dewasa. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya percampuran antarg
penghuni anak, wanita dan laki-laki, baik di Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas
Klas I Surabaya, maupun Lapas Klas I Palembang. Namun permasalahan masih terjadi terkait dengan
percampuran antara penghuni yang masih berstatus tahanan dan narapidana. Di tiga Lapas Klas I yaity
Cipinang, Tangerang, dan Palembang masih terdapat tahanan dan narapidana walaupun jumlah tahanan
tidak terlalu besar. Lembaga Pemasyarakatan idealnya merupakan tempat pembinaan bagi narapidana,
Kondisi ini tentunya akan berpengaruh pada tahanan yang merupakan orang-orang yang proses
peradilannya masih berjalan dan belum diputus bersalah. Dengan demikian terhadap tahanan ini asas
praduga tak bersalah masih dijadikan prinsip perlakuan terhadap mereka sehingga model pembinaan
yang seharusnya diberikan bagi narapidana tidak dapat diberikan untuk mereka yang berstatus tahanan,

Tabel 3.1.1.2.2
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Klas I1
V . JUMLAH PENGHUNI |
NO “UPT ' . TAHANAN : : NARAPIDANA
_ DL DW p. |- bow |. A
1 | Lapas Klas IIA Jakarta Pusat 320 Fie 65 374 widdi 112
2 |lapasKias IiA Yogyakarta | 30 | - R
e s S A R T e

Sama halnya dengan di Lapas Klas I, Tabel 3.1.1.2.2 menunjukkan bahwa percampuran antara
narapidana dan tahanan juga terjadi di Lapas Klas II. Di Lapas Klas ITA Jakarta Pusat dan Lapas Klas
[IB Sleman bahkan penghuni dewasa bercampur dengan penghuni anak-anak. Kondisi ini tentunya
akan menimbulkan masalah karena Lapas Klas IIA Jakarta Pusat dan Lapas Klas IIB Sleman tidak
diperuntukkan untuk anak sehingga perlakuan dan pembinaan yang diberikan disana tidak menggunakan
perspektif kepentingan terbaik anak.

Tabel 3.1.1.2.3
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas I
JUMLAH PENGHUNI
NO UPT TAHANAN NARAPIDANA
DL DW A DL DW A

1 | Rutan Klas | Jakarta Pusat 2.985 - - 562 - -
H2 lerJAtén Klasrli%anger‘é*hné ' o 678 T - 405 L

3 | Rutan Kias | Surabaya 1 1308 8§ = F s F 29 b 9 .

4 [RutanKlas | Palembang | 627 - - | 140 | e

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang
selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan. Namun berdasarkan tabel 3.1.1.2.3 di atas dapat dilihat bahwa ternyata Rumah
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-Lapas Klag
ini tentunya

akatan yang
1 anak didik
rata Rumah

!

Bantul selain

yah Jakarta Pusat, Tangerang, Surabaya dan Palembang, yang idealnya

gara Klas I di wila .
tahanan, justru memiliki jumlah narapidana yang cukup banyak. Bahkan, di Rutan Klas

jumlah narapidana yang ada dua kali lipat dari jumlah tahanannya.

Tabel 3.1.1.2.4
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Rutan Klas II

JUMLAH PENGHUNI

UPT

Voer oo e [ e e
53 - 2 65 - -

arta’

}'Rutan Kias 11B Bantul

Tabel 3.1.1.2.4 di atas menunjukkan bahwa di Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB
terjadi percampuran antara narapidana dan tahanan dewasa juga terjadi percampuran
afa tahanan dewasa dan tahanan anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Unit

Tabel 3.1.1.2.5
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Anak

~ JUMLAH PENGHUNI =

65

Lapas Anak Klas IIA Jakarta Pusat ‘ - - 112 E
R AnaKKESIABIGr o oo e oo s e 122
4 | Lapas Anak Klas 1A Palembang .- - . 155 - [ 1

Berdasarkan Tabel 3.1.1.2.5 dapat disimpulkan bahwa di Lapas khusus Anak seperti Lapas Klas
ITA Tangerang, Lapas Klas IIA Blitar, dan Lapas Klas IIA Palembang percampuran antara penghuni
dewasa dan anak tidak terjadi. Seluruh UPT tersebut diisi oleh anak walaupun dalam hal ini terdapat
anak yang berstatus tahanan maupun narapidana. Pekerjaan rumah yang cukup berat terkait narapidana
dan tahanan anak dialami oleh DKI Jakarta karena penghuni anak masih menumpang di Lapas Klas
ITA Jakarta Pusat yang sebenarnya merupakan Lapas untuk dewasa. Kondisi ini dapat terjadi karena
di DKI Jakarta sampai saat ini tidak ada Lapas khusus anak. '

Sama halnya dengan Lapas Anak, penghuni perempuan juga merupakan kategori penghuni yang
penempatannya dikhususkan di Lapas Khusus Perempuan seperti Lapas Wanita Klas [1A Tangerang,
Lapas Wanita Klas IIA Malang, dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang. Di Lapas tersebut, terdapat
penghuni perempuan baik yang berstatus tahanan maupun narapidana. Khusus di DKI Jakarta, penghuni
perempuan ditempatkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur atau Rutan Klas ITA Jakarta Timur yang
I_Ile.rupakan UPT khusus perempuan. Di Rutan Klas IIA Jakarta Timur, kondisi yang sama juga terjadi
yaitu ada penghuni dengan status tahanan maupun narapidana. Fakta yang menarik berdasarkan Tabel
3.1.1.2.6 di bawah ini justru ternyata di Rutan Klas ITA Jakarta Timur masih ada 15 orang tahanan
anak dan 1 orang narapidana anak yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Hal ini mengindikasikan
bahwz.l ketiadaan Lapas maupun Rutan khusus anak di DKI Jakarta menyebabkan tahanan maupun
nar:clpldana anak perempuan terpaksa ditempatkan di Rutan Klas ITA Jakarta Timur sementara anak
laki-laki dipindahkan ke Lapas Klas ITA Jakarta Pusat maupun Lapas Klas IIA Anak Tangerang.
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Tabel 3.1.1.2.6
Tabel Perbandingan Komposisi Penghuni Antar Lapas Khusus Wanita

JUMLAH PENGHUNI
NO UPT TAHANAN NARAPIDANA
DL DW A DL DW
1 | Lapas Wamta Klas A Tangerang - 79 - - 357 -
2 “ .Lapas Wamta Klas IIA Malang o 25 | 339 I
> Lapas Wanita Klas lIA Palembang SRR ST e R 183 e
4 Rutan Klas HAJakarta T|mur | 609 T 15 p 389\4 B 1 e

3) Komposisi Pegawai

Kuantitas dan komposisi pegawai Lapas/Rutan menjadi salah satu faktor penentu bagi keberhasilan
pembinaan di Lapas dan Rutan. Uraian spesifikasi pegawai berikut memberikan gambaran mengenai

kuantitas dan komposisi pegawai di Lapas dan Rutan yang menjadi subyek survei, yang diuraikan g

berdasarkan bidang kerja. Dari gambaran berikut kemudian dapat dikaitkan untuk mengidentifikasi
kesesuaian antara klasifikasi Lapas dan Rutan dengan beban kerja serta perimbangan jumlah personil
sesuai bidang kerja dan jumlah penghuni.

Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa diantara seluruh Lapas Klas I,

jumlah pegawai terbanyak ada di Lapas Klas I Cipinang kemudian diikuti oleh Lapas Klas I Tangerang, -:
Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Melalui tabel ini sebenafnya juga terlihat bahwa ;

memang tidak ada standar khusus jumlah pegawai untuk Lapas Klas I karena terbukti masing-masing
Lapas Klas I memiliki jumlah pegawai yang berbeda baik untuk baglan tata usaha, bidang pembinaan,
bidang kegiatan kerja, bidang administrasi kamtib maupun bidang pengamanan Lapas/Rutan Selain
itu, hampir di seluruh Lapas Klas I terdapat permasalahan terkait dengan data jumlah instruktur, tenaga
pengajar maupun pembina keagamaan. Dari 4 UPT yang di Survei hanya Lapas Klas I Tangerang yang
memiliki data tersebut sedangkan Lapas Palembang merupakan UPT yang dapat dikatakan tidak cukup
terdokumentasi dengan baik data kepegawaiannya sehingga jumlah petugas di beberapa bagian tertentu
tidak terist.

Tabel 3.1.1.3.1
Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas 1
UPT
BIDANG TUGAS
CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
Kepala Lapas 1 - - -
1 Baglan Tata Usaha o v1 % 13"“
1) Petugas Sub Baglan Kepegawalan” 13 o 4 “ 7 6 o
i 2) Petugas Sub Baéxén Keuangan i1 T 6 6~ R
‘ ‘3) Petugas Sub Baggn Umum “ R 14”” 1 12 77”77' - -
jumlah S R R L S T U
2 Bldang Pemblnaan o - 1 R ) N i6
e 1) i’efuéas Seksi ‘R:é'glys‘tram e Toie I T B Ungemae
")) Petugas Seksi Bimkemas | 17 10 6 B
e (1T Pemblmbmg Keaggfnaan i 504 2 e
(2) Tenaga Pengajar - 2 » )
(3) Instruktur Olahraga o - v2
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UPT
NG.| . TANGERANG: | SURABAYA"| PALEMBANG

" Sarha halnya dengan Lapas Klas I, jumlah pegawai antar Lapas Klas II juga .tidak sama. Hal ini
engindikasikan bahwa tidak ada standar khusus pegawai untuk Lapas Klas II, baik secara keseluruhan”
maupun untuk masing-masing bidang. Dari 3 Lapas Klas II yang menjadi objek Survei, Lapas Klas
IIA Jakarta Pusat merupakan UPT yang memiliki jumlah pegawai paling banyak sedangkan Lapas
f Klas ITA Yogyakarta merupakan UPT yang jumlah pegawainya paling sedikit. Selain masalah tidak
48 adanya standarisasi jumlah pegawai, permasalahan lain yang dapat diidentifikasi melalui data spesifikasi
@ pegawai ini adalah kurang baiknya dokumentasi dan pencatatan data kepegawaian di masing-masing
|B Lapas Klas II. Hal ini membuat beberapa jabatan yang di Survei menjadi tidak terisi jumlah pegawainya.

- Berikut adalah data spesifikasi pegawai di Lapas Klas II sebagaimana diuraikan di atas.

Tabel 3.1.1.3.2
Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Lapas Klas II
UPT
BIDANG TUGAS T S S e
“JAKARTA'PUSAT’ v
Kepala Lapas -1 ' -
/1 BagianTataUsaha -~ . o1 oo o122
1) Petugas Sub Bagian Kepegawaian 9 - .
éf@g’é;s'gkjb Bagian Keuangan:~ "~ 0| oLl e s SIS ke o
‘ 3) Petugas Sub Bagian Umum 12 - 17

; 2, Bidang Pembinaan 1 24
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BIDANG TUGAS il « [
JAKARTA PUSAT - YOGYAKARTA SLEMAN
1) Petugas Seksi Registrasi 10 11 = . I
2) Petugas Seksi Bimkemas 7 -
(1) Pembimbing Keagamaan - 2 . B
(2) Tenaga Pengajar . - - "5
(3) Instruktur Olahraga - - - g
(4) Petugas Integrasi - - - .
(5) Dokter Umum 6 5 - w]
(6) Dokter Gigi 1 - - ‘
(7) Psikolog/Psikiater - . - B
(8) Perawat =
(9) Petugas Dapur 4 4 - te
3) Petugas Perawatan 10 T,
(1) Dokter Umum - - - m
(2) Dokter Gigi - - - 1B
(3) Psikiater - - = R
(4) Perawat - - - b:
Jumlah 31 24 5 b
3. Bidang Kegiatan Kerja 5. Y
1) Petugas Seksi Saran.a'Kerja 3 3 - .
2) Petugas Seksi Bimker , = 4 - . R
3) Petugas Seksi Pengelolaan Hasil-Kerja 8 - - R
Jumlah 11 7 5
4. Bidang Administrasi Kamtib j 1
' 1) Petugas Seksi Keamanan ‘ L - 5
2) Petugas Seksi Pelaporan dan Tatib - 5
Jumlah a - 11
5. KPLP 53
1) Kepala dan Staf 14 - -
2) Portir/P2U 16 8 -
3) Regu Pengamanan 76 36 -
Jumlah 106 44 53
Jumlah Total Pegawai 180 75 132
de
Tabel 3.1.1.3.3 d:
Tabel Perbandingan Spesifikasi Pegawai Antar Rutan Klas I P
o UPT bi
BIDANG TUGAS : P«
JAKARTA PUSAT . TANGERANG j SURABAYA | PALEMBANG
1. Pelayanan Penghuni Rutan 14 St’
1) Seksi Administrasi Perawatan 1 1 z:
2) Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan 1 1
3) Seksi Bimbingan Kesehatan 1 1
Jumlah 3 3 14 :
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UPT
JAKARTA'PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
11

ruktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas I berdasarkan Organisasi dan Tata Kerjanya
dari Seksi Pelayanan Rutan, Seksi Pengelolaan Rutan, Kesatuan Pengamanan Rutan dan Urusan
ta:Usaha. Berdasarkan Tabel 3.1.1.3.3 di atas, Rutan Klas I Palembang tidak memiliki data spesifik
masing jumlah pegawai berdasarkan sub seksinya. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I
rang, jumlah pegawai di Seksi Pelayanan Rutan tidak tercatat dengan baik jumlahnya. Sedangkan
Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya memiliki administrasi kepegawaian yang cukup
Mela1u1 data di atas juga dapat dilihat bahwa standar jumlah pegawai antara Rutan Klas I
ah sama Hal ini mungkln dlsebabkan ]umlah pegawa1 dlsesualkan dengan Jumlah penghum

' Rutan Klas IIB Bantul mem1hk1 jumlah pegawa1 yang cenderung sama.

: .Tabel 3.1.1.3.4
Tabel Perbandingan Spe51ﬁkas1 Pegawai Antar Rutan Klas II

UPT
BIDANG TUGAS

1. Sub seksi pelayanan tahanan

seksi'pengelolaan Rutani™

3. Kesatuan pengamanan

Stmktur Lapas Anak yang ada saat ini tidak jauh berbeda dengan Lapas Dewasa, yaitu terdiri
dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pembinaan, Bidang Kegiatan Kerja, Bidang Administrasi Kamtib,
~dan Bidang Pengamanan Lapas. Melalui Tabel 3.1.1.3.5 di bawah ini dapat dilihat bahwa Bidang
Pf%mbinaan merupakan bagian yang memiliki jumlah pegawai paling banyak dibandingkan bidang-
bidang lainnya. Hal ini karena bidang pembinaan melingkupi bagian registrasi dan bimkemas.
Perbandingan spesifikasi pegawai antar Lapas Khusus Anak ini juga menunjukkan bahwa tidak ada
standar kuantitas pegawai di Lapas Anak. Ini dapat terlihat dari adanya perbedaan jumlah pegawai
yang cukup signifikan antara Lapas Anak Klas IIA Tangerang dengan Lapas Anak Klas I1A Blitar
dan Palembang walaupun sebenarnya Lapas-Lapas tersebut memiliki klasifikasi yang sama.
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Tabel 3.1.1.4.2
Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Klas II

NO | PENDIDIKAN Al
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN
2 |2 19 6 4
3 st 17 61 | a8
4 | b3 19 11 11
s [sma | 1 90 50
6 | smp ek 1 :
e S S -t —

Tabel 3.1.1.4.3 juga menunjukkan perbandingan jumlah pegawai di Rutan Klas I berdasarka
latar belakang pendidikannya. Sama halnya dengan Lapas Klas I dan Lapas Klas II, mayoritas pegawaj

di Rutan Klas I juga merupakan lulusan SMA. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi para
pengambil kebijakan terkait sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan karena pendidikan yang memadai dan keahlian dibutuhkan
pegawai dalam memberikan pembinaan dan perlakuan kepada narapidana maupun tahanan.

Tabel 3.1.1.4.3 :
Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas I

NO | PENDIDIKAN ' il
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG

1 |s3 -

I Y 11 §oriid 6 8

3 [s1 . 62 3 58 39

4 | b3 15 15 3 ey

5 | SMA 202 4 84 59
T 2 - 1 1

7 |lso | ? o - ' 3

Data Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas II Yogyakarta dan Rutan Klas [IB
Bantul yang dirangkum dalam Tabel 3.1.1.4.4 menunjukkan bahwa pegawai dengan jumlah terbanyak
adalah lulusan SMA baru kemudian lulusan S2, D3 dan S2.

Tabel 3.1.1.4.4
Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Rutan Klas II

UPT
NO | PENDIDIKAN
YOGYAKARTA BANTUL
3 |s1 18 29
5 | SMA il 57
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PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

1 ]S3 - -

.__Hal‘yang sama juga difemukan di Lapas Khusus Anak dan Lapas Khusus Wanita. Pegawai

. dehgah lulusan SMA merupakan yang i)a_ling banyak junilahnya flibz_i'ndingkan dengan lulhsan'sarjaria' :
' maupun-master. Data ini mengindikasikan bahwa kualifikasi standar untuk pegawai pemasyarakatan .
“tmemanwg masih lulus SMA atau sederajat, .~ - S : . T

| “Tabel 3.1.1.4.6 o
Tabel Perbandingan Latar Belakang Pendidikan Formal Pegawai Lapas Khusus Wanita

uPT

. NOo | PENDIDIKAN

- TANGERANG
s3 ;

5 | smMA 61 22 46 146

§

0 Klas IIB §
terbanyak §

H i S) Pelatihan Pegawai
- Keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah indikator untuk melihat

; sejauh mana pegawai diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan kapasitas
- Pada bidang kerja yang diemban. Sayangnya tidak banyak Lapas maupun Rutan yang mendata mengenai *
i jumlah, dan jenis pelatihan yang melibatkan pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun. Data rekap
mengenai jumlah dan jenis pelatihan yang melibatkan Pegawai Lapas dan Rutan dalam satu tahun,
perlu untuk diketahui untuk mengidentifikasi sejauh mana pelatihan untuk pegawai dilaksanakan secara
i Tutin, bagaimana suatu pelatihan dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sebab pelatihan
il bagi pegawai Pemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan
. Pegawai dalam menjalankan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

I

»l
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Pelatihan pegawai adalah salah satu hal yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam rangk .
meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusianya. Begitu juga halnya denga'
pegawai pemasyarakatan, baik petugas teknis maupun fasilitatif seharusnya diberikan wadah yan
dapat meningkatkan kapasitas mereka. Berdasarkan hasil survei kualitas layanan pemasyarakatay
diklat yang seringkali diberikan kepada pegawai yaitu berupa diklat teknis yang terdiri dari kesamaptag ‘
instruktur, informasi teknologi, HIV, TB, Narkoba, dan terkait anak. Pada kenyataannya diklat ini
belum cukup memadai dan menjawab kebutuhan di lapangan dengan dinamika kejahatan dan pelaky "
kejahatan yang sangat kompleks. §

Hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat, baik di Lapas Klag
1, Lapas Klas II, Rutan Klas I, Rutan Klas II, Lapas Khusus Anak maupun Lapas Khusus Wanita. Jenig | '
diklat yang diberikan cenderung sama dan tidak ada spesifikasi sesuai tugas dan fungsi yang memang J- 4
membutuhkan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai. Selain itu sistem pencatatan
dan dokumentasi pegawai yang telah mengikuti diklat maupun yang membutuhkan diklat juga kurang ‘
dilakukan dengan baik.

Melalui Tabel 3.1.1.5.1 ini dapat dilihat bahwa di Lapas Klas I Surabaya, pegawai yang paling
banyak adalah yang mengikuti diklat kesamaptaan dengan jumah 52 orang. Jumlah ini tentunya sangat -
minim jika dibandingkan jumlah seluruh pegawai di Lapas Klas I Surabaya yang mencapai 150 orang,
Dari data ini juga dapat diihat bahwa Lapas Klas I Surabaya adalah satu-satunya Lapas Klas I dari 4 4
Lapas Klas I yang menjadi objek Survei yang memiliki data rekapitulasi diklat pegawai cukup baik.

Tabel 3.1.1.5.1 ,
Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas I

NO | JENIS PELATIHAN chid z
-| JAKARTA TIMUR | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG

1 Samapta - - - 52 -

2 Instruktur - - - -

3 | M - s - 16

4 | Hiv Z ' - 8 ;

5 | T8 = :

6 Narkoba - - A -

7 Kespro - - - ' =

8 Anak - - - -

Penyelenggaraan pelatihan pegawai di Lapas Klas II juga tidak jauh berbeda, kesamaptaan
merupakan diklat yang diikuti oleh sebagian besar pegawai, diikuti dengan diklat terkait penyakit
risiko tinggi seperti HIV dan TB. Dari ketiga Lapas Klas II ini, Lapas Klas ITA Jakarta Pusat adalah
UPT yang paling minim pencatatan dan pendokumentasian kepegawaiannya terkait dengan diklat

pegawai.

Tabel 3.1.1.5.2
Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Klas II
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NO JENIS PELATIHAN -l = - =
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN
1 Samapta - 4 50
2 ' Instruktur - 8 -
3 IT =) 6

D
palemt
diklat.
diklat ¢
113 or:
adalah
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-1 UPT

NO | JENIS PELATIHAN ZJAKARTA PUSAT: : YOGYAKARTA ‘|
I S TN - L

. 3 1

Kespro -

\nak

keempat UPT Rutan Klas I yang menjadi objek Survei, hanya Rutan Klas I Surabaya dan
\bang yang sistem pencatatannya cukup baik untuk rekapitulasi pegawai yang sudah mengikuti
-/ Namun berdasarkan Tabel 3.1.1.5.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang sudah mengikuti
i Rutan Klas I Palembang sangat sedikit yaitu 28 orang dari total jumlah pegawai sebanyak
{3 orang. Begitu juga halnya dengan Rutan Klas I Surabaya, diklat yang paling banyak diikuti

14k diklat kesamaptaan yang sifatnya lebih pada meningkatkan kemampuan fisik. Sedangkan

yang pa o s
runya Is)a iklat yang menunjang pelaksanaan tugas pembinaan maupun kesehatan sangat sedikit yang sudah
i 150 or : ikutinya.
Clas I daﬁg

3 Tabel 3.1.1.5.3

Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas I

UPT -

JENIS PELATIHAN

| JAKARTA PUSAT
] 1 | samapta -

1
1
dwlwinislw

it

g

Tabel 3.1.1.5.4 di bawah ini menunjukkan jumlah pegawai di Rutan Klas II yang sudah mengikuti
diklat. Di Rutan Klas IIB Bantul dan Rutan Klas IIA Yogyakarta, seperti juga halnya di UPT lainnya,
diklat yang paling banyak diikuiti oleh pegawai adalah Diklat Kesamaptaan. Selain itu, di Rutan Klas
IIA Yogyakarta tidak ditemukan data pelatihan lain yang pernah diikuti pegawai sedangkan di Rutan
Klas IIB Bantul, beberapa pegawai juga pernah mengikuti diklat IT, HIV, dan TB.

T —

Ssamaptaan ;:
ait penyakitF!
‘usat adalah g
ngan diklat}

i Tabel 3.1.1.5.4
% Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Rutan Klas II
UPT
i NO | JENIS PELATIHAN e .
i - YOGYAKARTA "
1 Samapta 41
. 2 |mstrakwr | f T
) 3 [T -
A HIV s e e e
: ] 5 |18 -
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UPT

NO | JENIS PELATIHAN

YOGYAKARTA BANTUL
Narkoba i &

Kespro - .

Anak - L

S

Dalam tataran ideal, perlakuan bagi anak yang dirampas kemerdekaannya harus ditujukan bagj ‘1; '

kepentingan terbaik mereka. Oleh karena itu, pegawai di Lapas Anak Klas IIA seharusnya juga g
mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, F
prinsip kepentingan terbaik anak, maupun perlindungan hak anak. Namun kenyataannya, hasil Survej _,

Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hanya ada 1 orang pegawai di Lapas Anak
et 1.
= 1 kepada

Klas I1A Palembang yang pernah mengikuti pelatihan terkait anak sedangkan pegawai di Lapas Anak
Klas ITA Tangerang dan Palembang hanya mengikuti pelatihan sebagaimana yang diikuti oleh pegawai

di Lapas Dewasa.

Tabel 3.1.1.5.5
Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas Khusus Anak

NO JENIS PELATIHAN -l
. e TANGERANG BLITAR PALEMBANG
1 Samapta = 10 16
e T T
o ey : e
T T T8 e ot iome
ia e e e e
6 | Narkoba = ; 1 1
e N 4 :
e e s SRR ; e o

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa Lapas Wanita Malang adalah
UPT Khusus Perempuan yang memiliki pencatatan data pelatihan pegawai paling baik diantara ketiga
UPT lainnya. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Palembang, dan Rutan Klas ITA
Jakarta Timur tidak ditemukan data pelatihan pegawai pada saat Survei dilakukan. Dari 57 pegawal
yang ada di Lapas Wanita Klas IIA Malang, hanya 17 orang yang telah mengikuti pelatihan. Itupun
hanya diikuti oleh kurang dari 5 pegawai setiap pelatihannya. Selain itu pelatihan terkait pemenuhan
kebutuhan khusus perempuan, maupun pelatihan penanganan anak bawaan narapidana yang ada di
Lapas Wanita belum terlihat pernah diberikan.

Tabel 3.1.1.5.6
Tabel Perbandingan Pelatihan Pegawai Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita

NO JENIS PELATIHAN e —— : UPT» e ST -
TANGERANG | MALANG PALEMBANG | JAKARTA TIMUR

1 Samapta = 3 - =

2 Instruktur - 2 - -

2 e ; - i 2 e e J S
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UPT
"] PALEMBANG |

- 1 . - -

atan Kesehatan dan Angka Kematian

Kéndisi kesehatan dan kematian merupakan salah satu data penting yang harus dimiliki oleh
“4an Rutan. Melalui data ini dapat diketahui sejauh mana perawatan kesehatan yang diberikan
ada penghuni memberi dampak pada kondisi kesehatan penghuni dan tingkat kematian yang
i di satu Rutan/Lapas. Lingkungan hunian yang sehat akan mempengaruhi kondisi kesehatan
 huni. Kondisi kesehatan penghuni mempengaruhi tingkat kematian baik di Rutan maupun Lapas.
<tkait dengan penyakit menular dan berisiko tinggi. HIV dan TB masih menjadi perhatian dalam
em_ﬁahasan isu kesehatan narapidana/tahanan.

o ,

: Berdasarkan Tabel 3.1.1.6.1, dapat dilihat bahwa diantara 4 Lapas Klas I yang menjadi objek
Survei, Lapas Klas I Cipinang dan Surabaya adalah UPT yang memiliki jumlah penderita HIV dan
TB paling tinggi. Sedangkan untuk tingkat kematian penghuni yang sangat tinggi terjadi di Lapas

Klas I Cipinang dengan 39 orang sepanjang tahun 2013.-

Tabel3.1.1.61 .

Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas1- -
o Ut
1 TTOIPINANG | TANGERANG | SURABAYA: | PALEMBANG

-1 F-HIV ) 26 ) 11 ]
3 Kematian 39 - 13 -

Di Lapas Klas II, penderitan HIV dan TB paling banyak ada di Lapas Klas II Jakarta Pusat,
begitu juga dengan tingkat kematian penghuni yang paling tinggi yaitu sebanyak 12 orang dalam
setahun. Sedangkan di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Sleman, jumlah penderita HIV dan TB tidak
terlalu tinggi, begitu juga dengan tingkat kematiannya.

Tabel 3.1.1.6.2

Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Klas II
NO ITEM o T I
ZJAKARTA'PUSAT .
HIV N TS
A T N R
Kematian 12 1 6

Tabel 3.1.1.6.3 di bawah ini menunjukkan data kondisi kesehatan penghuni di 3 Rutan Klas1
yang terdiri dari Rutan Klas I Jakarta Pusat, Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan
Klas I Palembang. Dari ketiga UPT tersebut, Rutan Klas I Jakarta Pusat adalah yang paling tinggi
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jumlah penghuni yang menderita HI'V, TB dan juga tingkat kematiannya. Hal ini dapat disebab
oleh jumlah penghuni di Rutan Klas I Jakarta Pusat yang lebih banyak dibandingkan ketiga Ru

lainnya. - o
Tabel 3.1.1.6.3
Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas | Hubel Perba
UPT s
NO ITEM o
JAKARTA PUSAT | TANGERANG SURABAYA PALEMBANG
1 [ HIV | 10 2 9 - —
3 | Kematian 12 1 13 i . e
: [«

B
Untuk Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul, data yang tersedia hanya daty .
penderita HIV yaitu masing-masing berjumlah 6 orang dan 10 orang di tahun 2013. Sedangkan data’ ' B. Hasil Su!
penderita TB dan jumlah kematian di tahun 2013 tidak tersedia. Hal ini menunjukkan rekapitulas1 f"
dan pencatatan data kondisi kesehatan penghuni tidak cukup baik dilakukan. Uraian di atas dapat

dilihat dengan jelas pada Tabel 3.1.1.6.4 di bawah ini.

1. Indeks’

Indeks 1
persentase. Ini
perdasarkan ¢
peisentase p¢
dengan indek

Tabel 3.1.1.6.4
Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Rutan Klas II

s i e i - Rl
s R e S, -

Untuk kondisi kesehatan di Lapas Khusus Anak, hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan
menunjukkan bahwa hanya Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang memiliki data jumlah kematian
penghuni serta jumlah penghuni yang menderita HIV dan TB. Sedangkan Lapas Anak Klas ITA Blitar
dan Lapas Anak Klas ITA Palembang tidak memiliki data tersebut.

Tabel 3.1.1.6.5
Tabel Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Anak

NO ITEM -l
TANGERANG | BLITAR PALEMBANG
1 HIV it - -
— : ermatia“n“' W kel miw» g e

Lapas/Rutan Khusus Wanita dapat dikatakan merupakan UPT yang memiliki penderita HIV dan
TB cukup banyak namun tingkat kematian cenderung rendah. Di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang
misalnya jumlah penderita HIV sebanyak 16 orang sedangkan di Lapas Wanita Klas IIA Malang 9
orang dan yang tertinggi ada di Rutan Klas ITA Jakarta Timur dengan jumlah 32 orang. Begitu juga
halnya dengan penderita TB di Lapas Wanita Klas ITA Tangerang yang berjumlah 14 orang, di Lapas
Wanita Klas ITA Malang dengan jumlah 3 orang dan terbanyak tetap ada di Rutan Klas IIA Jakarta
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an jumlah 12 orang. Hal ini mungkin disebabkan karena padatnya penghuni di Rutan Klas
Timur jika dibandingkan dengan Lapas Wanita Klas IIA Tangerang, Lapas Wanita Klas

dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang.

Tabel 3.1.1.6.6 _
Perbandingan Kondisi Kesehatan Penghuni Th. 2013 Antar Lapas Khusus Wanita

UPT

{TANGERANG :{' MALANG, \KARTA TIMUR'
16 9 - 32

RV T R e R o U C
1 - - 1

‘Indeks merupakan angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk
sentase. Indeks total UPT diperoleh sebagai hasil kumulatif skor indeks domain yang dikembangkan
‘berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah diatur. Indeks Total UPT dapat menggambarkan
‘persentase pemenuhan keseluruhan hak narapidana/tahanan yang ke_mu}iian_ dapat diperbandingkan

Bt
‘ .~ rdghgan iqdeks ,tpt'a_l pada UPT 1'ain dengan-klasifikasi UPT yang sama: Data d_ike}'oinpokan sesuai
dengan Klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah mengganibarkan realitas pemenuhan keseluruhan -
= ‘Jayanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan sesuai dengan klasifikasinya. o e
| ~ Tabel 3.2.1.1 -
Tabel-Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas
NO - UPT | INDEKS TOTAL
sarakatan 1| LapasKias | Tangerang 7 -80,60%
kematian 2 Lapas Klas | Cipinang 76,60%
1A Blitar 3 | LapasKiastsurabaya | 75,63%
4 | LapasKlas | Palembang 75,63%

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan yang dirangkum dalam Tabel 3.2.1.1 menunjukkan

Anak
' perbandingan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan antar Lapas Klas L Dari data tersebut
‘dapat dilihat bahwa Lapas Klas I Tangerang adalah yang memiliki indeks total paling tinggi yaitu
sebesar 80,60%. Ini artinya kualitas layanan pemasyarakatan untuk pemenuhan hak narapidana di
Lapas Klas I Tangerang memiliki capaian 80,60%. Untuk Lapas Klas I Cipinang kualitas pemenuhan
hak narapidananya sebesar 76,60%, Lapas Klas I Surabaya sebesar 75,63%, dan Lapas Klas I Palembang
sebesar 75,63%.
Untuk Lapas Klas II, indeks total kualitas layanan pemasyarakatan terkait pemenuhan hak
HIV dan n'f‘}'api.dana yang paling tinggi ada di Lapas Klas IIB Sleman dengan presentase 77,89%. Kemudian
Jngerang gnkutl dengan Lapas Klas IIA Yogyakarta dengan angka 75,21% dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat
Aalang 9 engan 72,89%.
gitu juga i
di Lapas i
\ JaRarta
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Tabel 3.2.1.2
Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Klas 11

NO UPT INDEKS TOTAL |
1 Lapas Klas IIB Sleman 77,89%

2 Lapas Klas IIA Yogyakarta 75,21%

3 Lapas Klas IIA Jakarta Pusat 72,89%

Selain Lapas Klas I dan Lapas Klas II, perbandingan indeks total kualitas layanan pemasyarakatan
juga dilakukan terhadap Rutan Klas I. Berdasarkan Tabel 3.2.1.3 dapat dilihat bahwa Rutan Klas |
Tangerang adalah UPT yang indeks total kualitas pemenuhan haknya paling tinggi dengan angka
sebesar 78,08% sedangkan yang paling rendah adalah Rutan Klas I Jakarta Pusat dengan presentase
sebesar 74,06%. Dari perbandingan antara Lapas Klas I, Lapas Klas 11, dan Rutan Klas I dapat terlihat
bahwa UPT yang terletak di DKI Jakarta atau paling dekat dari pusat justru memiliki indeks total
kualitas layanan pemasyarakatan yang paling rendah dibandingkan dengan UPT lainnya di luar Jakarta.

Tabel 3.2.1.3
Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas 1
[Nvo]  upr | INDEKS TOTAL
'{‘1 4 ﬁ&utaih Klas | Tangerang . -78,08%
S 2 | Rutan Klas | Surabaya : i 77_,28%
! 3 | RutanKlas| Palembang 77,28%
: 4 Rutan Klas I Jékarta Pusat ’ 74,06%

S e e e L e |

Tabel 3.2.1.4 menunjukkan tabel perbandingan indeks total antar Rutan Klas II. Dari tabel ini
dapat disimpulkan bahwa Rutan Klas IIB dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanan pemenuhan
hak terhadap tahanannya dengan angka capaian sebesar 82,85%. Rutan Klas IIA Yogyakarta juga dapat
dikatakan sudah baik dengan angka capaian sebesar 77,15%.

Tabel 3.2.1.4

Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Rutan Klas I1

L

- !: T

IS R L AR N S S R SR

| Rutan Klas 118 Bantul
| Rutan Klas IIA Yogyakarta

Tabel 3.2.1.5
Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas Khusus Anak

NO | UPT [ INDEKS TOTAL |
_.,.1 Lapa-s»Anak Klas 1A Tz;ngerang ‘ - “7w9% o Af
2 | Lapas Anak Klas IIA Blitar , 78% {

3 Lapas Anak Kas IIA Palembang ! 78%
.,,,f' Lapas Klas IIA Jakpus (Anak) ; 764% |
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tas layanan pemasyarakatan untuk dua kategori penghuni khusus yaitu anak dan wanita
1 dalam Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan ini. Untuk Lapas Khusus Anak diperoleh
-'menunjukkan bahwa diantara 4 UPT Khusus Anak, Lapas Anak Klas IIA Tangerang
n Lapas Anak yang presentase pemenuhan hak anaknya paling tinggi dengan presentase
o4 sedangkan Lapas Klas ITA Jakarta Pusat memiliki presentase capaian yang dapat dikatakan
ndah yaitu 64%. Hal ini mungkin disebabkan karena Lapas Klas ITA Jakarta Pusat bukan
s an UPT Khusus Anak melainkan Lapas dewasa yang di dalamnya memiliki blok khusus
erupas: entunya berdampak pada perlakuan dan pembinaan yang tidak spesifik anak sebagaimana
ﬁngkin diterapkan di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar maupun
Anak Klas ITA Palembang.

Untuk Lapas Khusus Wanita, angka indeks kualitas layanan pemasyarakatan yang paling tinggi
iperoleh oleh Lapas Wanita Klas IIA Malang dan Lapas Wanita Klas ITA Palembang dengan presentase
chosar 82,39%. Indeks total yang paling rendah diperoleh oleh Rutan Klas ITA Jakarta Timur dengan
ngké 60,05%. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh tingkat overcrowded Rutan Klas IIA Jakarta

ur yang cukup tinggi sehingga kualitas layanan menjadi tidak maksimal jika dibandingkan dengan
. UPT khusus wanita lainnya yang menjadi objek Survei.

Tabel 3.2.1.6
Tabel Perbandingan Indeks Total Antar Lapas/Rutan Khusus Wanita

NO'|" " WUPT'- - | INDEKSTOTAL

I Y

‘, Lapas Wanita Klas ||A‘Malang

-2 | Lapas Wanita Klas.lIA Pa_lgmbang .

30| Lapas Wanita 70,8
4 | Rutan Klas IIA Jakarta Timur 60,05%

#

-abel ini 2 -
tenuhan (B 5. ndeks Domain
za dapat - , S _ . _

Secara lebih rinci indeks pada area atau domain yang diukur menggambarkan persentase
pemenuhan layanan. Skor yang diperoleh merupakan persentase dari kualitas layanan hak sebagai
hasil dari kumulatif dari perolehan standarisasi yang ada pada setiap area atau domain. Kemudian
data dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi Lapas dan Rutan untuk lebih mudah menggambarkan

‘g realitas kualitas yang disurvei. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk tabulasi:

Tabel 3.2.2.1 : -
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas I

NO DOMAIN

. JCIPINANG
1 | Pendaftaran dan Penempatan 76770%
3 Sanitasi & Kebersihan Personal 67,80% 82,41%
Pakdian dan Tempat Tidur... = 0 |240,14% | . 41,36% | 32,41% .- |. 40%:
5 Makanan dan Air Minum 92,52% 92,59% 88,78% 87,96%

, OlaRraga 1/85,98% | 51 81,92% 1;92% .| 780,13%
: 7 Perawatan Kesehatan 68,65% 67,78% 54,82% 55,69%
Kekerasan Oleh petugas - | aiom | saeme | 9so2% | omatk.
~ § Hubungan dengan Dunia Luar 77,42% 81,43% 66,20% 70,20%
i
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UPT :
NO DOMAIN = | NO
CIPINANG TANGERANG SURABAYA PALEMBA; .
0 0 0 ~S - | fend
10 | Agama 91,84% 97,47% 84,51% 15 e
e S it - - ————— - - - e e — —— — S— - e s — - - /'M e .
1Ll Informasi Perkara 87,43% 85,71% 74,57% ' | 16 P?ml
B Kwmse e USRS e e SRS SHSSHS - S g | i
12 | Keluhan dan Pengaduan 80,00% 91,43% 72,86% ¥ [ 17 | Reint
13 | Bahan Bacaan 90,14% 89,00% 87.86% 69,140/;
Latihan Kerja 76,12% 77,88% 73,68% 76,04% § S o]
ey L | 0762% | 8095% | 37149, 5005% § endapatk:
16 | Pemisahan 60,00% 51,43% 64,57% 48,57% £ gementara ¢
17 | Reintegrasi Sosial 84,76% 88,10% 83,81% 78,33% catatan terse

‘ juga memili

Tabel 3.2.2.1 di atas menunjukkan indeks masing-masing domain dalam Survei Kualitas Layan$
Pemasyarakatan. Darj 17 domain yang menjadi indikator dalam Survei Kualitas Layana;
Pemasyarakatan, terlihat bahwa seluruh Lapas Klas [ mendapatkan presentase yang rendah ungyf

domain pakaian dan tempat tidur dengan angka sekita 30% sampai dengan 40%. Hal inj mengindikasikgd [ |
bahwa pemenuhan hak narapidana untuk tempat tidur dapat dikatakan belum cukup layak begitu jugh HE
dengan pemberjan pakaian. Untuk domain perawatan kesehatan, Lapas Klas [ Surabaya dan Lapa3 1 | pen
Klas I Palembang mendapatkan indeks yang cukup rendah dengan masing-masing 54,829 darf 5 ThRD
55.69%, begitu juga dengan domain pendidikan. Lapas Klas [ Surabaya dan Lapas Klas I Palembangf 5 e
nmndapafkan presentase yang cukup rendah. Bahkan dj Lapas Klas I Surabaya, 1ndek§ pendi@ikan i e
hanya sebesar 37,14%. Ini mengindikasikan bahwa program pendidikan memang nyaris tidak berjala ]
di Lapas Klas I Surabaya. Selain ity domain pemisahan, Juga menjadi indikator yang menunjukkapf | 5 «Mi‘
capaian kurang baik dj Lapas Klas | Tangerang dan Lapas Klas | Palembang. o 2
: ' r
Isu yang juga harus menjadi perhatian tersendiri berdasarkan hasi] Survei ini adalah kekerasan.; ; ‘Z“i‘;
Baik di Lapas Klas | maupun di Lapas Klas ] kekerasan oleh petugas masih terjadi khususnya di T

Lapas Klas I Cipinang yang mencapai angka hampir 20% dan Lapas Klas ITA Jakarta Pusat yang :
niencapai angka hampir 30%. ' |

Tabel 3.2.2.2
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Klas 11

UPT i
0 DOMAIN 4 ESSEREe B
JAKARTA PUSAT YOGYAKARTA SLEMAN : 15 | Pe

il Pendaftaran dan Penempatan 82,09% 78,24% 79,51%

O e TR B Y | Unto

b s | sow | m S ol BT
e R W LTI |

5 Makanan dan Air Minum 79,18% 87,35% - 94,76% menunju}

6 Olahraga 82,77% 62,50% 7 72,05%7 1 perawata

7 | Perawatan Kesehatan 70,39% 50,86% 60,67% tahanan, |

8 | Kekerasan Oleh petugas | e R O ey jika dibar
9| Hubungan dengan Dunia a0 . 81,35% © 85,64% I Palemb:
0 [dme. . ————+ R T e 93,82% Tide
11 [ informasi perkara e 83% tempat ti
“?E‘“EE?EEST&EE;&EZ? e s s ey yang jug
13 [ Bahon Bacaan  ssdzw | e 95,719 bahwa k¢
A e T - 71,47%  69,54% 60,04% Soant
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DOMAIN

LEMAN
46,43%
329 52,57% 4

83,33% 89,52%

2 halnya dengan Lapas Klas I, domain pakaian dan tempat tidur juga menjadi isu yang
apatkan hasil kurang baik di Lapas Klas IT dengan angka capaian yang kurang dari 40%.
.+ s di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, domain sanitasi dan kebersihan personal juga menjadi
rsendiri karena hanya medapat angka 50,81%. Selain itu, domain pemisahan dan pendidikan

te

Tabel 3.2.2.3 :
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas I

DOMAIN |

pendaftaran dan Penempatan

9;18%
. 56,26%

93,27%
2,65%
. 40,37%
197,04% .
67,04%
84:56%~
83,64%
©75,71% | 7 -65;

68,57% |1 81,43%
58,86% 74,00%
857% 1| 42,86%
40,00% 30,00%

15 | Pemisahan

Untuk UPT Rutan Klas I, indeks domain menunjukkan lebih banyak angka merah sebagaimana
terlihat dari Tabel 3.2.2.3 di atas. Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Palembang mendapatkan
nilai yang tidak terlalu baik untuk domain sanitasi dan kebersihan personal. Domain tempat tidur
menunjukkan capaian yang kurang maksimal di seluruh Rutan Klas I, begitu juga halnya dengan
perawatan kesehatan, pemisahan dan pendidikan. Sedangkan terkait dengan bahan bacaan bagi
tahanan, Rutan Klas I Jakarta Pusat dan Rutan Klas I Surabaya mendapatkan hasil yang lebih rendah
jika dibandingkan dengan dua Rutan Klas I yang lain. Selan itu, terkait informasi perkara Rutan Klas
I Palembang mendapat capaian yang cukup rendah yaitu sebesar 58,18%. '

Tidak jauh berbeda dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II permasalahan juga terjadi pada domain
tempat tidur dan perawatan kesehatan dengan presentase capaian kurang dari 55%. Selain itu, hal
yang juga cukup penting yaitu terkait dengan kekerasan oleh petugas. Hasil Survei menunjukkan
bahwa kekerasan masih terjadi baik di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II dengan presentase antara
1% sampai dengan 3%.
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Tabel 3.2.2.4
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Rutan Klas I1

UPT
NO DOMAIN
YOGYAKARTA BANTUL
il Pendaftaran dan Penempatan 75,83% 85,71%
"2 | Akomodasi = S 87,30 ll 66%. . .
3 g:;;ilta ’&Keber5|ha;1 ers” M93 95%MM
46,49% S3AT%
wakanan dan Alr Mlnum - 85 85% “ 92 65%“ o
6 | Olahraga 66,96% - 71,92%
7 Pérawataﬁ Kesehatan 32 51% 4i 65% h
Kekerasan oleh Petugas 92,12% 95,51%
Hubungan dengan Duma Luar 77,47% 79,77%
10 | Agama 90,22% 94,40%
11 InformasiuPérl;arr;am - 95 58%v 9”6v 16% o
12 | KeluhandanPengaduan | 77, 14% 71,43%
13 | Bahan B Bacaan S 91 14% 8§ 4%
14 | pendidikan 24 29% 47 14%. e
‘15 | Pemisahan “ 53,57% 66,43%

Untuk Lapas Khusus Anak, Tabel 3.2.2.5 menunjukkan bahwa domain yang mendapat nilai -
kurang baik di Lapas Anak adalah pemisahan. Ini artinya, di Lapas Anak tidak terdapat pemisahan
penghuni baik berdasarkan usia maupun tindak pidananya. Perawatan kesehatan di Lapas Anak juga
mendapatkan nilai indeks yang cukup rendah yaitu sekitar 49% sampai dengan 51%. Hal ini tentunya
sangat memprihatinkan karena perawatan kesehatan seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian
bagi anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Domain lainnya yang
juga mendapatkan angka capaian kurang baik yaitu pendidikan di Lapas Klas ITA Palembang dan
Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Capaian ini menunjukkan bahwa program pendidikan tidak berjalan
lancar di kedua Lapas tersebut. Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan terhadap anak memiliki
satu domain yang tidak dimiliki oleh UPT lainnya yaitu pemberitahuan ketika anak sakit atau cedera.
Dari keempat Lapas yang menjadi objek Survei, Lapas Anak Klas ITA Palembang adalah UPT yang
paling kecil presentase capaiannya untuk domain ini yaitu sebesar 57%. Ini mengindikasikan jika
ada anak yang sakit atau cedera, orang tua/wali maupun keluarga anak jarang diinformasikan oleh

pihak Lapas.

Salah satu domain yang harus menjadi perhatian di Lapas Anak adalah domain kekerasan.
Berdasarkan tabel di bawah ini, domain kekerasan memang tidak menunjukkan angka merah namun
presentase capaiannya tidak mencapai 100%. Ini artinya masih ada kekerasan yang terjadi terhadap
anak di Lapas. Di Lapas Anak Klas IIA Tangerang bahkan 13% anak pernah mendapat kekerasan
begitu juga dengan di Lapas Klas II Jakarta Pusat, 19% anak mengaku pernah mendapat kekerasan
dari petugas. Hal ini tentu memprihatinkan karena Lapas yang justru dekat dari pusat pemerintahan
dan biasanya lebih banyak mendapat informasi terkait penanganan anak yang berhadapan dengan
hukum justru memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan Lapas lainnya.
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1 cedera.]
JPT yang'
ikan jika
ikan oleh

tkerasan.
th namun ;
terhadap :
ekerasan
ekerasan 3§
srintahan
1 dengan

. Tabel 3.2.2.5
abel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Anak

uPT
DOMAIN TBLTAR - | PALEMBANG ‘| JAKARTA PUSAT.
75% 60% 60%
( 80% S 19% - 70%
84% 70% 47%
L B5% 36% 55%
97% 68% 60%
T | % | 78%
49% 48% 51%
TU95% ©91% '81%
72% 65% 74%
.9a% ) 88%. 96%:.
86% 78% 82%
©94% |l 86% Gl 54%.
90% 81% 97%
: ‘ : 34% 62% ig% L
“pendidikan 78% 66% .. 59% 52% |
i _. T e TS R R
_Pemberitahuan sakit dan cedera . 60%' 70% - "57% "81%

‘Lapas Khusus Wanita adalah UPT yang secara keseluruhaﬁ kualitas layanan pemasyarakatannya

sqd h cukup baik, khususnya Lapas Wanita Klas HA Malang. Dari 18 domain yang menjadi indikator

ei, Lapas Wanita Klas IIA Malang mendapatkan presentase yang baik untuk seluruhnya.

: iKékurangan yang masih terjadi ditemukan di Lapas Wanita Klas- ITA Tangerang khususnya untuk -
domain pakaian dan tempat tidur, pemisahan dan reintegrasi sosial. Selain di Lapas Wanita Klas IIA

Tangerang, domain pakaian dan tempat tidur juga masih menjadi masalah di Lapas Wanita Palembang
dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur. Rutan Klas IIA Jakarta Timur menjadi UPT khusus perempuan
yang juga mengalami masalah terkait ketersediaan bahan bacaan dan pemisahan penghuni.

Dari seluruh domain yang di Survei, sama halnya dengan di Lapas Anak, domain kekerasan juga
harus menjadi perhatian tersendiri karena ternyata tingkat kekerasan di Lapas Khusus Wanita cukup
tinggi. Di Lapas Wanita Klas 1IA Tangerang, sekitar 35% narapidana mengaku pernah mendapat
kekerasan dari petugas sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur bahkan lebih dari 50% responden
mengaku pernah mendapat kekerasan dari petugas.

Tabel 3.2.2.6
Tabel Perbandingan Indeks Domain Antar Lapas Khusus Wanita

NO DOMAIN e e P?T e p————————
TANGERANG, |- MALANG |'PALEMBANG, JAKARTATIMUR

Pendaftaran dan Penempatan 79,59% 81,99% 71,38% 68,57%
Akomodasi- T Taao%. | . ss7i% | 8537k | TLSA%

3 | Sanitasi dan Kebersihan Personal 65,44% 83,43% 62,60% 30,17%
Pakaian dan TempatTidur . . |- 3257% ' |- 66,76% T 20,41% | 44,94% o

5 | Makanan dan Air Minum 82,79% 99,25% 91,43% 97,14%
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NO DOMAIN e =
TANGERANG MALANG | PALEMBANG

6 Olahraga 82,79% 74,87% 73,21%
7| Perawatan Kesehatan ———— _7,74% | essin | 62,33% |
E et e T | 6531% 97,65% | s9,50% |
9 | Hubungan dengan buie o] 9602% | 7s1e% | 74,59%
,10 -Agam B AN m78,63% mgz ’14% o [ 8890% e
,,,,, . ‘m rnfo?rr;as|Perkara 77311% Mgggs% 8186%
R T e Tt e 8536% |
i§ Bahanécaan e D g e 8214,% 9329% v 8843% :
S % | e 70%
15 | Pendidikan | 7see% | sossw | 49,05%
Y I _SEae% | 70% 61,57%
17 | Reintegrasi sosial  sen | ssosw - 7833%
Y T e R T  72.86%

3. Indeks Item

Secara lebih rinci indeks item menggambarkan bersentase pemenuhan layanan Pemasyarakatan j
pada setiap item pertanyaan. [tem-item pertanyaan disusun sebagai pengembangan area atay domain‘( :
hak, dengan nengacu pada dasar hukum-dasar hukum yang berlaky baik pada level nasional maupun £

dengan klasifikasi kebutuhan pokok, penting, dan pélengkap.

1) Pendaftaran dan Penempatan

Dari domain pendaftaran dan penempatan beberapa item yang menjadi fokus survei antara lain
pelaksanaan pemeriksaan identitas,, pengambilan foto, pengambilan sidik jari, penggeledahan badan,
penggeledahan barang, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan awal, penjelasan mengenai hak,
kewajiban, larangan dan sanks; yang dilakukan saat proses pendaftaran. Analisis didasarkan pada
kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Item pemeriksaan identitas oleh petugas diatur dalam pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan berupa pendaftaran,!s pengambilan foto oleh petugas,'s pemeriksaan fisik pada!” dan |
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis, ! dan penggeledahan badan dan barang -
bawaan diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan

5 Pasal 10 ayat (1) meliputi: a. pencatatan: 1. putusan pengadilan; 2. jati diri: dan 3. barang dan uang yang dibawa UU Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

18 jbid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: c. pembuatan pas foto.
7 ibid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: d. pengambilan sidik jari,
18 jbid, Pasal 10 ayat (1) meliputi: b. pemeriksaan kesehatan.
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Tabel 3.2.3.1.1

Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan

Antar Lapas Klas I
UPT
e | PINANG | TANGERANG |  SURABAYA - | PALEMBANG:

— Jentitas 100% 94,29% 100% 90%
li80,71% | 72,86% . | - 85% |- 189,29%

ilan sidik jari 82,14% 79,29% 83,57% 90,71%

1" s204% | 7929% |  7857% | 82,86%

~ ledahan barang 77,86% 76,43% 80,71% 85,71%
T [ esgiw | ssoi% | 90% | 92.86%

—ksaan kesehatan di awal 85,71% 91,43% 82,86% 95,71%

0 163,57% | 62,14% | 5357% | 63,57%

62,86% 58,57% 58,57% 65,71%

Tessi% | enla% | 6420% | 64,29%

jelasan Sanksi 62,14% 63,57% 63,57% 64,29%

dasarkan Tabel 3.2.3.1.1 dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, masalah
an hak dan kewajiban masih kurang maksimal dilakukan khususnya oleh Lapas Klas I Tangerang
as Klas I Surabaya. Sedangkan untuk Lapas Klas II, pemeriksaan kesehatan fisik narap1dana _
masuk ke Lapas masih men_]adl masalah di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Selain itu, penjelasan
ewapban larangan dan sanksi juga masih belum cukup makslmal dllakukan di Lapas Klas ITA
akarta dan Lapas Klas ITA Sleman. : : ’

Tabel 3.2.3.1.2
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Lapas Klas I

UPT

NO | . ITEM e e ————
' “JAKARTA'PUSAT | YOGYAKARTA 7| .o SLEMAT
1 | Pemeriksaan Identitas - 100% 100% 97,14%
cngambilan Foto | 8357% | 8920% |  8571%
Pengambilan sidik jari 82,86% 92,14% 96,43%
ggeledahian badan ‘81,43% | 0 086,43% | - 9429%.
5 Penggeledahan barang 77,14% 78,57% 90%
: (sqan fis 91,43% 13| 1 94,29%
91,43% 97,14%
8 | Penjelasan Hak T707A% | [ 59,29%, .| 5286%
9 Penjelasan Kewajlban 69,29% 54,29% 64,29%
; enjelasan Larangan - “H75%" -60,71% | 64,29%
11 | Penjelasan Sanksi : 72,86% 55,71% 56,43%

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Rutan Klas I, dalam hal pendaftaran dan penempatan
tahanan, kegiatan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi masih kurang maksimal diberikan
khususnya di Rutan Klas I Palembang dan Rutan Klas I Surabaya masing-masing dengan capaian di
bawah 60%.
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Tabel 3.2.3.1.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan Antar Rutan Klas|

UPT ]
NO ITEM :
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEME AR,
1 Pemeriksaan Identltas 97, 14% 94,29% 97,14% 100%
2 | Pengambilanfoto | 7643% 77,14% | 83,57% 85,71%
V 3 V 'Pengambllan Sldlkjal’l - ‘ 73 57% A 81,43% 91,43% 86,43&, N
4] Penggeledahan badan | 90,71% 71,43% 88,57% 86,43% ]
5 | Penggeledahan barang ' o ‘82,14% ' 65% 91,43% 87,86% |
6 | Pemeriksaan fisik e 100% 88,57% 68,57% 85,71%
” 7m )’Pemerlksaan kesehatan d| awal N 97 14% ' 80% k 62,86% 71,43%
8 | Penjelasan Hak S iy, . 62,86% 55% 47,14%
9 | Penjelasan Kewajiban 64,29% 63,57% 60% 52,86%
10 : Penjelasan Larangan | 62,86% 87, 86% 63,57% 55,71%
11 | Penjelasan Sanksi - 62,86%  6643% | 62,86% 55%

Di Rutan Klas IIA Yogyakarta, penjelasan hak, kewajiban dan sanksi juga demikian halnya,
Penjelasan hak, kewajiban dan sanksi belum diberikan secara maksimal melainkan hanya gambaran
umum dan tidak secara rinci. Namun demikian di Rutan Klas IIB Bantul, penjelasan hak, kCVVa]lbdn
dan sanksi sudah cukup baik.

‘ 7 Penjelasan mengenai hak, kewajban dan sanksi yang belum cukup baik juga terjadi di Rutan Klas
ITA Yogyakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh Lapas dan Rutan dewasa,
penjelasan mengenai hak, kewajiban dan sanksi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini mengindikasikan
bahwa masa admisi orientasi sebagai tahap pengenalan terhadap kehidupan di Lapas dan Rutan masih

belum berjalan maksimal:

Tabel 3.2.3.1.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Rutan Klas 11

UPT
NO ITEM
YOGYAKARTA BANTUL
1 Pemenksaan Identltas 100% 97,14%
2 Pengambllan Foto i 95 71% 96,43%
7 3 MPengambllan sudnkjarl 1 - » 94, 29% | 100%
"4 I Pengaeledahanbadan - 93,57% - 99,29%
«5«/1 Pen‘gvgeied‘ah‘an ‘bé.rang A ‘ -90%” 99,29%
6 : VPemerlksaan f|5|k 85,71% e 85,71%
7 1 Pe.merlksaan kesehatan dl awal B 94,29% | 94,29%
8 = ”Penjelasan Hak 7 43 57% e 62,14%
9 1 Penjelasan Kewajlban o 52 86% o 5%
10 | Penjelasan tarangan T Sstaam & ”65 X
11 | Penjelasan Sanksi | 4L43% |  e3s1%

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan yang dirangkum pada tabel 3.2.3.1.5
dapat dilihat bahwa terkait pendaftaran dan penempatan, pelayanan di Lapas Anak Klas ITA masih
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Tabel 3.2.3.1.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan

Antar Lapas Khusus Anak

Hal ini dapat tergambar dari masih belum adanya tempat peyimpanan
hasil pemeriksaan kesehatan, penjelasan tentang hak, kewajiban,

sanksi serta salinan yang diberikan kepada mereka.

TAR' ANG | JAKARTA PUSAT:
Pemeriksaan Identitas 100% 97,14%
A 94,29% | 197,14% | 8571% | 97,14%
'pengambilén Foto 86,43% 80,71% 78,57%
Ambil |:.-86,43% - ::80,71% - LT T5%
83,57% 82,86% 87,86% 86,43%
86% - |-.81,43% | - 89,29% |\ 80,71%

87,86% 36,43% 37,14%
£94,29% | 8571% 57,14%
100% 97,14%

ol97,14%

i

71;43%"

ny

‘Kewajiba

) Menda’paf salinan penjelasan kewajiban

20%.

70,71%’

Mendapat Salinan penjelasan sanksi

20%

Kondisi di Lapas Khusus Wanita juga tidak jauh berbeda dengan di UPT lainnya. Pelayanan yang

terkait dengan penjelasan hak, kewajiban, larangan dan sanksi juga masih belum diberikan secara
maksimal khususnya di Lapas Wanita Klas ITA Palembang dan Rutan Klas IIA J akarta Timur. Selain
itu, kecuali di Lapas Wanita Klas IIA Malang, penggeledahan badan dengan alat scan juga masih
belum dilakukan secara efektif.

Tabel 3.2.3.1.6

!

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendaftaran Dan Penempatan
Antar Lapas Khusus Wanita

ITEM

Pemeriksaan Identitas

97,14%

Fergambilan Foto

|85 71%

88,57%

Pengambilan sidik jari

93,57%

Penggeledahan dengan scan

56,43% 83,57
32.86% 25,71%

P

eeledanan bareng

©187,18%
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UPT
NO ITEM
TANGERANG | MALANG PALEMBANG

7 Pemeriksaan fisik 94,29% 100% 97,14%

8 | Periksa kesehatan diawal T S T

9 [ Penjelasan tak 6786% | 7w | o % |
. = Pen;ea_sa;”(e}/vajan e 678"6?%;73,5‘7% ngg%w e
11 | Penjelasan Larangan 67,86% | 7571% | 6071%

12 | Penjelasan Sankst T e | o | mae

13 | Ketersediaan Sarana Prasarans— 1 8% | 7178% | son

2) Akomodasi

Dari domain akomodas;j pada item ketersediaan MCK, beberapa item yang menjadi fokyg

perhatian adalah mengenai perbandingan ketersediaan MCK dan toilet diatur dalam pasal 14 ayat 3)

huruf a'® Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan. Fasilitas MCK dan toilet yang

berfungsi dengan baik diatur dalam Pasal 34 Peraturan-peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja
Yang Kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 45/133 Tanggal 14

November 1990, Bab [V Pengelolaan Fasilitas-Fasilitas Pemasyarakatan untuk Remaja Bagian D,

Lingkungan Fisik dan Akomodasi.20 Pada item toilet
separuh badan disebutkan dalam Konsensus Worksh
September 2012 dj Hotel Red Top.2! Pada itein kese
Ayat (2) SMR tentang pakaian dan perlengkapan tidur.22 Pada item kualitas penerangan di malam

hari diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf'i.2 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan,
Pada item intensitas cahaya matahari yang masuk, siang hari dap

lampu, serta udara bersih bisa masuk ke dalam ruangan diatur dal

tidur dan kondisi sej 24 Hasil Survei dari pemenuhan akomodasi adalah sebagai berikut:

at membaca tanpa menyalakan

Tabel 3.2.3.2.1 )
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasj Antar Lapas Klas |

o CIPINANG TANGERANG SURABAYA | PALEMBANG
1 [ Ketersediaan MCK 56,43% 60% 60,71% 65%

2 | Ketersedinan toilet i seljkamar | IR sereee 58,57% |
3| Fasilitas MCK berfungsi baik | 9420% | s7.14% | se57% | orsen
4__| Fasiitas toilet berfungsi bai ] TR P 9429% | sage% ]
5| Toilet terpisah dengan tempar fds |_9719% | orie% | ssom T 100%
T e o o, BT e rereye 9357% |
7 _| Kesempatan untuk mencuci pakaian 7643% | 7571% | eo71m | 7857% |
8 | Peneraneanaimabmia T L m | s [EErTRT T
19

Setiap blok dilengkapi dengan: a. kamar mandi umum.

20 Tempat-tempat saniter harus ditempatkan sedemikian rupa dan berstandar cukup untuk memungkinkan setiap remaja untuk, sebagaimana
dibutuhkan, membuang hajat dalam keprivasian dan dalam cara yang bersih dan pantas.
- Idealnya toilet terpisah dengan tempat tidur. - Kamar mandi harus

2 Semua pakaian hendaknya bersih dan dijaga supaya dalam keadaan
mejaga kebersihan.

23 Setiap blok dilengkapi dengan: i. Pencahayaan.

24 Disemua tempat-tempat yang disediakan bagi orang-orang terpenjara untuk berdiam atay beke
memungkinkan orang-orang terpenjara membaca dan bekerja dengan terangnya alam dan jendela-je
memungkinkan masuknya udara bersih, dengan ada atay tidaknya ventilasi.

setengah badan dengan tujuannya untuk mengontrol keamanan.
baik. Pakaian dalam hendaknya diganti dan dicuci sesering mungkin untuk

fja: a. Jendela-jendela harus cukup besar, untuk
ndela itu harus dibuat sedemikian rupa sehinga
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ITEM

90%.

87,14%

Tabel 3.2.3.2.2

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Klas II

ITEM

CUPT

ZIRKARTA'PUSAT | YOGYAKAR

Ketersediaan MCK-

9429%

85,71%

100% _
194,29% 0} 100% | 97,14%
68,57% 78,57%
94'2 9% 99'29%
94,29% 75,71%
100%; 85T

100%

97,14%

* Minimnya fasilitas MCK dan toilet juga dirasakan oleh narapidana di Rutan Klas I Jakarta Pusat,
Rutan Klas I Tangerang, Rutan Klas I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Sebagaimana ditunjukkan
pada tabel 3.2.3.2.3, presentase ketersediaan MCK dan toilet tidak lebih dari 55%. Permasalahan ini
terjadi juga karena sebab yang sama yaitu tingkat kepadatan penghuni yang cukup tinggi di Rutan
Klas I sehingga satu MCK maupun toilet harus digunakan oleh lebih dari 8 orang dengan antrian yang

cukup panjang.
agaimana Tabel 3.2.3.2.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas I

kin ur!_t.uk ; NO ITEM UPT .

AKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
asrefl:::]tg: , 1 | Ketersediaan MCK 48,57% 52,86% 54,29% 52,86%

Ketersediaan toilet'di sel/kamar CB1343% B389y i s 86% | 51439

y
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UPT
10 ITEM — : L p——
JAKARTA PUSAT TANGERANG ‘SURABAYA | PA

3 | Fasilitas MCK berfungsi baik 78,57% 94,29% 94,29%

4 | Fasilitas toilet berfungsi baik 82,86% 97,14% 91,43%

5 | Toilet terpisah dengan tempat tidf;r 85,71% 91,43% 77,14%
B ESW Toilet tertutup serpa‘r:h badan i 85,71«% ! 90% 82,86%
~“7 Kesempatan J;l_al:r]ﬁ.ghcuci pakalan 66,43%“ 88,57% 70%

8 | Penerangan di malam hari 90% 100% 92,14%

9 | Intensitas cahaya rﬁ'étahari yang masuk 85% 99,29% 88,57‘;/:*“
10 | Siang hari dapat membaca tanpa lamea | 20,79 | foow. Ver1a% | %%
11 [ Udara bersih bisa masuk dalam ruangan | 91,43% | 98s7% | 9714% |

Berbeda dengan di Lapas dan Rutan Klas II, masalah kurangnya fasilitas MCK dan toilet justry B
tidak terjadi di Rutan Klas [IA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul. Hal ini karena kondisi kedua E
UPT tersebut tidak overcrowded sehingga proporsi antara jumlah penghuni dengan jumlah MCK -
masih dapat dikatakan memadai. Namun demikian, di Rutan Klas ITA Yogyakarta, masalah yang j
terjadi justru keadaan toilet di kamar yang tidak terpisah dengan tempat tidur. Ini artinya, lantai toilet |

sejajar dengan lantai tempat tidur dan tidak ada batas yang memisahkan.

- Tabel 3.2.3.2.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Rutan Klas II

o . o - . UPT
e YOGYAKARTA |  BANTUL

1 Ketersediaan MCK 85,71% 92,86%

2 Ketersediaan toiléf di sevl/rk‘a"r‘ﬁaurww o N.MSS% 94,29% ;
3 | Fasilitas MCK berfungsi baik | 94,29% | 8857%
Th ok Fasilitas toiler berrungsBale T T T

5 Toilet terpisah dengan tempat tidur  s643% | s571%
R T e p oo S R
7| Kesempatan untuk mencuci pakaimn  82,14% | stasn
B R s | o

9 Intensitas cahaya matahari yang masuk 72,14% 95%
w17)w D‘Sianrg hari dapat me;rmbaca tanpa lampu s 94,29% 94,29%

11 U'a;;a bersih bisa r;nasuk dalam ruangan 97,14% 91,43%

Lapas khusus anak seharusnya memiliki bentuk bangunan yang sedikit berbeda dengan Lapas
dewasa karena standar tentang Anak-Anak yang dirampas kebebasannya (Havana Rules) menyatakan
bahwa suasana di penjara anak harus dibuat sedemikian rupa sehingga ia merasa nyaman. Namun
ternyata hal ini belum cukup diimplementasikan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Penyebabnya adalah
adanya percampuran antara anak dan dewasa di Lapas tersebut. Selain itu, Lapas Klas ITA Jakarta
Pusat juga sebenarnya memang tidak di desain sebagai Lapas Anak melainkan Lapas Dewasa.

Selain kondisi bangunan, Lapas Anak seharusnya juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda
dengan orang dewasa seperti misalnya prosedur penyelamatan diri pada saat terjadi kebakaran dan
lokasi yang aman pada saat terjadi bencana. Hal ini Juga belum diakomodasi oleh Lapas Anak yang
menjadi objek Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan. Padahal, prosedur ini penting untuk diberikan
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22 mereka adalah makhluk yang belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab
ka sendiri.

Tabel 3.2.3.2.5
rbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Anak

uPT
T TANGERANG |: BLITAR':| PALEMBANG [JAKARTA'PUSAT
eperti tempat tinggal 71,43% 71,43% 77,14% 34,29%
0 97,14% | 97,14% | 100% 97,14%
97,14% | 97,14% | 97,86% 97,14%
n|' 3571% | 1857% | 35% . 8,57%
15,71% | 18,57% | 32,14% 2,86%
.41,43% | 72,86% | s857% | 57,14%
73,57% | 85,71% 65% 70,71%
0 080% 1'94,29% | 95,71% | o 65,71%
85,71% | 94,29% | 94,29% 91,43%
.98,57%. | .94,29% | 97,14%. | . 94,29% .
94,29% | 91,43% | 91,43% 85,71%
S 7643% -|'68,57% | - 82,86% |  T1,43% -
95,71% | 100% | - 97,14% | . 97,14%
/ ri.yang masuk '100% | 88,57%: |\ :74,20% | 77,14% "
§|a;ﬁg hari dapat membaca tanpa'lampu _ .94,29% | 94,29% | - '85,71% | 194,29%
. iastik dalam Tuangan’. 43%.| 97,14% |« 91,43% | - 8571%

odasi antar Lapas Khusus ‘Wanita. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersedlaan
CK menjadi masalah di Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dengan presentase pemenuhan hanya
o sedangkan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur hanya 10%. Selain itu, di Lapas Wanita Klas I1A
angerang juga berdasarkan keterangan responden, hanya 20% yang menyatakan bahwa fasilitas
- MCK berfungsi dengan baik.

~ Tabel 3.2.3.2.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Akomodasi Antar Lapas Khusus Wanita
NO | ITEM M L ——
' MALANG' | PALEMBANG | JAKARTA TIM
Ketersedlaan MCK 60,71% 67,86% 10%
Lapas { 3 °'|Et dlsel/kama 52'14% ’ 5 4;29%
atakan y 3 Fasmtas MCK berfungsi baik 91,43% 91,43% 14,29%
lamun | Fasilifas toilet berfungsi baik. .- 1788,57% | . 80% | 85,71% |- 194,29%
tdalah ] 5 TOllet terpisah dengan tempat tldur 88,57% 80% 80% 82,86%
karta . Toilet § tertuitup separuh badan - oo 97,18% 5| 91,48% | e7,14% B8 5T%
7 | Kesempatan untuk mencuci pakalan 78,57% 62,14% 92,14%
beda ﬂra‘hgan di malam’hari: " il 99.29% iy 0% | 1i97,14%
dars | ' 9 7 Intensitas cahaya matahari vang masuk 80% 97,86% 87,14%
rang - | 10.| Siang hari dapat membaca tanpa lampu'|. - 7429% :|. 97,14% |- :100%. | < 91,43% - x
ikan 11 [Udara bersih bisa masuk dalam ruangan 77,14% 100% 94,29% 85,71%
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3) Sanitasj

Beberapa item pada dom
piket kebersihan MCK diatur d
tempat sampah, diatur d
UPT Pemasyarakatan

ain sanitasj seperti
alam Pasal 15 SM
alam Pasa] 14 A

Terkait dengan sanjtas; antar Lapas K]ag

I, Tabel 3
Lapas Klas | Cipinang dan [,

2.33.1dib

awah ini menujukkan bah

Perawatan kebersihan MCK, ketersediaan jadwa ;
R% tentang kondisi keber

sthan. Pada item ketersediaa
Yat (3)2¢ huruf g dan Kepmen

2003 tentang Pola Banglmal1 b

apas Klas | Tangerang tidak ditemukan adanya jadwal piket kebersl'han : 3
MCK. ;
Tabel 3.2.3.3.1
Tabel Perbandingan Indeks Terkait Item Sanitasi Antar Lapas Klas |
UPT
NO ITEM
CIPINANG TANGERANG SURABAYA PALEMBANG;‘
S —
1 | Perawatan kebersihan Mck 76,43% 64,29% 7,1,’,43,%“ 1 91,43%
2 | Jadwal piket fasilitas MCK 55% 56,43% 67.14%.. - _77.86%
3 | Tersedia tempat sampah 92,14% 82,86% 79,29% 87,14%
Di Lapas K]as I1, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.2.3.3.2, perawatan kebersihan MCK dan
ketiadaan jadwa] piket 1

menjadi masalah yang ditemukan ¢

di Lapas Klas T lainnya layanan terkajt fa

silitas sanitasj su

dah cuk

i Lapas Klas ITA Jakarta Pusat sedangkah‘
up baik. . - ,

. Tabel 3.2.3.3.2
Tabel Perbandingan Indeks

Item Terkaijt Sanitasi Antar Lapas Klas 1

. DT

"o : e JAKARTA PUSAT YOGL’YZ:KARTA SLEMAN
.

1 | Perawatan kebersihan Mmck 50,71% 65,71% 71,43% o

2 Fladwataiee: fasilitas MCK 51,43% 74,29% 76,43%

3 | Tersedia tempat sampah 92,86% 85,71% 85,71%

Untuk Rutan Klas I, masalah yang sama terj
yaitu jadwal] piket fasilitas MCK yang tidak ada
tempat sampah sudap, cukup baik.

Tabel 3.2.3.3.3
Tabel Perbandingan Indeks

el

Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas |
UPT
NO ITEM c
JAKARTA PUSAT TANGERANG SURABAYA PAI.EMBANG
1 |Perawatan kebersihan MCK 63,57% 73,57% B 75% ) ‘7_’7‘7:17{1% e
2 |ladwal piket fasilitas Mck 46,43% 56,43% 57,86% B 42,86% =
3 | Tersedia tempat sampah 94,29% 95,71% 89,29% 89,29%
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Tabel 3.2.3.3.4

"abel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Rutan Klas II

—

ITEM

UPT

ANTU

perawatan kebersihan MCK .

62,86%

72,86%

Tasiltas MCK.

70'71% s

Tefsedia tempat sampah

87,14%

98,57%

endapatkan angka 100%.

Tabel 3.2.3.3.5

‘halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II justru tidak ditemukan masalah yang berarti
- disi sanitasi karena perawatan kebersihan berjalan cukup baik, jadwal piket juga tersedia
at sampah juga disediakan di kamar.

ik Lapas khusus anak, masalah jadwal piket kebersihan fasilitas MCK juga tidak ditemukan
5 Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas IIA Palembang sedangkan terkait adanya tempat
ah Lapas Anak Klas ITA Tangerang, Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Klas ITA Jakarta

“Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Anak

ITEM 7.

UPT

|[7anGERAR

TAKARTA PUSAT

Perawatan kebersihan MCK

80,71%

©75,71% | 73,57% |l 5%
fasilitas MCK: 85,71% |- 18,57% - |- 82,86% -
Tersedia tempat sampah . 100% - 100% | -94,29% . 100%

Tabel 3.2.3.3.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Sanitasi Antar Lapas Khusus Wanita

erawatan kebersihan MCK dan jadwal pikétfasilitas MCK sepertinya memang menjadi masalah
di Lapas maupun Rutan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 3.2.3.3.6 yang menunjukkan perbandingan
sanitasi di Lapas Wanita yang ternyata juga menunjukkan presentase di bawah 40% untuk Lapas
ita Klas ITA Tangerang dan Rutan Klas ITA Jakarta Timur. -

ITEM

UPT

Perawatan kebersihan MCK

3 plketsuhtasMCK L

Tersedia tempat sampah

88,57%

4) Kebersihan Personal

Beberapa item dalam domain kebersihan personal yang menjadi fokus perhatian diantaranya
adalah pemberian kesempatan mandi diatur dalam Pasal 15 SMR.27 Pada item ketersediaan handuk,
ketersediaan sabun mandi, ketersediaan sikat gigi, dan ketersediaan pasta gigi yang pemenuhannya
menjadi tanggung jawab Lapas maupun Rutan tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf ¢

7 Orang-orang terpenjara hendaknya diharuskan memelihara kebersihan dirinya dan untuk itu hendaknya bagi mereka disediakan air serta alat-

alat foflet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.
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Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersih

PP Nomor 32/1999 28 Tentang Syarat dan Tat
Hasil Survei pemenuhan kebersihan person

Tabel 3.2.3.4.1

a Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemas
al adalah sebagai berikut:

an Personal Antar Lapas Klas I

yarakatyy!

UPT
o e ; CIPINANG TANGERANG | SURABAYA
1 | Kesempatan mandisatu harj 97,14% 97,14% 98,57%
2 |Ketersediaan handuk 5 i mowanie 17,14% |
3 [Ketersediaan sabun mandi | 91,43% | 9143% | 100%
4 rKetersediaan sikat gigi « 314;%" 8857%w leO%
5 |Ketersediaan pastagign 3700% | oL43% | 100% |

Tabel 3.2.3.4.2 di atas menunjukkan hasi Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan terkait den
1su kebersihan personal. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di Lapas Klas | Surabaya, mas;j

di Lapas Klas I lainnya yaitu Cipinang, Tangerang dan Palembang.

v Tabel 3.2.3.4.2 '
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Klas I1

gan |

ng- g
masing narapidana diberikan peralatan mandi seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi sehinggs |

capaiannya sebesar 100%. Sedangkan di Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, sikqt
gigi dan pasta gigi ini tidak diberikan. Namun demikian, masalah yang terjadi di Lapas Klas I Surabaya *§
adalah handuk tidak diberikan secara merata ke seluruh narapidana. Hal ini dép

=

LECHRLSRER G L

at dilihat.dari capajan Sf
ketersediaan handuk yang hanya mencapai 17,14%. Keterbatasan pemberian handuk ini juga terjad

, _JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA SLEMAN &

il Kesempatan mandi satu hari 97,14% 100% 99,29%

P T e e S TOTTA neye e e
3| Ketersediaan sabun mandi oo | sasew 80% |
: ‘;4 Ketersedi;an sikat gigi : T 5 m7:1,;9"% i 8286¥%w’_
5[ Ketersediaan pasta gigi | ss7iv | sasen ||

Di Lapas Klas II, Lapas Klas ITA Jakarta Pusat adalah salah satu yang paling tidak maksimal [

pelayanan terkait kebersihan personal narapidana. Hal ini karena handuk, sabun mandi, sikat gigi dan

pasta gigi yang menjadi hak narapidana tidak secara merata diberikan kepada mereka. Ketersediaan ;
handuk ini kemudian Juga menjadi masalah yang ada di Lapas Klas IIA Yogyakarta dan Lapas Klas

ITA Sleman.

Tabel 3.2.3.4.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas I

UPT
97,14% 100%

ITEM

ABAYA | PALEMBANG
97,86%

1 | Kesempatan mandi satu hari

2 [Ketersediaan handuk
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UPT
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
34,29% 45,71% 97,14% 14,29%
22,86% | 0 a571% | 194,29% | 4571%
94,29% 40% 97,14% 40%

Rutan Klas L, ketersediaan handuk tidak dijadikan salah satu indikator dalam Survei

anan Pemasyarakatan karena dalam regulasinya ketentuan pemberian handuk kepada
mang tidak diatur. Tabel 3.2.3.4.3 menunjukkan bahwa sabun mandi tidak diberikan secara
pada seluruh narapidana di Rutan Klas I Tangerang. Begitu juga halnya dengan sikat gigi.
tan Klas I Surabaya yang membagikan sikat gigi secara merata kepada tahanan.

Tabel 3.2.3.4.4

abel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Rutan Klas II

UPT

| NO . ITEM

Kesempatan mandi satu hari

Untuk aspék kebersihan personal, Rutan Klas 1IB Bantul dapat dikatakan cukup baik kualitas
léyanannya karena seluruh indikator di domain kebersihan personal mencapai angka nyaris sempurna.
Hanya di Rutan Klas ITA Yogyakarta justru berbanding terbalik dengan Rutan Klas IIB Bantul. Seluruh
peralatan mandi dapat dikatakan tidak diberikan kepada tahanan. : o

Tabel 3.2.3.4.5
‘vTabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Anak

UPT

NO ITEM

G {JAKARTA PUSAT
97,14%
3 | Ketersediaan sabun mandi 2,86%
| Ketarsedidansikat gigi 1420% | 286%
14,29% 2,86%

Di Lapas khusus anak, Lapas Klas IIA Tangerang memiliki layanan yang paling baik terhadap
kebersihan personal anak karena kesempatan mandi 3 kali sehari dan seluruh peralatan mandi diberikan
kepada anak. Namun tidak demikian halnya dengan Lapas Klas ITA Jakarta Pusat, anak-anak di Lapas
Klas ITA Jakarta Pusat mengaku tidak diberikan peralatan mandi. Hal ini mungkin saja terjadi karena
anggaran yang ada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat hanya diperuntukkan untuk narapidana dewasa

f  sesuai dengan kondisi idealnya. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang, pemberian peralatan
mandi juga belum berj alan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari persentasenya yang kurang dari 15%.

g 5 | Ketersediaan pasta gigi
|
l
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Tabel 3.2.3.4.6 '
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kebersihan Personal Antar Lapas Khusus Wanitaf—

NO ITEM _— .
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIM
1 | Kesempatan mandisatu hari 99,29% 98,57% 100% 5
2 |Ketersediaan handuk ags57% | 8857% | 2357 | 591
3 [Ketersediaan sabunmandi | 77.14% | 94,29% | 3a20% |  s571%
4 |Ketersediaansikatgigi | 77.14% | 9Las% 26,43% 5,71%
5 |Ketersediaanpastagigi | 77.1a% | s143% 34,29% 5,71%

Lapas Wanita Klas IIA Palembang dan Rutan Klas ITA Jakarta Timur mengalami kondisi yap
sama terkait dengan kebersihan personal narapidana wanita. Pemberian peralatan mandi seperti handuk,
sikat gigi, pasta gigi, dan sabun masih belum terdistribusi dengan baik.

5) Pakaian

Pada domain pakaian, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah pemberian »
pakaian seragam per enam bulan, pemberian satu stel seragam kerja per enam bulan, pemberian celang |
dalam, pemberian satu lembar kain sarung bagi narapidana laki-laki atau mukena bagi narapidang
wanita, pemberian sepasang sandal jepit, dan pemberian BH bagi narapidana wanita. Dasar hukum
dari domain pakaian yang menjadi hak bagi narapidana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor
32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Huruf b 29 o
Hasil Survei dari peménuhan hak pakaian adalah sebagai berikut: ' ' A

Tabel 3.2.3.5.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Klas 1

NO ITEM o

CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA PALEMBANG
1 | Diberikan seragam/6bin 31,43% 42,8¢ 37,14% 50%
2 | Diberikan pakaian kerja/ébin | 37.14% 34,29% 37,14% 58,57%
3 |Diberikan celana dalam | on 8,57% 2,86% 6,43%
4| Diberikan sarung/mukena | azsen | 37,14% 5,71% 45%
5 |Diberikan sendaljepit | seou 20% 2,86% 12,86%
6 | Pakaian dapat menyerap keringat || 74,20% 80% | 8286% | 7643%
7_|pakeiantayakdansopan | onasw | oraen | 94,29% | 9571%

Berdasarkan Tabel 3.2.3.5.1 dan Tabel 3.2.3.5.2, kondisi Lapas Klas I dan Lapas Klas II terlihat
tidak berbeda. Pakaian seragam dan pakaian kerja tidak diberikan setiap 6 bulan sekali, sedangkan
celana dalam, sarung/mukena, dan sandal Jepit tidak pernah diberikan oleh petugas. Sedangkan untuk
kualitas pakaian yang telah diberikan, mayoritas narapidana di Lapas Klas I dan Lapas Klas II
menyatakan bahwa pakaian cukup data menyerap keringat dan layak pakai.

2 Yang dimaksud dengan "perlengkapan pakaian" yakni: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam;, 1 (satu) stel pakaian
kerja; 2 (dua) buah celana dalam:, 1 (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Didik Pemasyarakatan pria);, 1 (satu) pasang sandal jepit, 2 (dua) buah BH
(bagi Narapidana Wanita dan bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Wanita).
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lihat
gkan
ntuk
s 11

kaian

hBH _

Tabel 3.2.3.5.2

28,57% 40% 28,57%
o 40% . 40% | . 28,57%

0% 0% 0%

C20% 0% 5,71%

0% 0% 71,43%
. .100%. - | - +8857% . | . '6857%

kalan layal; dan’sopan 91,43% 94,29% 100%

Tabel 3.2.3.5.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas 1

UPT

ITEM

JJAKARTA PUSAT:

TANGERANG | SURABAY

| PALEMBANG

Diberikan seragam/6bln

s dh N A T

St L ingedd 5 B

Tabel 3.2.3.5.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Rutan Klas IT

Domain pakaian tidak menjadi indikator survei di Rutan Klas I maupun Rutan Klas II karena
\'Ek'etentuan tentang pakaian seragam hanya berlaku bagi narapidana dan tidak diwajibkan untuk tahanan.

NO ITEM

upPT

78| Diberikan BH: "

1 Diberikan seragam/6bln - -
2’| Diberikan pakaian kerja/6bln. """ £ 5
3 Diberikan celana dalam - -

: 'DiBe'Hka‘nfsarufng/ mukena ST N e
5 Diberikan sendal jépit - -
.6 | Pakaian dapat menyerapkeringat . |- -
Pakaian layak dan sopan - -
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Dari Tabel 3.2.3.5.5 dapat dilihat bahwa baik di Lapas Anak Klas IIA Tangerang, Lapas Allaki A
Klas ITA Blitar, Lapas Anak Klas ITA Palembang dan Lapas Klas ITA Jakarta Pusat, anak tidak pemaH
diberikan seragam setiap 6 bulan sekali karena pakaian seragam hanya diberikan sekali pada saa banf

masuk di Lapas. Untuk pakaian dalam, sarung/mukena, sandal jepit juga tidak pernah diberikap dif -
Lapas Anak Klas ITA Blitar dan Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. »
Tabei 3.2.3.5.5 &
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Anak B
o TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG |JAKARTA Pusé -
1 | Diberikan seragam/6bln 22,86% 14,29% 58,57% 0%
| 3 [Diberikancelanadalam | es71% | 1na3%| o71a% | on se
I 4. | Diberikan sarung/mukena - - 97,14% | s5420%| 74.29% 31,43% ] Ha
FS .l‘jti‘b‘eirikan 'sendélﬁjepif - | 95,7»:'1%’ ' 45,71% 91,43% - 0%%-—‘~ 3
6 |Pakaian dapat menyerap keringat | 71,43% | s1.43%|  2286% | 82,86% |
7 |Pakaian layak dansopan | 100% |es7in | 31,43% | 8857% | _
T T st CHE e SeTH eerrn a ETRS Or )
Pakaian seragam yang diberikan setiap 6 bulan sekali rata-rata memang tidak dapat dipenuhi oleh .
Lapas, begitu juga halnya dengan Lapas Wanita. Selain itu pakaian lain seperti pakaian kerja, celana -J
dalam, sandal jepit dan mukena juga tidak diberikan di Lapas Wanita. Hanya Lapas Wanita Klas [TA
Malang yang memberikan mukena kepada n‘arapidahanya. ‘ . [

Tabel 3.2.3.5.6 v
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pakaian Antar Lapas Khusus Wanita

UPT —

TANGERANG | MALANG |PALEMBANG | JAKARTA TIMUR A

1 | Diberikan seragam/6bln 31,43% 57,14% 20,71% < —

2 |Diberikan pakaian kerja/6bin | 2571% | a2,86% |  14.20% B B

3 |Diberikan celanadalam | 1a2e% | anaa%| o | . 1 § b

4 |Diberikan sarung/mukena | 2571% | es% | 55% B
5 |Diberikan sendal jepit 571% | 31,43% |  357% | -] 8 -
6 |Pakaian dapat menyerap keringat | 5,71% | essvu | essw | -
7 [Pakaen oy cansopan T T oaaow |z [ |

8 | Diberikan BH 5,71% 40% 3,57% - : .

tic

6) Tempat Tidur |

Pada Domain tempat tidur beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya adalah,
pemberian alas tidur yang bersih, pemberian seprai, selimut, dan bantal yang menjadi tanggung jawab
pihak Lapas maupun Rutan, sekaligus menjadi hak bagi narapidana dan tahanan. Dasar dari semua
item tersebut tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf ¢ PP 32/1999.30 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei dari domain hak pemenuhan tempat =
tidur adalah sebagai berikut:

30 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi. *
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: Tabel 3.2.3.6.1
abel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas I

— ' uPT

TN | PINANG - |TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
mn Alas tidur bersih 97,14% 100% 87,86% 48,57%
Teepraic oo 1429% ol 5,71% | 11,43% 22,14%
Diberikan selimut 11,43% 5,71% 2,86% 22,86%
an bantal, 0 68,57% - | 31,43% | 22,86% | 29,29%

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan, peralatan tidur yang diberikan
tuk narapidana di Lapas Klas I maupun Lapas Klas IA hanyalah berupa alat tidur yang bersih
é}iahgkan perlengkapan lainnya seperti sepra, selimut dan bantal tidak diberikan oleh pihak Lapas.
{21 ini dapat dilihat dengan presentase masing-masing indikator tersebut yang tidak lebih dari 32%.

_ Tabel 3.2.3.6.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Klas II

UPT

ITEM

. 97,14% -

'D'ibérikan Alas tidur bersih '94;29%
B cent - - 2,86% 85,7% e 5’71% L
2,86% | 571% | - - 857%:
Lagsgv st o 8,57%"

_ o : Tabel 3.2.3.6.3 - ' .
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas I

NO ITEM L ——
“JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
1 | Diberikan Alas tidur bersih 100% 74,29% 25,71%
|Diberikan'seprai: i o |ss7% | 2857% | - 11,43%

3 | Diberikan selimut 8,57% 25,71% 8,57%
| Dibgtikan bantal . 48,57% | -54,29% | . 14,29%

. Sama halnya dengan di Lapas, Rutan juga mengalami kondisi yang sama. Narapidana hanya
diberikan alas tidur yang bersih untuk keperluan tidur mereka. Bahkan di Palembang, banyak juga
narapidana yang mengaku alas tidur pun tidak diberikan oleh pihak Lapas. Selain alas tidur, perlengkapan

SRR S e

i tidur lainnya seperti bantal, seprai dan selimut juga dapat dikatakan tidak diberikan.

lah, Tabel 3.2.3.6.4
wab Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Rutan Klas II
nua | ‘ UPT
s NO ITEM e———
‘ara< | ~ “/YOGYAKARTA
ipat 1 | Diberikan Alas tidur bersih 94,29%

F 22| Diberikan seprai ;" T L e 0% o
andi. : 3 Diberikan selimut 0%
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UPT

YOGYAKARTA BANTUL
4 Diberikan bantal 20% 28,57%

NO ITEM

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas khusus anak sebagaimana digambarkaﬂl
pada Tabel 3.2.3.6.5 menunjukkan bahwa alas tidur yang bersih masih belum cukup diberikan secarg
merata bagi anak di Lapas Anak Klas IIA Blitar dan Lapas Anak Klas ITA Palembang. Ketiadaap alag
tidur ini tentunya sejalan dengan tidak adanya pula seprai yang diberikan bagi mereka. Sedangkay
selimut dan bantal, hampir seluruh responden di Lapas Anak menyatakan bahwa pihak Lapasg tidak

menyediakan bantal dan selimut untuk mereka kecuali di Lapas Anak Klas IIA Tangerang yang masih’
memberikan bantal.

Tabel 3.2.3.6.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Anak

NO ITEM —
TANGERANG| BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT

1 | Diberikan Alas tidur bersih 91,43% 40% 48,57% 77,14%

2 [oberikansepral | sasw | taa%| 2o | 9710

a C2571% | . o%|  28% | | 85w

S e T e LT YTV SN T e 8,57% .

Lapas Wanita Klas ITA Malang kembali dapat dikatakan sudah cukup baik kualitas layanannya
terkait tempat tidur narapidana. Namun hal ini tidak diikuti oleh Lapas Wanita Klas ITA Palembang E
yang sangat minim penyediaan peralatan tidurnya bahkan termasuk untuk alas tidur pun mendapat =
presentase yang sangat rendah. Untuk alas tidur ini, Lapas Wanita Klas ITA Tangerang dan Rutan Klas
I Jakarta Timur juga dapat dikatakan sudah cukup memberikan pelayanan dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari presentase pemberian alas tidur yang lebih dari 85% di kedua UPT tersebut.

Sk i

)

il o e S A3

Tabel 3.2.3.6.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Tempat Tidur Antar Lapas Khusus Wanita

G ik o

NO ITEM -l

TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR
1 | Diberikan Alas tidur bersih 97,14% 100% 12,14% 88,57%
2 |Diberikan seprai - =.28,6%. 100% | 643% |  11,43% |
3 [Diberikan selimut | 0% 100% 6,43% 571% |
A fDlecken bantal. . 3% [eran | e T e

7) Makanan

Beberapa item dalam domain makanan yang menjadi fokus perhatian adalah terkait penyajian
makanan yang dilakukan tepat waktu, sebanyak tiga kali dalam satu hari, serta kelayakan kualitas
nasi, sayur, dan lauk pauk yang diukur melalui selera responden (yang dipilih secara acak, serta
penyediaan buah. Hal ini menjadi hak bagi narapidana ataupun tahanan, sesuai dengan yang tercantum .
dalam Kepmen Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
di bagian Perawatan Narapidana dan anak Didik.3! Untuk item penyajian nasi, sayur, dan lauk yang ‘

31 1) Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku. :
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. dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf d,32
12 enyajian menu yang bervariasi dan penyediaan buah diatur dalam Peraturan Menteri
n:{l;{ak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang
Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan
1imah Tahanan Negara bagian Standar Menw/Master,® dan bagian Standar Menu/Master angka

ika dibandingkan dengan layanan yang lain, makanan termasuk salah satu tugas dan fungsi
ﬁg*lgebljaka“ mengenal pen’gaturannya cykup baik dan rinci. Hal 1n11a.h yang mungkin me.nyebabkan
ase layanan pemberian makan di Lapas dan Rutan dapat dikatakan cukup baik. Namun
n, di Lapas Klas I, khususnya Lapas Klas I Cipinang dan Lapas Klas I Palembang, penyediaan
asih belum berjalan dengan maksimal.

Tabel 3.2.3.7.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas I

UPT

ryangdisajikan layal 188,57% F
Lamuk yang disajikan layak 82,86% | 6571% | = 92,14%
ajikan bervariasi 80% | 9420% | 97,86%
Penyediaan buah 77,18% 85,71% '53,57%

Klas IIA Jakarta Pusat yaitu terkait dengan sayur dan lauk pauk yang kurang enak dan kurang layak
dimakan.

Tabel 3.2.3.7.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Klas II
UPT
NO - ITEM ——
1 | Tersedia peralatan makan layak 62,86% 82,86% 97,14%

94;29% .
100%
100%::-

ia peralatan minum'layak

3 | Makanan disajikan tepat waktu
Makanan disediakan 3 kali sehari
Nasi yang disajikan layak

L ’ 94,29%
\yajian Sayuryang disajikan layak 5714% o | Es 7%
ualitas v 7 | Lauk pauk yang disajikan layak 54,29% 80%
, serta 1
;antum v
thanan 22 Narapidana berhak: mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

d Mgnu (Standar Menu atau master menu yaitu susunan menu yang digunakan untuk penyelenggaraan makanan dengan waktu cukup panjang

k yagg antara 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari sampai 10 (sepuluh} hari).

% Hidangan yang terdiri dari buah-buahan, hidangan ini berfungsi sebagai penghitang rasa yang kurang sedap sehabis makan sehingga diberi
Nama pencuci mulut. v
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ITEM ——
; : ANG | TANGERAINY IRABAYA 1| PALEMBANG
Tersedia peralatan makan layak 100% 81,43%
o inkTayak: i oo | soge%: | 83,57%
Makanan disajikan tepat waktu 100%_ 97,14% | 9571%
Ranakallsehar | Coraan " aoo% | oovae | sReK |
Nasi yang disajikan layak s .. 8571% .| . 85.,71%, b - 92,86%

% |

Untuk Lapas Klas iI, masalah penyediaan makah yang perlu mendapat perhatian ada di Lapas



UPT
NO ITEM
JAKARTA PUSAT YOGYAKARTA |
Menu yang dlsajlkan bervarla5| 94 29% 94,29% i
9 Penyedlaan buah 77 14% 97,14% |

Di Rutan Klas I, nasi yang kurang layak dimakan karena keras dan kuning ditemukan dj Rutaj
Klas I Jakarta Pusat sedangkan di Rutan Klas I Palembang, masalah penyediaan makan ini mag;
perlu mendapat perhatian terutama untuk sayur, lauk, variasi menu dan penyediaan buah. Lain halnyy
dengan kedua Rutan tersebut, Rutan Klas I Tangerang dan Rutan Klas I Surabaya justru menunjukkm
capaian yang cukup baik dalam hal penyediaan makan. "

Tabel 3.2.3.7.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas I

NO ITEM o
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA
il Tersedla peralatan makan layak 60% 91,43% 100%

2' Tersedla peralatan mlnum layak BN 60% 94,29% 100% k

‘ 3 Makanan dlsajlkan tepat waktu 4 | 91 43% v 97, ‘171‘1% 97,14%
t{ﬁ Makanan dlsedlakan 3 kali seharrl 94,29% : '97 14% ' -'797,-14%

5 Nasi yang dlsajlkan layak g 51 43%/ 7 97 14% . 9‘1,42;%‘ 71 43% -
6$ Sayur yang d1>ajrkan Iayak : v ' 71,43% | 91,43% 91,43% 54, 29% 1] :

‘ 7 Lauk pauk yang disajikan Iayak o :65{,71% ’ 9‘1,43%7 " 91,43% 45,71% | ',[Cfi
8 |Menuyang disajikan befvarlaSt ‘ 97,14% .97,14% 97,14% 42'86,%?.,_; me
9 | Penyediaan buah _ 80% | 97,14% 77,14% 54,29% et

: | | : -
Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas ITA Yogyakarta dan Rutan Klas f;
[IB Bantul menunjukkan bahwa tidak ditemukan masalah dalam hal penyediaan makan. Hanya saja .
peralatan makan dan minum di Rutan Klas ITA Yogyakarta masih perlu ditingkatkan begitu juga V N
dengan lauk pauk yang disajikan di Rutan Klas IIB Bantul.
. S E
Tabel 3.2.3.7.4 s
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Rutan Klas 11 [~
UPT o
NO ITEM I
YOGYAKARTA BANTUL :
1 | Tersedia peralatan makan layak 71,43% 88,57% :(
v2 v Tersedla peralatan mlnum Iayak o = 68,7577% 91,43%‘ o
ﬂ3 ] Makanan dlsajlkan tepat waktu ' 1 9714% 7 ” ]00%‘ __v
4 . _f\‘lluakanan dlsedlakan 3 kall seharflr S : iOb% 100% ' . |
i 5 NaS| yang dlsajlkan Iayak L 88, 57% 85 71%’ 7 ]
6 Sayur yang dlsankan Iayak e 80% : k 82,86% 7
g ~‘Eéu—k'géuk yang dlsajnkan Iéyak ] Cs0% | 80%
Mﬂgw *I“\;Ime‘;uwyang dlsajlnkanr bervanasx B s L 80% w94,29% : | -
" 9 Penyedlaan buah I ;85 71% B 100%
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Lapas khusus anak dan Lapas dengan penghuni anak, kualitas layanan yang belum cukup
ditemukan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat. Sama halnya dengan penghuni dewasa di sana,
anak juga menyatakan bahwa nasi, sayur dan lauk yang disajikan disana masih kurang layak.
= 4i Lapas Anak Klas IIA Palembang, kekurangan masih terjadi dalam hal frekuensi makan

sesuai standar, kelayakan lauk pauk dan penyediaan buah.

Tabel 3.2.3.7.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Anak

UPT
Y TANGERANG] BLTAR | PALEMBANG |JAKARTA PUSAT
Tersedia peralatan makan layak 88,57% 91,43% 65,71% 22,86%
ersedia. num layak | .91,43% (97,14% | 62,86% " | 4571%
anan disajikan tepat waktu 100% 80% 94,29%
Kan 3 kali sehari - | 00% | 457196 | 100%
91,43% 74,29% 28,57%
B 77aa% o 8ST%
82,86%
Penyediaa_n_buah .

‘ ‘Dari keempat Lapas Wanita yang menjadi objek pemantauan, hainpir selurutinya mendapatkan

paian yang baik terkait dengan penyediaan makan. Capaian yang cukup 'rend_éh diperoleh oleh Rutan
s TIA Jakarta Timur khususnya dalam hal kualitas nasi, sayur dan lauk yang disajikan. Hal ini’

engindikasikan bahwa nasi, sayur dan lauk yang dimasak kurang enak baik dari segi rasa maupun

kematangannya.

' » : Tabel 3.2.3.7.6 o
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Makanan Antar Lapas Khusus Wanita

UPT
PALEVEANG | JAKARTA TIVIUR

Tersedia peralatan makan layak 82,86% 62,86%
Tersetia peralatan minuri layak . ! 0%
97,14%

Makanan disajikan tepat waktu

91,43%
40%
/51,53%

100% ]
97,14% 100%
yang disajikan | | 8B5T% | - 100%. | 94, |
Lauk pauk yang disajikan layak 88,57% 100% 97,14% 45,71%

U yang disajikan bervariasi: : | 00| 100%: 91,43%
Penyediaan buah 82,86% 94,29% 71,43%

N
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8) Air

Beberapa item pada domain air yang menjadi fokus perhatian adalah ketersediaan air bersiy
untuk MCK dan toilet, penampungan air dalam MCK, serta kondisi saluran air MCK lancar yang'f
diatur dalam Pasal 78 huruf g, 28 ayat (7)% dan pasal 28 ayat (2),’7 Kepmen 2003 Tentang Poly
Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakaatan. Pada item ketersediaan air bersih saat menstrygg;
dan ketersediaan air bersih bagi yang terlibat dalam kegiatan memasak diatur dalam The Bangkog
Rules, untuk item tersedia air minum setiap saat diatur pada Pasal 20 Ayat (2) SMR.3% Untuk item
air minum layak diminum diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syary
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hasil Survei dari pemenuhan kebutuhgy,
air adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.8.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas |

35 Instalasi air:

1) Direncanakan dengan asumsi tiap orang akan mengkonsumsi sebanyak 150 liter/hari.

2) Pemasangan instalasi dibuat sedemikian rupa sehingga mampu melayani kebutuhan air pada ruang-ruang kantor.
36 Pada setiap blok didukung bak penampung air (reservoir) bawah dan bak penampung air (reservoir) atas dengan didukung alat bantu pompa 2

listrik. +

37 Pengolahan air limbah (septic tank), dibangun dengan ketentuan:

a. Volume septic tank diperhitungkan dengan asumsi tiap orang memproduksi limbah sebanyak 20 liter/hari.

b. Penempatan septic tank pada lahan antara dinding belakang blok dengan pagar keliling dalam. 4
38 (Air minum hendaknya selalu tersedia bagi setiap orang terpenjara, yang sewaktu-waktu membutuhkannya).

39 "Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi |
syarat kesehatan". |

NO ITEM sl
CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA PALEIMIBAN( 3
1 | Air bersih untuk MCK dan toilet 95,71% 99,29% 94,29% QO‘T l
2 | Penampungan air dalam Mck | oazo% | or1a% - 8929% | gl
3 | Kondisisaluran air MCK lancar | 9a20% | 8857% | 100% | oes% | f
4 | Air minum tersedia setiapsaat | 100% | 8857% | 9420% | sssui] B
5| Airminum layak untuk diminum | 100% | 9143% | oae% | es7ix | "
Dibandingkan dengan domain lainnya yang menjadi indikator Survei Kualitas'Layanan k. i
Pemasyarakatan, akses terhadap air bersih termasuk aspek yang tidak memiliki masalah cukup berarti,
Dari 4 Lapas Klas I yang menjadi objek survei, seluruhnya mendapatkan capaian di atas 85% baik ]
untuk ketersediaan air bersih di MCK dan toilet maupun air bersih untuk minum.
Tabel 3.2.3.8.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Klas IT
UPT
NO ITEM
JAKARTA PUSAT YOGYAKARTA SLEMAN
1 Ajr~bersih untuk MCK dan toilet 90% 95,71% 99,29%
2 | Penampunganairdalammex | sraam | t00% | 1o0% 8
3 | Kondisisaluranair MCKlancar | sraam | 100% | ea09%
4| Air minum tersedia setiap saat Tabm. | asaim 97,14% |
5[ Airminumlayakuntuk diminum | g5 | e143m  97,14%
|
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1yang sama juga terjadi di Lapas Klas II. Dari ketiga Lapas yang menjadi objek survei,
ya tidak memiliki kendala terkait dengan fasilitas air bersih.

Tabel 3.2.3.8.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Rutan Klas I

ITEM

AAKARTA'PUSAT | G | SURABAYA | PALEMBANG

Air "Air bersih untuk MCK dan toilet 78,57% 85% 60,71%
3l 190,71% | | 100% | 80%
Kondls: saluran air MCK lancar 80% 89,29%
ersedla ‘setiap: saa": 71,43% 82,86%
Air minum layak untuk diminum 82,86% 94,29%

Untuk Rutan Klas I, hanya Rutan Klas I Palembang yang memiliki kualitas air tidak terlalu baik.
a1 ini dapat disimpulkan dari hanya 57,14% responden yang menyatakan bahwa air minum di Rutan
4s I Palembang layak diminum. -

Tabel 3.2.3.8.4
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkalt Air Antar Rutan Klas 11 h

Ino | ',l.lTEM

Air. ber5|h untuk MCK dan t0||et

'Alr minum Iayak untuk dlmlnum

Rutan Klas IIA Yogyakarta dan Rutan Klas IIB Bantul juga tidak memiliki masalah terkait dengan
kualitas dan fasilitas air bersih yang disediakan pihak Rutan. Air bersih untuk kebutuhan MCK dan
air minum tersedia cukup baik. Selain itu fasilitas penampungan air bersih juga cukup memadai dan
frekuensi ketersediaan air minum dapat mencukupi kebutuhan narapidana.

Tabel 3.2.3.8.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Anak

NO ITEM ——— S—
JANGERANG |/ BL
1 | Air bersih untuk MCK dan toilet 91,43%
727 Penamptingan airdalam MCK, | " s2,86% | 100%| 8
3 | Kondisi saluran air MCK lancar 88,57% 97,14% 91,43%

minum tersedia setiap saat”

~ww | oo es7in

5 Alr minum layak untuk diminum 88,57% 82,86% 62,86%

Di Lapas khusus anak, hanya Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang berdasarkan hasil survei masih
kurang maksimal dalam hal layanan penyediaan air bersih. Sedangkan Lapas Anak Klas IIA Tangerang,
Lapas Anak Klas ITA Blitar, Lapas Anak Klas ITA Palembang sudah cukup baik kualitas pelayanannya.
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Tabel 3.2.3.8.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Air Antar Lapas Khusus Wanita

NO ITEM —
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG
1 | Air bersih untuk MCK dan toilet 84,29% 92,86% 81,43%
2 [PenampunganairdalamMCK | assrw | 97.14% | 9Las%
3 |Airbersih lebih saat menstruasi | 68,57% | 100% | 77.14% | e
4 | Air bersih bagi yang memasak 6857% | 1420% | ass57% |
5 |Kondisisaluranair MCK lancar | 54000 | 85,71% | 96.43% 2571%
6 |Airminum tersediasetiapsaat | s1a3% | 100% | 9a20% | 7143%
7| Aic minum layak untuk diminum | as57% | 100% | 100% |

Sedikit berbeda dengan Lapas Anak dan Lapas/Rutan Pria Dewasa, Lapas Khusus Wanita
khususnya Lapas Wanita Klas ITA Tangerang dan Rutan Klas 1A Jakarta Timur masih memilikj

masalah dalam hal ketersediaan air minum yang layak. Khusus di Lapas Wanita Klas ITA Tangerang,
fasilitas penampungan air dan kondisi saluran air juga kurang baik karena kotor dan mampet.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di Lapas Wanita adalah memasak. Oleh karena ity
air yang dibutuhakn oleh narapidana wanita seringkali lebih banyak dibandingkan kebutuhan kategori
penghuni lainnya. Namun demikian berdasaikan hasil Survei, air bersih untuk keperluan memasak
memang sangat dibatasi aksesnya. Hal ini karena memasak memang tidak diperbolehkan dilakukan

di Laps. 1
#
- *
9) Olahraga - ‘ fr ‘ |

Terkait dengan domain olahraga beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah pada item

pelaksanaan kegiatan olahraga yang diawasi oleh petugas dan ketersediaan instruktur olahraga diatur
dalam Bab VII Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-Pk.04.10 Tahun
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia huruf v‘ i
C Bagian bentuk pembinaan khusus penyuluhan jasmani poin 440 dan 3.4! Pada item ketersediaan g

ruang khusus olahraga yang dilengkapi fasilitas diatur dalam pasal 44* Keputusan Menteri Kehakiman
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan
Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Pada item ketersediaan lapangan olahraga yang dilengkapi

dengan fasilitas penunjang serta sarana penunjangnya yang diatur dalam Pasal 21 SMR*? tentang

olahraga. Pada item diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan IIJ
Narapidana/Tahanan di bagian Pembinaan Tahanan huruf C tentang bentuk pembinaan. Penyediaan 1:
waktu olahraga dalam satu sesi diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a PP Nomor 32/1999 Syarat dan b
Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.#4 Hasil Survei dari domain olahraga adalah sebagai berikut: P

a

40 4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain, dilaksanakan di dalam
Rutan/Cabrutan dan dalam pengawasan petugas. B

41 3) Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

42 Ruang Rekreasi/Olahraga (Aula) adalah ruang serba guna yang terdiri dari tempat pembinaan, penyuluhan, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

43 1. Setiap orang terpenjara yang tidak dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan luar tembok, hendaknya memperoleh kesempatan untuk gerak 2
badan secukupnya di udara terbuka, setidak-tidaknya selama sejam sehari, kalau cuaca mengizinkan. 2. Anak-anak terpenjara dan lain-lainnya yang -
umur dan jasmaninya memungkinkan, hendaknya menerima latihan jasmani dan permainan selama jam gerak badan tersebut. Untuk keperluan ini
hendaknya disediakan lapangan, alat-alat dan perlengkapan. ”

44 Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa: a. pemberian kesempatan melakukan olahraga
dan rekreasi.
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Tabel 3.2.3.9.1

B‘el' P erbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas I
2

UPT

ANG | ‘| PALEMBANG)
65,71% 93,57%

80% |- 90,71%

80,71%
5.7 5,71% 6. | msiazn
87,14% 80% 68,57% 70,71%
Seaw | aapon | argan | ssoi%
95,71% 87,86% 83,57% 80%

dilihat dari tabel 3.2.3.9.1 dan 3.2.3.9.2, Lapas Klas I dan Lapas Klas IT memiliki masalah
ma terkait dengan ketersediaan instruktur olahraga. Akibatnya, kedua UPT ini seringkali
anfaatkan petugas untuk merangkap menjadi insruktur olahraga maupun narapidana yang memiliki
jan pada bidang olahraga tertentu.

_ . ; __ Tabel 3.2.3.9.2 - ' i
- Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Klas IT

UPT

'KEBUTUHAN OLAHRAGA

97,14%
hengawasi kegiatan olahrag: 43 100%

Ruang khusus olahraga dengan fasilitas T 72,14%. . 44,29% . 4571%
‘ i e T
- 67,14% : 67,86% o

- 77,14%
71,43%

Kegiatan olahraga sesuai jadwal -

Glahraga dan fasiitas penunjang -

Ketersediaan alat penunjang olahraga

owo2m8e% | 36,43%

| sediaan instruktur olahraga” /o 1o D0 50% -
= 7 | Waktu untuk olahraga 87,14% 75% 71,43%

Di antara 4 Rutan Klas I, Rutan Klas I Palembang adalah UPT yang kualitas layanan olahraganya
paling tidak memadai. Hal ini dapat terlihat presentase masing-masing item yang tergolong rendah.
Ini mengindikasikan bahwa tidak ada kegiatan olahraga yang sesuai jadwal, ruangan khusus dan
lapangan untuk berolahraga, alat penunjang olahraga, instruktur olahraga bahkan waktu untuk
berolahraga juga tidak ada. Ruangan khusus untuk olahraga juga tidak tersedia di Rutan Klas I Jakarta
Pusat dan Rutan Klas I Tangerang karena ruang yang biasa dipakai berolahraga sebenarnya merupakan
aula.

: Tabel 3.2.3.9.3
lalam Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas I
£ UPT ,
—— NO KEBUTUHAN OLAHRAGA —
ok & RA ABAYA'| PALEMBANG
rang T 1 | Kegiatan olahraga sesuai jadwal 97,14% 100% 8,57%
nini B R I e O R - FAPRAEE e e RERIATrD "
tugas méngawasi kegiatan olahraga 794,29% )1 97,14% ¢ .0 28,57%
¢ Ruang khusus olahraga dengan fasilitas 43,57% 55,71% 80% 25,71%
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UPT
NO KEBUTUHAN OLAHRAGA : ;
JAKARTA PUSAT TANGERANG | SURABAYA

4 Lapangan olahraga dan fasilitas

; 87,14% 89,29% 88,57%
penunjang
5 | Ketersediaan alat Penunjang olahraga 61,43% 65% 75%
il .K‘?f?ff??'7?.?2.‘2.5}fﬂ'ft959.'3*7??’%3,....M‘_m —32134% | 5143% | 4420%
7 | Waktu untuk olahraga 77,86% 71,43% 87,86%

Tabel 3.2.3.9.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Rutan Klas I1

NO KEBUTUHAN OLAHRAGA =
YOGYAKARTA BANTUL
1 | Kegiatan olahraga sesuai jadwal 48,57% 100%
2 #éf&géé'rﬁehgawasi"kégaéis};"aléh}a'gé E e s 5 g
3| Ruang khusus olahraga dengan fasilitas | 67145 | s3srn
“4 | Lapanzanoianrega dan fasilitas penunjang | 87.14% | i
5| Ketersediaan alat penunjang olahraga | 67129 | 6643%
6 | Ketersedizan instraker sl o [T W% b ke
7| Waktu untuk olahraga | A  sgs7e | o ST
- - ur
Di Rutan Kl-as IIB Bantul, ketiadaan ruangan khusus olahraga, instruktur dan wakty untuk 5 e
berolahraga masih menjadi masalah yang dihadapi tahanan sampai dengan saat inj. Sedangkan dj { : ) 113:
Rutan klas [1A Yogyakarta, tidak ada jadwal baku yang ditetapkan untuk tahanan berolahraga serta » pa:
Rutan juga tidak menyediakan instruktur olahraga. ite
= 3 me
Tabel 3.2.3.9.5 - E ma
Tabel Perbandingzjm Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Anak : o
uPT & 19¢
KEBUTUHAN OLAHRAGA -
TANGERANG | BLITAR PALEMBANG | JAKARTA PUSAT pen
1 | Pemberian kesempatan untuk berolahraga 100% 97,14% 100% 100% ‘
2 | Kegiatan olahraga sesuai jadwal | L BT T 94,29% - |
3 | Petugas mengawasi kegiatan olahraga | 100% | orazx | 91,43% | sgsry |
4 | Ruang khusus olahraga dengan fasilitss | 34509 | 7a00% | 1709% | csen] & —
5 [Lapangan BISEF;;;ZJJ{{'ff‘é‘;{_i}ta's' penunjang [ 100% | 100 97,14% | ~100% | ol
e e S [ v sk | ::
7 | Ketersediaan instruktur olahraga 62,86% 54,29% 50% 48,57% » e
8 | Waktuuntuk olahraga T T B TRER Y e e e 80% | il
49
Pembinaan kesehatan Jasmani dengan berolahraga merupakan salah satu kegiatan penting bagi
anak karena mereka sedang berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Namun sayangnya, %
di Lapas Anak cukup banyak ditemukan masalah terkait pelaksanaan kegiatan olahraga bagi anak. Di
Lapas Anak Klas ITA Tangerang, masalah yang terjadi adalah tidak adanya ruang khusus olahraga | : 5
sedangkan di Lapas Anak Klas ITA Blitar tidak disediakan waktu dan instruktur olahraga. Lapas Anak —
Klas ITA Palembang juga masih memiliki masalah ruangan dan ketersediaan instruktur olahraga. Begitu . 52
Juga halnya dengan Lapas Klas [TA Jakarta Pusat. | ngie
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apas Khusus Wanita, permasalahan yang terjadi juga tidak jauh berbeda yaitu terkait dengan
antuk melakukan olahraga serta keberadaan instruktur olahraga.

Tabel 3.2.3.9.6
Tabel perbandingan Indeks Item Terkait Olahraga Antar Lapas Khusus Wanita

UpPT

Kegiatan olahraga sesuai jadwal
kegiatan olahraga:

Waktu untuk olahraga 76,43%

“10) Kesehatan

‘Pada ini beberapa item yang menjadi perhatian khusus adalah terkait ketersediaan pelayanan
Kkisehatan oleh dokter atau tenaga medis dan pemeriksaan kesehatan rutin yang diatur dalam pasal

45 dan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat-dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP,
phtuk item akses narapidana/tahanan-pada informasi pelayanan Kesehatan gigi oleh dokter gigi, akses
pada informasi palayanan kesehatan ‘kej'iwa__an, diatur dalam Pasal 22 ayat (3) SMR# tentang perawatan
edis; Pasal 62 SMR* tentang petunjuk pelaksanaan peraturan yang berlaku untuk kategori khusus.
1da item informasi frekuensi pelayanan kesehatan oleh dokter, dokter gigi dan perawat diatur dalam
pasal 144 dan 155 PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, untuk
item pelaksanaan kontrol kesehatan keliling yang dilakukan oleh tenaga medis, serta ketersediaan
riekanisme pencegahan penyakit menular dan berisiko tinggi yang dilakukan oleh pihak Lapas -
- ‘maupun Rutan diatur dalam pasal 26 Ayat (1) SMR53! tentang perawatén medis dan item mekanisme
pencegahan penyakit menular berisiko tinggi diatur dalam Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Penempatan.5? Hasil Survei dari
pemenuhan kesehatan adalah sebagai berikut:

. ‘_5 "(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap LAPAS disediakan
polikdinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

4 (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
4T Pelayanan dari seorang dokter gigi hendaknya sefalu tersedia bagi setiap orang terpenjara.

48 pelayanan medis lembaga pemasyarakatan akan mencoba mendeteksi dan akan merawat penyakit fisik atau jiwa atau kerusakan apapun yang

m}ixnagki'? akan menghalangi rehabilitasi narapidana. Semua layanan-layanan medis, pembedahan dan psikiatri yang diperlukan akan diberikan untuk
nitu.

49 Pasal 14: ,
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. :
(2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga
kesehatan lainnya.
50 Pasal 15:
(1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. .
{2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.
—1ak 51 Dokter hendaknya mempunyai tugas mengawal kesehatan jasmani dan rohani dari orang-orang terpenjara dan hendaknya setiap hari mengunjungi
. ] semua orang terpenjara yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang terpenjara yang mendapat perhatian khusus.

52 Narapid.ana yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya, demikian juga terhadap Narapidana
Yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus untuk keperluan tersebut (Register G).

agi

ya,
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Tabel 3.2.3.10.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas I

1w
UPT
NO ITEM
CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA
1 | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis 89,29% 92,14% 88,57%
2 Egrrnueriksaarn'lfesﬂehatan rutin ey 6643% | 559  35% &
3 Igr;;)rmasu pelayanan kesehatan gigi oleh dokter 91,43% 80% 77.14%
4 Inform‘arsi> pgla_yanan"kesehatan kejiwaan o a0% | 45,71% 34,29% 22(4%\ 2
Info frekuensi pelayanan dokter 62,86% 68,57% 51 439 67,14%N i
Mengetahui informasi frekuensi pelayanan oleh | . : ’ By
6 dokter gigi 57,14% 57,14% 48,57% 34,29% i
- :;/Ligizttahw informasi pelayanan kesehatan oleh 68,57% 62,86% o 74.29% i
8 | Kontrol ke»sghatan keliling blok oleh t‘en’a’g'f'ammedis 48,57% 48,57% 17,14% Q,B%L i
9 t!\)/g.::;a:;(;s;?negpg)?ncegahan penyakit menular dan 78.57% 82,14% 759 62,14%
Hak kesehatan adalah salah satu hak narapidana yang tidak dapat dikurangi. Namun demikian, §
kondisi yang terjadi di Lapas justru sebaliknya. Di antara seluruh domain yang menjadi indikator E |

survei, aspek kesehatan justru bagian yang menunjukkan banyak terjadi masalah dan kualitasnya
kurang baik. Ini dapat dilihat dari nilai presentase yang ditunjukkan oleh masing-masing tabel
perbandingan. ' '

Pada Tabel 3.2.3.10.1 yang membandingkan pemenuhan hak kesehatan dapat dilihat bahwa
seluruh Lapas Klas I mendapatkan presentase yang kurang baik. Indikator buruknya pelayanan kesehatan
di Lapas Klas I dapat dilihat dari minimnya pemeriksaan kesehatan rutin. Tidak adanya pelayanan
kesehatan kejiwaan, tidak adanya kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksan apakah ada
penghuni yang sakit maupun informasi.tentang pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2.3.10.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Klas I1

NO ITEM i
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN
1 | Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medis 89,29% 970,71% 98,57%ﬂ
2 FPhmiarksasnRasehatanalin. . o 83,57% 15,71% | 12,86%
3 » I‘hfo/rfnasi pelay;nan kesehataﬁ gigi oleh d’okter gigi ' 88,57% 94;29% ' 74,29%‘;
4 infbrmasi pela‘ryar’)én kesehataﬁ;kejiv‘v‘aah T +J"% 37;14% 45,71%7 }
5 | Info frekuensi péléyanan dol;ter - o 7 62,'867%» z185“ 85,71%‘
: 6 VM‘e;nvgetahui mforma5| frék;é}isi pela\-/an‘an 67I:érh dokter gngl S 6(5% ey 4571% 65,71%
A77 ”M”éﬁgnetahui ir;fc;i:rhasi belayanan kesehataﬁz)\lvéh\perawlarzrtm | J | ;4,29“ '27«1#6
8| Kontrol kesehatan keliling blok oleh tenaga medis | s357% | 57.4% | 1143% ;
~9- AMFe-:k;"ar’\isrméhpe'ﬁ(V:ééaHan ;.)enhyakr;t‘menﬁl-aifd‘ar;{ béri-siko tlngg| o 84,29% ] 70,71% e 75% |

Sama halnya dengan Lapas Klas I, Lapas Klas II Juga mengalami kondisi yang sama. Lapas Klas
IIA Jakarta Pusat, Lapas Klas I1A Yogyakarta dan Lapas Klas ITA Sleman sampai saat ini masih terbelit
dengan masalah minimnya pemeriksaan kesehatan rutin, Tidak adanya pelayanan kesehatan kejiwaan,
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2 kontrol keliling dari tenaga medis untuk memeriksan apakah ada penghuni yang sakit
e n¥01’ma51 tentang pelayanan kesehatan.

Tabel 3.2.3.10.3

UPT
ITEM ——— - S .
: ‘JAKARTA PUSAT:| TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
/
yanan kesehatan oleh dokter/tenaga 89,29% 79,29% 87,14% 82,86%

22,86% . | - 45% | 32,14% | 42,86%. .
74,29% 21,43% 45,71% 25,71%

2857% | a0% |2571% | 14,29%
62,86% 71,43% 34,29% 45,71%

coeo% | 2286% | 2288% 0 | 1409%

34,29% 31,43% 34,25%

313a%° | 2857% | 62,86%

Mekanisme pencegahan penyaklt menular
 dan berIS|ko tinggi-

0 39,20% | 3634% | 32.86%

Buruknya pelayanan kesehatan d1 Lapas justru semakin mempnhatmkan ketlka mehhat pelayanan ,
esehatan di Rutan. Di Rutan Klas I, layanan yang cukup baik hanya terkait dengan keberadaan dokter
umum maupun tenaga medis lainnya. Namun sayangnya kegiatan yang seharusnya dilakukan tenaga
medis seperti pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberlkan informasi pencegahan
ntang penyakit menular tidak maksimal diberikan.

Tabel 3.2.3.10.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Rutan Klas II
UPT

NO ITEM TR srs T Tran) R Srs
:YOGYAKARTA |:“BANTUL:

1 Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga medls 86,53% 86,43%
w20l ;tenksaan kesehatan rutin’ i o1na3% [ 20,71%

3 InformaSI pelayanan kesehatan gigi oleh dokter glgl 8,57% 22,86%
:formam pelayanan’ kesehatan kejiwaan - onc o Sl 0% | 017,14%

5 | Info frekuensi pelayanan dokter 7 37 14% 51,43%

ahuinformas frekuensi pelayanan oleh doktergigi |- 286% — | 1143%
7 | Tahu informasi pelayanan oleh perawat 31,43% 37,14%

8% Kontrol kesehatan keliling oleh’ tenagd medis e ) 2571% e 20%
9 | Mekanisme pencegahan penyakit menular dan bernsuko tinggi 51,43% 67,86%

e PR TR Ea EE

ittt £

Kondisi di Rutan Klas II juga tidak jauh berbeda, adanya dokter dan klinik di Rutan ternyata
tidak dibarengi dengan adanya pemeriksaan kesehatan rutin, kontro! keliling, pemberian informasi
mengenai pencegahan penyakit menular maupun informasi pelayanan kesehatan.
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Buruknya pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan pria dewasa ternyata dialami pula oleh gy
yang berada di Lapas Anak. Walaupun pelayanan kesehatan sangat penting dalam menunjang
kembang anak tetapi ternyata keberadaan dokter disana Jjuga tidak memiliki dampak yang
terhadap baiknya kualitas layanan kesehatan bagi anak. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, ap :
kualitas SDM dokter maupun tenaga medis yang ditempatkan di Lapas maupun Rutan yang
ditinjau ulang atau justru pedoman dan standar pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan yang tidak terg

Tabel 3.2.3.10.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khusus Anak

UPT
NO ITEM
TANGERANG| BLITAR | PALEMBANG
1 Pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga 100% 88,57% 80%
medis
2 | Pemeriksaan kesehatan rutin 71,43% 45,71% 65,71%
Informasi pelayanan kesehatan gigi oleh o R . .
1 dokter gigl 82,86% (48,57% | 37,14% 74,29%
-4 }Informasi pelayanarikesehatan kefiwaan - | ~48.57%  |sa,20% 22,86% . 37,14%
Informasi pelayanan anak korban kekerasan 71,43% 65,71% 57,14% 37,14%
Infromasi mengenai pelayanan kesehatan
6 Mt 5 : ey 54,29% - 40% 17,14% 28,57%
"7 Ihfo frékuéﬁéi rpélayén’én dokfer'_ 2 51,43% - "_73,4,29% i 4?,86% . 65;7;1%~
Tahu informasi frekuensi pelayanan oleh . e ) . ,o,
& dokter gigi 7 37,;4% 31,43% 17,14% 42,86%
9 | Tahu informasi pelayanan oleh perawat 45,71% 37,14% 51,43% 45,71%
10 | Kontrol kesehatan keliling oleh tenaga medis 82,86% 22,86% 57,14% 25,71%
11 Mekanisme pencegahan penyakit menular . i i )
dan berisiko tinggi

Jika dibandingkan dengan pria dewasa dan anak-anak. Lapas khusus wanita memiliki beberapa
indikator tambahan. Hal ini karena wanita memiliki kebutuhan khusus yang terkait dengan kesehatan
reproduksi. Namun demikian, minimnya pelayanan kesehatan tetap saja terjadi juga di Lapas khusus
wanita. Pemeriksaan kesehatan rutin, kontrol keliling maupun memberikan informasi pencegahan
tentang penyakit menular tidak pernah diberikan. Begitu juga dengan penanganan terhadap wanita
yang mengalami tekanan maupun kekerasan seksual masih belum menjadi perhatian dari pihak
Lapas/Rutan khusus wanita maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 3.2.3.10.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kesehatan Antar Lapas Khsusus Wanita

UPT
NO ITEM S
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR
1 Pela\(anan kesehatan oleh dokter/tenaga 86,43% 88,57% 87,14%
medis
2 | Pemeriksaan kesehatan rutin 46,43% 54,29% 33,57%
3 Informa§| pelayanan kesehatan gigi oleh 88,57% 37,14% 65,71%
dokter gigi
4 | Informasi pelayanan kesehatan kejiwaan 28,57% 22,86% 42,86%
5 Pendampingan petugas terhadap tahanan 51,43% 60% 42,86%
yang stress
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UPT -
TANGERANG:|| MALANG |PALEMBANG. JAKARTATIMUR:

e | 5714% | - o o% ol esman

31,43% 25,71% 51,43% 37,14%

857% | 2ss7% | 3786% L 8ST%

88, 57% 71,43% 74,29% 65,71%

| maen | s | omem | mam

85,7 1% 74,29% 85,71% 42,86%

| esmaw | svasw| osow | a2se%

Mekzr;irsi;r;sopfigcge;giahan penyaklt menular 81.43% 94.29% 50,71% J643%
an

11) Kekerasan

Pada domain kekerasan semua 1tem yang tercantum dalam tabel perbandmgan d1atur dalam

’ T Tabel 3.2.3.11.1
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Klas I

' UPT
' .| CIPINANG | TANGERANG: SURABAYA | PALEMBANG.
Tldak pernah dicemooh 77,14% -| 88,57% - 80% - 79,29%

T 60% |- 71,43%. | 74,29% | 66,43%
- 82,86% 94,29% 88,57% | 87,86%

atan e e : - e
. 77,14% | - 91,43% | 191,43% | 89,29% -
' Tidak ernahd t
5 jongkopk iminta untuk melakukan Iompat 80% 94,29% 91,43% 92,14%

Tidak pernah dimi i
7 pernah diminta berlari waktu yang lama . 80% 100% 92,86%

tanpa alasan

ninta berguling-guling tanpa

] Tidak pernah diminta N

— 9 alasanp inta untuk hormat bendera tanpa 82,86% 95% 100% 97,86%

IR

7 7 Tldak pernah dltampar 82,86% 88,57% 94,29% 77,14%

ol 112, Tidak pernah ditendang’. - | es% | ea29% | 9409% [ 190.71%: -
. 13 | Tidak pernah dipukul 85,71% 94,29% 94,29% 93,57%

+14 | Tidak pernah diinjak: - - T | s286% | co71a%: | v 100% | 9571%

_‘ : 53 Hukuman fisik, hukuman dengan cara menempatkan ke dalam sel yang gelap, dan semua hukuman yang kejam. Tidak manusiawi, merendahkan

martabat harus benar-benar dilarang untuk digunakan sebagai hukuman atas pefanggaran disiplin.
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UPT
NO ITEM
CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA
15 | Tidak pernah digantung dengan kepala dibawah 82,86% 100% 100%
16 | Tidak pernah dicambuk | 82,86% | 94,29% |  100%
17 Tidak pernah dinﬁasukkaﬁ bénda asing ke déﬁlarﬁ' ‘ 82;86% ’ 100% 97,14%
mulut
18 Tidak pernah didorong tanpa alasan 82,86% 94,29% 100%
19 | Tidak pernah disetrum | 82,86% | 91,43% | 94,29%
20 | Petugas tidék pernah hﬁenggunakan zat-zat kimia 82,86% 82,86% 100%
21 | dapat tidur dengan pdsisi berbaring o 791,43% 82,86% 100%
22 | Tidak pernah.diancam 477,'14% 94,29% 97,14%
23 ' Tidak pefnah diraba-raba 80% 100% 100%
: 24 :;?tikn?jmah dimihta memperlihatkan bagian 80% 100% 100%
25 Ti‘dak pernah diminta onani/masturbasi 82,86% 100% 100%
26 Tidak pernah dirﬁinta oral seks 82,86% 100% 100%
27 | Tidak pernah diborgol dengan maksud birahi | 82.86% 100% 97,14%
28 T‘idak. pernah d‘iikét até'u'divrantai dengan maksud ‘82,86% 100% M 97,14%
birahi ,
> . ar N\
Berdasarkan Tabel 3.2.3.11.1 dapat disimp'ulkan bahwa kekerasan masih saja terjadi di 'Lapasi ¥ s
Klas I Cipinang, Lapas Klas I Tangerang, Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang. Dj 8 b

“w

Lapas Klas I Cipinang, jenis kekerasan yang paling sering dilakukan adalah pembentakan oleh petugas,

Di Lapas Klas II, walaupun tidak ada satu Jenis kekerasan yang menonjol tetapi data menunjukkan = §
bahwa kekerasan masih tetap terjadi bahkan sampai ke jenis yang cukup ekstrim seperti disetrum dan  § )

kekerasan seksual.

Tabel 3.2.3.11.2 .
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Kias Ii
UPT 4
NO ITEM :
JAKARTA PUSAT| YOGYAKARTA | SLEMAN|
1 | Tidak pernah dicemooh 77,14% 74,29% 77,14%
2 | Tidak pernah dibentak : 60% 6571% | 65,71%
3 Tidak pérnah dipanggil‘ dengah kéta kasar . 68,57% | 85,71% 77,14‘;:
4 'Ti'dak pernah diminta krﬁelékubkan push‘up B 68,57% 74,29% 85;71;’};
5 Tidak pernah diminte; untuk melakukah Idrﬁpatjongkok 77,14% 94,29% 1oo%i
6 TNidak perhah diminfa untuk melakukan jalan jongkok 62,86% 74,29% . 82,86%‘
7 ! VTi<dak pernah dfminia berléri waktu ya-ng lamr.;tz;npa :alasén 7 74,29% B 88,57% 85,71%:
8 'Tidakr pernah dimihta bergulinrrg-gulling tanpa ’alééan” L 77,14% - 94,29% ' 94,29‘?:
9 | Tidak pernah diminta untuk hormat bendera tanpa alasan | 77.14% | 94,29% | 97,14%
10 | Tidak pernah diminta berdifi berjam'-jam tahba alasan ‘ 77,14% / 97,14% < 9‘7,14%“
11 |Tidekpernah ditampar | essrm | 7a20% 74,29% |
12 | Tidak pernah ditendang Y o iaw b oTteew |oand B
13 | Tidak pernah dipukal 71,43% | 7714% | 8’8,57%*7
14 | Tidak pernah diinjak ‘ | 7a20% | sest% | 971a%| L.
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UPT

ITEM JAKARTA PUSAT YOGYAKARTA SLEMANV'A
—gantung dengan fepaladibawah 74,29% 100% - 100%
Teambuk 6857%  94,29%  9429%
' wasukkan benda asing ke dalam mulut 7429%  100% 100%
orS:é tanpa alasan 74,29% - 85,71% 100%
mah ;;;{rum . 6571% 100%  85,71%
pernah menggunakan zat-zat k|m|a 74,29% 100% 97,14%
dur dengan p0515| berbaring 91,43% 100% 97,14%
¢ 77,14% 91,43% 97,14%
ok pernah dlrab': raba 77,14% 100% 100%
_ta memperllhatkan bagian tertentu 74,29% 100% 100%
dak pernahv dfrﬁ]n"t;'onam/masturbasu 74,29% 100% 100%
f"h d|m|nta oral seks 74,29% 100% 100%
12k pernah dlborgol dengan maksud birahi . 71,43% 100% - 100%
pernah ditkat atau dlrantal dengan maksud birahi 74,29% © 100% 100%

fituk Rutan Klas I juga tidak ditemukan satu jenis kekerasan tertentu yang cukup menonjol

‘hal itu sama sekall tidak mengindikasikan bahwa kultur Kekerasan terjadi karena walapun

gatkecil Jumlahnya tetapi tindak kekerasan masih kerap diterima narapidana dari petugas dalam.
a1 bentuk yang berbeda - S

o : Tabel323113 ‘
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas I :

. UPT
ITEM
; 7 JAKARTA PUSAT TANGERANG SURABAYA PALEMBANG
| Tidak pernah dicemooh v 97,14% . 99,29% 91,43% 94,29%
Tidak pernah dlbentak 85,71% 94,29% 82,86% 85,71%
i Tidak pernah dlpanggll dengan kata kasar _ 97,14% 100% 97,14% 97,14%
Tidak pernah d:mmta melakukan push up 100% 100% 94,29% 97,14%
Tidak ernah d t t ;
|0mpaf]0ngkoklmm a untuk melakukan : 100% 100% 94,29% 100%
Tidak pernah di t : ' |
{jatan J;’ngkok iminta untuk melakukan 91,43% 88,57% 97,14% 100%
Tidak pernah diminta berl : | : :
lama t‘;npa a,asan'“ a berlari waktu yang 100% 100% 100% 100%
e Tidak pernah diminta b : .
L iminta berguling-guling 100% . 100% 100% = 100%
?;H;T(Mérnah dlm t t ' .: o :
benderg tanpa alas ne o uk hormat g, 90,  ©  100% - 100% .  100%
' Tldak ernah diminta berdi -jam
tanpag|asan iminta berdiri berjam-jam 100% 100% 100% 100%
| Tidak pernah ditampar o onaa%  97,14% - 100% | 97,4%
oy S e T'dak pernah dntendang _ ' 94,29% ' 100% - 100% - 97,14%
w7l ,{i Tidak pernah dipukul L 100%  97,04%  97,04%  97,14%
— 14 | Tidak pernah diinjak 100% . 100%  97,04%  97,14%

B e

Realitas Penjara Indonesia | 79

i
§
[
g;
#
H




UPT
NO ITEM
JAKARTA PUSAT TANGERANG SURABAYA PALEMR
Tidak pernah digantung dengan kepala '
115 dibawah 100% 100% 100% 100%5;7
16 | Tidak pernah dicambuk 97,14% 100% 100% 100
Tidak pernah dimasukkan benda asing ke | o ' o iy i
17 dalam mulut 100% 100% 100% 100y
18 [ Tidak pernah didorong tanpa alasan 97,14% 100% 100% 9714% ¥
19 | Tidak pernah disetrum 94,29% 100% 94,29% 97,145 1
20 Petuga§ tidak pernah menggunakan zat- 100% 100% 100%
zat kimia
21 | Dapat tidur dengan posisj berbaring 94,29% 100% 80%
22 | Tidak pernah diancam 100% 100% 91,43% 100%> il
23 | Tidak pernah diraba-raba 100% 100% 100% 105%;7' '
Tidak pernah diminta memperlihatkan o o o =3
24 bagian tertentu 100% 0% 100%
25 | Tidak pernah diminta onani/masturbasi 100% 100% 100% 1(')'5%'
26 | Tidak pernah diminta oral seks 100% 100% 100% 100%
27 Tlldalf pernah diborgol dengan maksud 100% 100% 100% 100%
birahj
28 Tidak per.nah'dnkat atau dirantai dengan - 100% 100% 100%
maksud birahi ; . :

- Data pada Tabel 3.2.3.11.4 gj

pemenjaraan sudah berubah ke arah reintegrasi sosial.

Tabel 3.2.3.11.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Rutan Klas IT

_ awah ini Juga mengindikasikan hal
UPT sebelumnya yaitu kultur kekerasan belum sepenuhnya hilang dari Lapas/Rutan walaupun filosof;

yang sama dengan dua kategori

NO ITEM i o
YOGYAKARTA BANTUL

1 [Tidak pernah dicemaoh, 62,86% 85,71%
2 [Tidak pernah diperear 62,86% 60%

3 |Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar 74,29% 82,86%

4 [ Tidak pernah diminta melakukan push up 94,29% 80%

5 |Tidak pernah diminta untuk melakukan lompat jong‘kok 85,71% 100%

6 |Tidak pernah diminta untuk melakukén jalan jongkok '74,29% 100%

7 |Tidak pernah diminta berlari wakty yang larﬁa tanpaﬁalas'én 100% 85,71%

8 Tidark pernah diminta berguling-guling tanpa alasan 100% 100%

9 |Tidak pernah diminta untuk hormat bendrera tanpa alasan 100% 100%
10 [Tidak pernah diminta berdiri berjam-jam tanpa alasan 100% 100%
11 |Tidak pernah ditampar ' 80% 97,14%
12 |Tidak pernah ditendang 91,43% 94,29%
13 | Tidak pernah dipukul ‘ . 80%  100%
14 [Tidak pernah diinjak 100% 100% |
15 | Tidak bernah digantung dengan ké‘pala dibaWah 100% 100%
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UpPT

TEV * YOGYAKARTA|{BANTU

N : -100% - 100%

dak pernah dvmasukkan benda asing ke dalam mulut 100% 100%

g tanpa. alasan R +91,43% - |~ 100%

‘. 100% 100%

k'pernah menggunakan zat-zatkimia -~ | 100% . 100%

Dapat tldur déngan p05|51 berbanng 94,29% 97,14%
SIS I T 88,57% - 91,43%

100% 100%

jak pernah diminta'memperlihatkan bagian tertentu - 100% 100%
Tidévk ;‘)ﬁe’rn‘ahudiminta onani/masturbasi 100% 100%
» [idak’ pernah dlmmta oralseks o .- .. 100% .. 100%
7 | Tidak pernah diborgol dengan maksud blrahl 100% 100%
ikat atau dirantai dengan maksud birahi . | .99,29% .| - 100%

etugas yang ditempatkan di Lapas Anak idealnya adalah petugas yang ramah anak, memahami
kepentingan terbaik anak serta sangat peduli akan tumbuh kembarig anak baik dari segi fisik maupun
. Naniun yang memprlhatmkan dari.data di bawah ini tingkat kekerasan di Lapas Anak justru
nggi dibandingkan dengan Lapas dewasa. Jika dilihat dari presentasenya Lapas Klas ITA Jakarta®
Piisaf adalah UPT dengan tingkat kekerasan terhadap anak paling tinggi dan kemudian diikuti oleh
s Anak Klas ITA Tangerang. Di Lapas Klas ITA Jakarta Pusat, 'selain bentakan, tamparan, tendangan ;
 pukulan bahkan penyetruman dan kekerasan seksual pernah dialami oleh anak. Sedangkan di ~
.apas Anak Klas A Tangerang, bentakan dan tamparan adalah bentuk kekerasan yang pahng lazlm
iberikan kepada anak. :

Tabel 3.2.3. 11 5
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Anak

UPT
TEM TANGERANG | *BLITAR | PALEMBANG:| JAKARTA'PUSAT
7 Tidak pernah dicemooh 80% 85,71% 82,86% 82,86%
12| Tidak pernah dibentak - el as 1% 62,86% | 57,14% . | = 42,86%
Tidak pernah dipanggil dengan kata kasar 85,71% 97,14% 71,43% 68,57%
| Tidak pernah diminta melakukan pushup. |~ 80% 94,29%| 8571% | 8571%
E:]a;‘ai’?g?;ﬂo‘i'm'”ta untuk melakukan 88,57% | 97,4% [  94,29% 85,71%

Tidak pernah dlmlnta untuk melakukanjalanu [N HE RIS e ol
Jongkok & 1 s B2B6% | 88,57% 91’43% J0

Tidak pernah dlmlnta berlan waktu yang Iama

tanpa alasan 94,29% 100% 97,14% 88,57%

Tidak ernah d|m| tab uling- SRS BISUEIE IR S
'alasanp minta perguling guling e . 100% | 100% - - 94,29% | -

i A

Tidak pernah dlmmta untuk hormat bendera o
9
tanpa alasan 100% 100% 100% 94,29%

& Tldak pernah d!mlnta berdm berjam-jam '
jtanpa alasan ; S

oy .94 29% :.*--;
11 | Tidak pernah dltampar | 48,57% 82 86% 85,71% 48,57%

| 100% | 100%’,1 ?;---'97 14%;5':7-
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UPT
NO ITEM
TANGERANG| BLITAR | PALEMBANG JAKARTA PUSA
12 | Tidak pernah dltendang 65,71% 88,57% 94,29% 34 ,29%
13 Tndak pernah dlpukul 74.29% 85,71% 94,29% 1'5 71"/:%\
14 Tldak pernah dnnjak 97,14% 100% 100% 62,86%
Tidak pernah digantung dengan kepala e
45 dibawah 97,14% 100% 100% 97,14%
16 | Tidak pernah dicambuk 80% | 85,71% | 97,14% 82,86% |
T ' ' ' oo
17 ldak pernah dlmasukkan benda asing ke 97,14% 97,14% 100% 94,29%
dalam mulut
18 Tldak pernah dldorong tanpa alasan 77,14% 97,14% 85,71% 82 86% B
19 | Tidak pernah disetrum 94.29% 100% | 97,14% 57 1. 1% e
20 Eﬁrt\tfas tidak pernah menggunakan zat-zat 100% 100% 94,29% 94,29%
21 Dapat tidur dengan posisi berbanng 97,14% 97,14% 88,57% 8O%N‘“—
22 | Tidak pernah diancam 80% | 97,14% | 91,43% 82,86% |
23 | Tidak pernah diraba-raba 100% | 97,14% | 80,00% 97,14% |
24 Tldak pernah dlmlnta memperhhatkan baglan 100% 97,14% 91,43% 9429%
tertentu :
25 Tndak pernah dlmmta onam/masturbass : 100% 100% 97,14% 94,29% A
26 Tldak pernah diminta oral seks 100% 100% | - , 97,14% 97,14% R
27 Tldak pernah dlborgol dengan maksud birahi 100% - _100% 97,14% 94,29%
)8 Tld‘ak pernah dukat atau dirantai dengan 100% 100% 97,14% 97,14%
maksud birahi

Berada di Lapas khusus wanita dengan petugas yang mayoritas juga wanita tidak menjamin

bahwa tindak kekerasan tidak pernah terjadi terhadap narapidana wanita. Hasil survei ini menunjukkan
bahwa tidak ada Lapas Wanita yang sama sekali bersih dari tindak kekerasan. Lapas Wanita Klas IIA
Malang dan Rutan Kias ITA Jakarta Timur memang terlihat lebih rendah tingkat kekerasannya
dibanding Lapas Wanita Klas IIA Tangerang dan Lapas Wanita Klas ITA Palembang namun pembentakan
dan pengancaman masih belum dapat dihindari.

Tabel 3.2.3.11.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Kekerasan Antar Lapas Khusus Wanita
UPT
NO ITEM
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TIMUR

1 Tldak pernah dlcemooh 85,71% 94,29% 74,29% 77,14%
2 Tldak pernah dlbentak 62,86% 80% 62,86% 62,86% m
3 Tldak pernah dlpanggll dengan kata kasar 88,57% 94,29% 71,43% 88,57% |
4 Tldak pernah dlmlnta melakukan push up 100% 100% 97,14% 97,14%
5 T|dak pernah dlmmta untuk melakukan 100% 100% 88,57% 100%

Iompatjongkok
6 Tidak pernah dlmmta untuk melakukan 94,29% 100% 88,57% 100%

Jalan Jongkok |
- Tidak pernah dlmmta berlari waktu yang 100% 97,14% 91,43% 100%

lama tanpa alasan ]
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UPT

‘TANGERANG: | MALANG ‘| PALEMBANG [JAKARTA:TIMUR®

| Fo100% | 100% | '9429% ‘| 100%

100% 100% 88,57% 100%

L onaa% | 100w | sia3% | 100%

88,57% 100% | 74,29% 97,14%

©97,14% | 100% | 91,43% - | 1100%

91,43% 100% 91,43% 100%

©..100%. |- :100% | - 97,14% | = 100%-

100% 100% 91,43% 100%

ernahidicambuk [0 Lo 10 100% 00 |0 100% | 97,14% |- 100%
pernah dimasukkan benda asing ke 100% 100% 97,14% 100%
9429% - | 100% |- 8857% | . 97,14%

100% 100% 91,43% 100%

200 | | s
L 97,4% | 77,14% | 80%
sl i9ma9% | ie1a3% | ess7% | Te7,14%
‘ | 100% 29% |7 97,14%
100%

minta oral seks. Tea0% | 100%

Tidak pernah diborgol dengan maksud

birahi 94,29% .100%

idak iikat atau dirantai dengan-

9429% | 100%

12) Hubungan dengan Dunia Luar

- Pada bagian ini item yang menjadi fokus perhatian adalah terkait, ketersediaan ruang kunjungan
yang sesuai dengan kapasitas yang diatur dalam Pasal 475 Kepmen Hukum dan HAM Republik
Indonesia Nomor M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan pada item
ketersediaan jadwal kunjungan diatur dalam Surat Edaran Pelaksanaan Kunjungan Nomor PAS-
PK.01.04.01-19 Tahun 2011,55 untuk item diperbolehkannya menerima kiriman dari pengunjung
diatur dalam Pasal 28 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1999 T entang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak WBP.56 Item akses Narapidana dan Tahanan pada media massa meliputi koran, televisi, dan radio

diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Pasal

27,57 pemenuhan hak bagi narapidana maupun tahanan untuk memperoleh kunjungan penasihat hukum

5% (1) Ruang Kunjungan, terdiri dari: a. Ruang Kunjungan Umum; b. Rdang Kunjungan Khusus; dan ¢. Ruang Kunjungan Penasehat Hukum.

55 Kunjungan keluarga/pengacara kepada tahanan dan narapidana hanya dapat dilaksanakan pada hari dan jam kerja sesuai dengan aturan yang
telah ditentukan oleh masing-masing Lapas/Rutan/Cabrutan,

5 (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau informasi dari media
massa dari luar LAPAS, harus mendapat izin dari Kepala LAPAS.

57 (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.
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.

NO ITEM oL
CIPINANG | TANGERANG |SURABAYA

«1 R:uang kunjungan Sesuai dengan kapasitas 94,29% 98,57% 96,43%
.2 | Ketersediaan jadwal kunjungan 87,86% | 97.14% 75,71%
3 _|Boleh menerima kiriman pengunjung 91,43% | 91,43% 100%
% |Aksespadakoran T 68,57% | 78.57% 47,86%
‘5 | Akses ;)ada/>felévisi ' ] 8‘2,1‘74% k 99;29% 73,57%
6 |t padarage = Esaw Foman T 3143% V. 4313
A7 HakznenervmakunJUngan penasnf;at hukum 85,71% 82,86% 6286% 1
-3 AniGemasi penagunaar telepon drir o H1%6%. | o 80% | 7
9_|Info pembatasan duras; Penggunaan wartel | 72205 | 71,43% | ags79 |

o —— =5

Tabel 3.2.12.1 dj atas menunjukkan bahwa akses terhadap koran masih terbatas di Lapas Klas T
Surabaya dan Lapas Klas | Palembang begitu juga halnya dengan akses terhadap radio. Untyk Lapas
Klas II, sebagaimana ditunjukkan pada Tabe] 3.2.12.2, masalah akses pada koran hanya ditemukan
di Lapas Klas [JA Jakarta Pygat sedangkan akses radio yang terbatas ditemukan dj seluruh Lapas Klas
l'yang menjadi objek suryej

s
LY

Tabel 3.2.12.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar
Antar Lapas Klas 1

_—
h} ITEM —
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLENIAN
! 1| Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas 90% 94,29% 95%
2 JKearesan ot fugyy— | 214% | w929% | 6714%] §
°_|Boleh menerima kiriman pengunjung C8571% | sazex | 100% | |
P TP v e e i S e w Teasd B
5 |Akses pacatelevisi | 97,14% | 67.86% 97,14% | | ke
6 JAsspadragi | 286% | a6a3% | 0% | at
7 | Hak menerima kunjungan Penasihat hukum | 8857% | sgsr% Jess7%| |
8 {nformasi penggunaan teiepon - T
9 [info Pembatasan durasi penggummas wate | earme T 7429% | 85,71% |




Tabel 3.2.12.3

UPT
\NGERANG | SURABAYA'| PALEMBANG
95% 88,57% 91,43%
)5097,86% 11192,86% | 1 97,1%
100% 97,14% 100%
T | Ee% [TSLA | so%
97,14% 95% 97,14%
, " 286% | 10% | ot43w
:a:: menerima kunjungan penasihat 77.14% 71,43% 80% 82,86%
um
nfor a5 71% | 88,57% | 65,71% | . 8,57%
lnfotp;embatasan durasi penggunaan 62,86% 85.71% 48,57% 60%
warte

Tabel 3.2.12.4

Antar Rutan Klas II

Sama halnya dengan Lapas, narapidana di Rutan Klas I dan Rutan Klas II juga memiliki akses
yai‘ig'terbatas dengan koran dan radio.

Tabel Perbandmgan Indeké Item Terkait Hubﬁngan Dengan Duma Luar

NO - ITEM
1 | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas 91,43%
etersediaan jadwal kunjungan |69,29% |
3 | Boleh menerima kiriman pengunjung 98.57%
-Akses pada kora B 64,29% 5 45:71%
5 | Akses pada televisi 85% 95%
67| Akses pada‘radio o|44,29% 02 35,71%
7 | Hak menerima kunjungan penasihat hukum 97,14% 82,86%
#8: | Informasi penggunaan telepon umam. ) 8e57% 0 85,71%
9 | Info pembatasan durasi penggunaan wartel 74,29% 77,14%

Berbeda dengan Lapas dan Rutan dewasa yang memiliki keterbatasan dengan akses radio dan

koran, anak-anak yang berada di Lapas justru memiliki masalah dengan penggunaan telepon umum
atau wartel serta durasi penggunaannya yang tidak cukup lama.

Tabel 3.2.12.5 .
Tabel Perbandingan Indeks Jtem Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar
Antar Lapas Khusus Anak
I UPT
NO ITEM prs
1 BLITA VIBANG:|JAKARTA'PUSAT|
1 | Ruang kunjungan sesuai dengan kapaSltas 100% 97,14% 91,43% 74, 29%
©2:7| Ketersediaan jadwal kunjungan=: 5wt | e0ige9% | 9xia3%| . 9143% 5 | i 92,86%
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UPT
NO ITEM
TANGERANG| BLITAR | PALEMBANG

3 | Boleh menerima kiriman pengunjung 94,29% 100% 97,14%
"4 |Aksespadakoran T 97,4% | 100% |  80% |
5 | Akses pada televisi T 91,43% | 100% | 97,14%

6 | Akses pada radio . 60% 100% | 91,43%
7 Hak r.r‘xje'he;irvhé’ku.njuhgén penasihat hﬁku-m - 785',71‘% 82,86% - V;EZZ‘,SJG%A '

8 Vl-ﬁf‘o.rvr'nésrirbénggunaan télepdn Umum . v'88,574% | 5,71% B 8“,57%

NQW VI-rA1f6 bembatasan durasi penggunaan wartel "48;57% 2,86% O%

Akses dengan dunia luar di Lapas Wanita juga memiliki masalah yang sama seperti di Lapag

dewasa pria yaitu terkait dengan akses radio dan koran dengan presentase di bawah 50%.

Tabel 3.2.12.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Hubungan Dengan Dunia Luar

Antar Lapas Khusus Wanita

NO ITEM o -
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TiM
1 | Ruang kunjungan sesuai dengan kapasitas 89,29% 90,71% 90%
2 Ruangkunjungan kbndusif'bagiénak-ahak = ”60% 77,14% A‘SS,‘71.%
3 | Ketersediaan jadwal kunjungan 1 97,14% 85% | 91,43%
4 | Boleh menerima kiriman pengunjung 97,14% 97,14% | 77,14%
"5 | Akses pada koran 50% 56,43% | 68,57%
" 6 | Akses pada televisi 98,57% 95% |  60%
VU Akées pada radio 22,86% 53,57% 6,43%
3 rF:La;:((urrr’nnenerima kunjungan penasihat 90% 85,71% 30% 97,14%
9 | Informasi penggunaan telepon umum 100% 97,14% 85,71% 94,29%
10 w:cr’tgfmbatasa” duraslpengeuniaan 68,57% 94,29% 85,71% 68,57%

13) Fasilitas Peribadatan

Beberapa item terkait domain fasilitas peribadatan yang menjadi fokus perhatian diantaranya

adalah pemberian kesempatan melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu ibadah diatur dalam Pasal
14 ayat 1 huruf a UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.* Pada item penyediaan rumah
ibadah dan tempat ibadah diatur dalam Pasal 21 Kepmen 2003 Tentang Pola Bangunan UPT
Pemasyarakatan,® disediakan kitab suci, diberikan bacaan keagamaan diatur dalam Butir 4 Surat
Edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan Nomor J.H.8.5/1/27 Tahun 1954 Tentang Bacaan Untuk Orang-
Orang Terpenjara.t! Pemberian fasilitasi untuk keagamaan dan ceramah agama diatur dalam Kepmen

59 Narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

60 (1) Ruang Ibadah adalah sarana untuk kebutuhan ibadah agama; (2) Ruang yang disediakan dua atau lebih dibangun di atas lahan yang letaknya
tidak saling berdekatan; (3) Luasan ruang ibadah disesuaikan disesuaikan dengan mayoritas pemeluk agama dari masing-masing daerah.

61 Bagi mereka yang menganut sesuatu agama hendaknya diutamakan bacaan mengenai agamanya itu, istimewa kitab suci Quran, Injil, Weda
dan sebagainya sebagai pedoman; buat tiap 25 orang terpenjara yang beragama dan ternyata berhasrat besar untuk membacanya pada waktu-waktl{
berkala, satu kitab suci Al-Qur'an harus disertai tafsimya. Disamping kitab-kitab itu mereka diberi pula buku-buku hal keagamaan yang berguna bag!
pendidikan budi pekerti dan dapat memberi keteguhan iman dan ketenangan dalam perjuangan hidup selanjutnya, demikian pula buku-buku pelajaran
hal ibadah sembahyang dan lain-lain rukun-rukun/sendi-sendi agamanya perlu diperbanyak seperlunya. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan
tidak menganut sesuatu agama, hendaknya Saudara utamakan juga bacaan-bacaan yang sesuai dengan pandangan hidup atau falsafah mereka yang
dapat memberi ketenangan jiwa dan budi pekerti yang baik bagi mereka.
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K.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian Bentuk
: arapidana-62 Pada item bimbingan keagamaan dari tokoh agama diatur dalam pasal 6 ayat
pemerintah RT Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
1 Survel dari pemenuhan agama adalah sebagai berikut:

, Tabel 3.2.13.1
&1 Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas I
upPT
KEBUTUHAN BERAGAMA e p—————————— T e
CIPINANG | TANGERANG [ SURABAYA | PALEMBANG
ﬁat peribadah sewaktu-waktu 100% 100% 97,14% 92,86%
ai dengan agama yang diakui | 87,86% 100% 1 88,57% 91,43%
~diakan Tempat ibadah 100% 100% 62,86% 86,43%
: Al agama yang dianut | . 100% [ ~ 100% 88,57% | 93,57%
Diberikan bacaan keagamaan 99,29% 100% 88,57% 100%
: t n hari besar keagamaan, w1 94,29% .97,14% . | 82,86% | - 95,71%
Mendapat ceramah agama 90,71% 91,43% 81,43% 97,86%
B Siiaan daritokohagama | | 89.29% | o143% | 8857% | 8214%

N D . Tabel 32433, . o o
- Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Klas I

" KEBUTUHAN BERAGAMA B Nt UPT

N : R . [JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN
Dapat beribadah sewaktu-waktu ’ h 37,14% 94,29% 94,29%
ibadah sesuai dengan agama yang diakui- - - |~ 31,43% .- 100% - -97,14%
Disediakan Tempat ibadah . . o ' 8571% | - 88,57% 79,29%
Kitab suci sésuai agama yangdianut -} - 100% .| . 100% 100%
Diberikan bacaan keagamaan 100% 94,29%’ 94,29%
Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan = " . ] 97,14% |- 75,71% “100%
Mendapat ceramah agama 90,71% 99,29% 97,14%

- | Bimbingan keagamaan dari tokohagama~ -~ . ¢ T90.71% . | '96,43% | 98,57%

' Tabel 3.2.13.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas I

UPT
KEBUTUHAN BERAGAMA e ————————————
JJAKARTA PUSAT |- ANGERANG | SURABAYA'| PALEMBANG
Dapat beribadah sewaktu-waktu 100% 100% 97,14% 94,29%

| Rumah ibada

vvvvvv assdengan s s | | seaow | saos | meex |

3 | Disediakan Tempat ibadah 91,43% 77,14% 68,57% 82,86%
"2 {[Kitab suci sesuai sgama yang danut | - 100% |- 100% |- 8857% | ¢ 94,20%
5
=

Diberikan bacaan keagamaan 91,43% 100% 88,57% 94,29%
"% | Difasilitasi perayaan hari besar keagamaan | 82,86%  |. -8571% .| 91,53% . 85,71%

. 82 Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi: a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.
§3 - Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
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UPT
NO KEBUTUHAN BERAGAMA
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA
7 Mendapat ceramah agama 84,29% 85,71% 90,71%
8 Blmbmgan keagamaan dari tokoh agama 73,57% . 79“,29% \ 84,29%

Tabel 3.2.13.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Rutan Klas II

NO KEBUTUHAN BERAGAMA o
YOGYAKARTA | BANTUL
1 | Dapat beribadah sewaktu-waktu 100% 100%
‘2 ‘R-umah ibédah sesuai dengan agama yang diakui 100% 88,57%
3 D|sed|akan Tempat ibadah 80% 85,71%
4 | Kitab suci sesua| agama yang dianut 100% 97,14% v
5 leenkan bacaan keagamaan 94,29% 94,29%' '
6 leasmtaSI perayaan hari besar keagamaan 77,14% 94,29%
7 Mendapat ceramah agama 89,29% 100% y
: 8 'Bimbmgan keagamaan dari tokoh agama a 82,14% 97,14%4

- Tabel 3.2.13.5
Tabel Perbandingan Indeks’ Item Terkait Fasilitas Peribadatan Antar Lapas Khusus Anak 3

UPT B
NO KEBUTUHAN.BERAGAMA -
TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT
1 ! Dapat beribadah sewaktu-waktu 100% 100% 97,14% 94,29% ‘
2 | Kebebasan menganut agama yang diyakini 94,29% 91,43% 91,43 97,14% 4
3 | Disediakan Tempat ibadah 88,57% 85,71% 100% 100%
4 ziuarl?j\ih ibadah sesuai dengan agama yang 88,57% 85,71% 57 14% 100%
5 | Kitab suci sesuai agama yang dianut 100% 91,43% 91,43% 100%
6 Dnbenkan bacaan keagamaan 100% 97,14% 91,43% 97,14%
7/ Tersedla benda penunjang ibadah 94,29% 65,71% 62,86% 80%
8 le351ht3$| pnrayaan hari besar keagamaan 91,43% 97,14% 80% 91, 43%
9 Mendapat ceramah agama 97,14% 97,14% 97,14% 88,57%
10 Blmbmgan keagamaan dari tokoh agama 91,43% 94,29% 94,29% 91,43%
Tabel 3.2.13.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Fasilitas Peribadatan
Antar Lapas Khusus Wanita
UPT
NO KEBUTUHAN BERAGAMA -
TANGERANG | MALANG |PALEMBANG | JAKARTA TIMUR
il Dapat berlbadah sewaktu waktu 100% 100% 94,29% 100% 7
2 SIL;TS'h lbadah sesuai dengan agama yang 37,14% 88,57% 82,86% 100%
‘ Dlsedlakan Tempat |badah ‘ 37,14% 74,29% 85,71% 100%
Kltab suci sesuai agama yang dianut 97,14% 97,14% 94,29% 100% il

88 | Bab III: Kualitas Layanan, Ketersediaan Sarana serta Sumber Daya « ]




UPT
TANGERANG |:MALANG | PALEMBANG [ JAKARTA TIMUR:
97,14% 97,14% 94,29% 97,14%

1:.88,57%: | . 82,86% /| " 91;43%: -

_ 97,14% 99,29% 88,57% 97,14%
ari tokoh agama |, 193,57% -|/.98,57% |- /89,29% L85,71% it

rkait dengan fasilitas peribadatan, hanya Lapas Klas TIA Jakarta Pusat yang memiliki dengan

tas waktu beribadah. Namun hal ini dapat terjadi karena di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat
srdapat anak-anak sehingga petugas harus mengatur jadwal beribadah agar tidak bersamaan.
ga}uran jadwal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan maupun kekerasan terhadap
ang penempatannya masih dicampur dengan penghuni dewasa di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat.
Jain masalah tersebut, kendala yang juga terjadi terkait fasilitas peribadatan adalah ketiadaan rumah
‘adah untuk seluruh agama. Rumah ibadah yang ada biasanya hanya diperuntukkan bagi umat Islam
asrani. Kondisi ini terjadi di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat, Lapas Anak Klas IIA Palembang

fLépas Wanita Klas ITA Tangerang.

4) Informasi Perkara

_Beberapa item terkait dengan informasi perkara yang menjadi fokus perhatian diantaranya
ehput1 ketersediaan papan sterk yang mencantumkan identitas narapidana/tahanan beserta tanggal
spirasinya dlatur dalam Kepmen Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola’ Pembmaan
Narapldana/Tahanan dibagian Penempatan 64 akses narapldana/tahanan pada 1nforma51 tanggal
‘ekspirasi melalui SDP, informasi mengenai I'leSI ~melalui SDP, informasi mengenai- grasi yang
-diakses melalui petugas, serta informasi pelaksanaan putusan. Item=item tersebut berdasar pada -
Kep.Dirjenpas Nomor PAS7.HM.01,01.02 - 223 Tahun 2012 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan
pada 19 Wilayah Sebagai Percontohan Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan, Permenkumham
- Nomor M.HH-01.IN.04.03 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan HAM UPT Pemasyarakatan,
sedangkan informasi administrasi ekstrak vonis diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas
Pemasyarakatan dibagian Pendaftaran, Melakukan penghitungan tanggal bebas dan mencatatnya
kedalam buku register. Hasil Survei dari pemenuhan informasi perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.14.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas I

NO INFORMASI

94,29%
85,71%.

Informasi remisi melalui SDP 97,14%

1 | Ketersediaan Papan Sterk

2= Thformasl ekspirasi melalui S0P

By

88,57%
77;14% 57,14%

g Informasi pelaksanaan putusan bagl petugas 80% 60%
7:85:71% ; 14%

SARERTA

.| Informasi grasi'melalui petugas

nfo admmlstraSI ekstrak'y vonls

64 Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi:
- nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.
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Tabel 3.2.14.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Klas |y
UPT
NO INFORMASI —
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA SLE<
1 |Ketersediaan Papan Sterk 88,57% 100% 97 71"4%;
2 lnformasn eksplra5| melalu: SDP 82,86% - '91 1430 :
3 InformaS| remisi mela|u1 SDP 91,43% 91,43% 94 29%‘:_:
4 Vlnforma5| grasi melalui pgtugas | 60% - 28, 570
5 |Informasi pelaksanaan putusan bagi petugas 71,43% = 85 71%
6 | Info administrasi ekstrak vonis 88,57% 71,43% 91, 43
Tabel 3.2.14.3 o
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Rutan Klas | sej
- ku
UPT
NO INFORMASI — na
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA PALEMBAN Su
1 |Ketersediaan Papan Sterk 71,43% 91,43% 91,43% 37, 14% dil
2 |Info batas masa/perpanjangan penahanan 54,29% 77,14% 71,43% 65 71%
3 Mendapat surat perintah dari pihak terkait 71,43% _ 85,71% 82,86% 85 71%
Tabel 3.2.14.4 £ - ok
Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Inforniasi Perkara Antar Rutan Klas 11 aF ke
' v UPT ok ke
NO INFORMASI ! P:
YOGYAKARTA | BANTUL = S
. S . - 1
il ; Info batas masa/perpanjangan penahanan : 91,43% 85,71% o
2 ! Mendapat surat perintah dari pihak terkait . ' 97,14% 100% ;.
Tabel 3.2.14.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Anak :
UPT
NO INFORMASI - .{
TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG JAKARTA PUSAT ‘
1 |Ketersediaan Papan Sterk 100% 100% 91,43% 97,14% 5
2 lnformaSI eksplras: melalui SDP 88,5% 88,57% 82,86% 82,86% :
3 InformaS| terkalt tahapan pembinaan 100% 88,57% 77,14% 88,57% m
4 InformaSI remisi melalui SDP 94,29% 91,43% 74,29% 88,57% :
5 Informasn grasi melalui petugas 68,57% 62,86% 54,29% 45,71% 7
6 lnformaSI pelaksanaan putusan bagl petugas 88,57% 77,14% 80% 807%7
Tabel 3.2.14.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Informasi Perkara Antar Lapas Khusus Wanita
UPT .
NO INFORMASI
TANGERANG | MALANG |PALEMBANG | JAKARTA TIMUR ¢
1 Ketersedlaan Papan Sterk 100% 100% 94,29% 97,14% . ;
2 InformaS| eksp;raSI melalun SDP 82,86% 91,43% 68,57% - '
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UPT
INFORMAS! "TANGERANG | MALANG | PALEMBANG [ JAKARTA TIMUR
nformasi remisi melalui SDP 77,14% 91,43% 88,57% -
Gigrasimelaluipetigas | e0% | 65,71% | 6286% | -
informasi pelaksanaan putusan bagi 82,86% 85,71% 85,71% .
petugas ‘
ministrasi ekstrak vonis -t st 80% ) 191,43% | 82,86% | -
| Info bégas r\riasa/perpanjangan penahanan - - - 71,43%
vat surat perintah dari pihak terkait | o[ Ll T g0 439

Layanan informasi termasuk ke dalam layanan publik yang wajib diberikan kepada narapidana,
ahanan dan anak di Lapas maupun Rutan. Walaupun demikian, pada kenyataannya hal tersebut belum
epenuhnya dapat terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa penghuni yang merasa
urang mendapat informasi terkait ekspirasinya di Lapas Klas I Surabaya. Selain itu ada pula
arapidana yang masih merasa kekurangan informasi terkait grasi dari petugas di Lapas Klas I
urabaya dan Lapas Klas IIA Sleman. Informasi terkait perpanjangan penahanan juga seringkali tidak
‘diberikan dengan maksimal di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

15) Keluhan dan Pengaduan A

Jtem ﬁadd'DQméin Keluhan dan Pengaduan yang perlu mqnj’adi fokus perhatian &akni-terkait
- keluhan dan pengaduan. Domain keluhan dan pengaduan pada iteni informasi prosedur pengajuan '
keluhan dan pengaduan dan akses informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan diatur dalam

- ‘Pasal 26% PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP. Hasil
Survei dari pemenuhan keluhan dan pengaduan adalah sébagai berikut: - ~

Tabeél 3.2.15.1

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas I
- ' UPT
CIPINANG|-TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG

1 | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan 94,29% 74,29% 75,71%

Akses info prosedur pengajuan keluhan dan
engaduar

Tabel 3.2.15.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Lapas Klas I1
UPT
. JAKARTAPUSAT| YOGYAKARTA | SLEMAN
1 | Info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan 82,86% 80% 82,86%
2| AKses info'prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan’ . { - .- 82,86%. .. -| . 77,14% - - 82,86%

85 - (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau
Sesama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan
dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik
. Pemasyarakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan
mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
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Tabel 3.2.15.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klag

UPT
NO ITEM "
JAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA
1 Info prosedur pengajuan keluhan dan 71,43% 82,86% 71,43%
pengaduan
2 Akses info prosedur pengajuan keluhan 65,71% 80% 80%
dan pengaduan
Tabel 3.2.15.4

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan Antar Rutan Klas 11

uPT
NO ITEM
YOGYAKARTA BANTUL
1 lnfo prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan 80% 74,29%
2 | Akses info prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan 74,29% 68,57%

Tabel 3.2.15.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan
Antar Lapas Khusus Anak

UPT

NO ' ITEM o e —
TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG | JAKARTA PUSAT|

1 Info prosedur pengajuan keluhan dan 80% 94,29% 88,57% 57.14%
‘pengaduan .

> Akses info prosedur pengajuan keluhan dan 80% 94,29% 82.86% 51,43%
pengaduan _ ;

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan :
keluhan dan pengaduan tidak memiliki masalah di Lapas Klas I, Lapas Klas [T, Rutan Klas I maupun 1
Rutan Klas II. Masalah keluhan dan pengaduan ini justru terjadi di Lapas Klas ITA Jakarta Pusat
khususnya untuk penghuni anak. Anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat selama ini tidak &
pernah mengetahui informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan serta ka bagian
mana mereka harus bertanya. Hal itu pulalah yang terjadi di Rutan Klas ITA Jakarta Timur.

Tabel 3.2.15.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Keluhan dan Pengaduan
Antar Lapas Khusus Wanita

UPT
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TI/MU;#

NO ITEM

Info prosedur pengajuan keluhan dan

71,43% 85,71% 85,71% 40%
pengaduan

92,86% 91,43% 85%

Akses info prosedur pengajuan keluhan 3 42 85%
dan pengaduan -
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ahan Bacaan

omgm bahan bacaan berupa item yang menjadi perhatian diantaranya terkait ketersediaan
aan yang ditunjang dengan koleksi buku yang lengkap diatur dalam Pasal 46

HAM Republik Indonesia Nomor M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola
am buku perpustakaan diatur dalam

perpustak
Kehakiman Dan
CUPT Pemasyarakatan, dan izin untuk dapat meminj
ayat 367 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Ca;a Pelaksanaan Hak WBP.

dalah hasil Survei dari pemenuhan hak bahan bacaan:

Tabel 3.2.16.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas I

UPT
CIPINANG | TANGERANG [ SURABAYA | PALEMBANG

89,29% 89,29% 83,57% 74,29%

|-01,43% |  88,57%: | 94,29% - -.61,43% -

Tabel 3.2.16.2
Tahel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Klas II
- — A S ueT

.:,. ‘TEM -

80,71% - | 92,86%
T o0%- | 160%.

Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap

perbolehkan merminjam buku .

. ~ Tabel 3.2.16.3 Lo _ o
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar. Rutan Klas I -
' ‘ - ueT
| : JAKARTA'PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
; Tersedia perpustakaan dan koleksi buku o
‘ ) yang lengkap 65,71% 70% 50% 58,57@
‘ Sipérbolehkan meminjam buku' 7 .0 48,57% i 80% Neis1,43% | -77,14%
l
| Tabel 3.2.16.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Rutan Klas II
UPT
NO ITEM — -
-YOGYAKARTA | =BANT
1 | Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang lengkap 87,14% 82,14%
| piperbolehkan merminjam buku T RO

86 Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca adalah ruangan ini terletak bersebelahan dengan Ruang/Kelas Belajar yang dapat dimanfaatkan oleh
Narapidana/Anak Negara untuk membaca. , o
§7  Tata cara mengenai peminjaman dan atau penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala LAPAS.,
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Tabel 3.2.16.5

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusyg Anak
uPT T
NO ITEM
TANGERANG | BLITAR PALEMBANG JAKAR] :
1 Tersedia perpustakaan dan koleksi buku yang 100% 97,14% 82,86%
lengkap
2 | Diperbolehkan meminjam buku 100% 80% 77,14%

Tabel 3.2.16.6

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Bahan Bacaan Antar Lapas Khusus Wanita

UPT S
NO ITEM

TANGERANG | MALANG | PALEMBANG | JAKARTA TI:

1 Tersedia perpustakaan dan koleksi buku 83,57% 90,71% 85% 75
yang lengkap

2 | Diperbolehkan meminjam buky 94,29%

' 97,14% 93,57%

Bahan bacaan pada dasarnya dapat menjadi salah satu sara
maupun anak. Kondisi yang serin
bacaan yang ada serta

na hiburan bagi narapidana, tahanay
g terjadi di Lapas maupun Rutan adalah minimnya variasi bahay
koleksi bahan bacaan yang tidak sesuai dengan minat baca penghuni. Mayoritag
penghuni biasanya menginginkan bahan bacaan yang ringan seperti majalah, novel dan buku hiburag

lainnya namun sayangnya koleksi tersebut justru jarang tersedia di Lapas dan Rutan. Kalaupun tersedia
majalah, itu pun merupakan edisi yang sudah sangat lama. :

"
s o B

Berdasarkan hasil survei, dari seluruh UPT yang menjadi objek survei, hanya Rutan Klas [ Jakarta -
Pusat dan Rutan Klas I Surab

aya yang tidak memberikan izin eminjaman buku kepad
g p

"o

a penghuni.

ot
as

17) Latihan Kerja dan Kerja

= T

Beberapa item yang menjadi fokus perhatian dalam domain Latih
hak untuk memperoleh informasi Jenis latihan kerja y
PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapi
Ketersediaan kegiatan latihan kerja yang sesuai den
6 SMR.6°

an Kerja diantaranya adalah
ang tersedia diatur dalam Kepmen Nomor M.02-
dana/Tahanan dibagian Pembinaan Narapidana.
gan minat dan bakat diatur dalam Pasal 71 ayat

Hasil Survei dari pemenuhan latihan kerja dan kerja adalah sebagai berikut: ) i

Tabel 3.2.17.1 . =
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas I

UPT
NO ITEM

CIPINANG TANGERANG | SURABAYA PALEMBANG:‘ E
1 Ir?fOJer?ls dan jadwal latihan kerja yang 92,86% 88,57% 90% 92,14%
diawasi petugas 7 -

2 latihan kerja sesuai dengan minat dan 80% 82,86% 57.14% 92,14% :
bakat penghuni :

8 1) b. Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri ' £
dan sebagainya.

89 Dalam batas-batas yang sesuai antar pilihan pelatihan kej :

juruan yang tepat dan dengan permintaan dari penatalaksanaan Lapas dan bagian
kedisiplinan, narapidana dapat memilih jenis pekerjaan yang ingin dilakukannya.
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ITEM T o Pe——— .
“huan jumlah latihan kerja yang 62,86% 65,71% 57.86% 56.43%
- 87,24% | 8% | ea,00%
jsedia instruktur yang cakap dan bisa 74,29% 77,14% 80,71% 83,57%
motivasl » 7
e baglvang tidak sérius mengikuti | o
G e P e A5 7% ) 41,43% | 46,43% | 52.86%
teri F,embelajaran sebelum praktik 94,29% 94,29% 68,57% 97,86%
- 10100% - +v97,14% | -88,57% | 197,86% . .
51,43% 80% 63,57% 68,57%
0 097,14% -1 - 97,14% | '85,71% .. 95,71%
82,86% 82,86% 77,14% 85,71%
\ 80% | asyiw | 7429% | sgn0s,
| informasi perolehan upah 54,29% 51,43% 77,14% 42,86%
Latlhan kerja pada prmmpnya adalah salah satu keglatan yang sangat pentlng diberikan kepada .. -

apidana Karena selaln dapat mengisi waktu luang mereka selama di dalam, latihan kerja juga dapat' .
rmanfaat untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka ketika bebas nanti. Namun sayangnya,
ihan kerja ini belum dlberxkan secara mak51ma1 di Lapas Klas 1.'Di Lapas Klas I.Surabaya, sebagian:
yenghuni mengemukakan bahwa" latihan kerja yang diberikan tidak sesuai dengan minat dan bakat
mereka. Selain itu, mereka juga tidak mendapatkan informasi’ yang cukup mengenai apa saja jenis
atihan kerja yang disediakan. Bagi narapidana yang mengikuti latihan kerja, masalah ketidakjelasan
pah/premi juga menj jadi hal yang kerap mengganggu mereka namun tidak terlalu menjadi perhatlan
leh pihak Lapas . _ S _ .

Tabel 3.2.17.2
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Latihan Kerja Antar Lapas Klas I1

NO KEBUTUHAN OLAHRAGA S | —
JAKARTA PUSAT | YOGYAKARTA | SLEMAN;
Info Jems dan jadwal latihan kerja yang diawasi petugas 85% — 95% 93,55%
Jatihan kerja'sestiai dengan minat dan bakat penghuni *{ <+ 65,71% -~ | ~60% | 74.20%
Pengetahuan jumiah latihan kerja yang tersedia 62,86% 68,57% 51,43%
éngetahuan frekuensi pelaksanaan latihan kerja” |~ 8643% |~ ‘s0% | 73,57%
Tersedia instruktur yang cakap dan bisa memotivasi 77,14% 70,71% 67,14%
‘Sanksi bagi yanig tidak serius mengikuti latihankerja |-~ 50% . | 38,57% °|' 46,43%
Materi pembelajaran sebe|um praktlk kerja : 80% 71,43% 71,43%
“|/Atat Untuk Tatihan kerja- . o L es g% s 100% 1 97,86%
Terdapat praktik kerja di luar Iembaga sebelum PB 71,43% 48,57% | 22,86%
) | Tersedia-bahan baku untuk latihan'kerja’, i 91,43% | s, 7100% | 48, /57%
Info mengikuti keglatan kerja produksi 77,14% 82,86% 48,57%
| Info lowongan kerja’ 154,29% .| | .A2,86% | 11,43%:
Informasi perolehan upah 51,43% 48,57% 14 299%
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Tabel 3.2.17.3

Tabel Perbandingan Indeks

Item Terkaijt Latihan Kerja Antar Lapas Khugyg Anay

UPT
ITEM o s
TANGERANG BLITAR PALEMBANG JAKARm
Ir}fOJer?ls dan jadwa| latihan kerja yang 94,299 91,439 74,299
diawas;j petugas
latihan kerja sesuai dengan minat dan bakat
. penghuni 62,86% 70% 54,299
Pengetahuanjumlah latihan kerja yang
e tersedia 59,29% | 55,71% 41,43%
4 Per?getahuan frekuensi pelaksanaan latihan 88,57% 88,57% 60%
kerja
5 Tersed@ m;truktur yang cakap dan bisa 91 439 94,299 R
memotivasi . »14%
Alat untuk latihan kerja 91,43% 97,14% 68,57%
7 | Materij pPembelajaran sebelum praktik kerja - -
Terdapat praktik kerja dj luar lembaga
8 - o ~
sebelum pg
9 | Tersedia bahan baku untuk latihan kerja 91,43% 97,14% 68,57%

lnformasf perolehan upah

TANGERANG MALAN(:‘J
. . . . . i H
1 lf?fOJer.)lS dan jadwal latihan kerja yang ; 87,14% 91,43
! diawasi petugas

5 Latihan kerja S(?SUHI dengan Minat dan 88,579 88,57%
bakat penghunij

3 Pengeﬂtahuan Jumlah latihan kerja yang 68,579 66,43%
tersedia EE

B ' i !

4 Pepgetahugn frekuens;j pelaksanaan 90% 74,299
latihan kerja

5 Tersed@ |n§truktur yang cakap dan bisa 76,439 78,579
memotivasj

6 |Sanksi bagi yang tidak seriys mengikuti ) "
latihan kerja 38,57% 50,71%
Ma.ten Pembelajaran sebelum praktik 88,579 77.14%
kerja
Alat untuk latihan kerja 100% 100%
Terdapat praktik kerja dj luar lembaga o o
sebelum pg 82,86% 17.14%
Tersedia bahan baku untuk latihan kerja 82,86% 94,29%
Info mengikuti kegiatan kerja produksi 82,86% 82,86%
Info lowongan kerja 42,86%

Informasi pe}oleﬁéh Vupahr 4

48,57% 1 464
88,57%

PALEMBANG l JAKARTA Timup |

|
5

e e,
'




it Domain terdapat item mengani akses narapidana dan anak pada pendidikan formal, akses
2 dan anak pada pendidikan kejar paket, serta akses narapidana dan anak pada pendidikan
asing-masing item tersebut .menjadi hak narapidana, yang tercantum dalam Pasal 970 dan
71 pp Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaaan
arakatan dan Kepmen Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan
aria/Tahanan dibagian wujud pembinaan.”? Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan

an:

v Tabel 3.2.18.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas I

AKSES PENDIDIKAN — : — UPTA ; R——
JAKARTA'TIMUR | TANGERANG ;| SURABAYA' | PALEMBANG
“| Akses pada pendidikan formal 68,57% 54,29% 42,86% 52,14%
" Akses pada pendidikan kejar paket: | - '94,29% [ “oa20% | ag71% | s214%-
Akses pada pendidikan kursus 40% 94,29% 22,86% 57,86%

Tabel 3.2.18.2
Tabel ?qrbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Klas IT- -
o o - o.ueT .
AKSES PENDIDIKAN . S S
: o o .. |JAKARTA PUSAT| YOGYAKARTA{: SLEMAN |
Akses pada pendidikan formal o - - 57,14% | 82,86% 47,86%
Akses’pada pendidikan Kejar paket::: oS ga9% | 88,57% | 71,43%
3 | Akses pada pendidikan kursus - T , 31,43% 57,14% 20%
| | Tabel 3.2.18.3 - ’
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas I
, UPT
NO AKSES PENDIDIKAN B e A e M
JAKARTA PUSAT: | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG'
Info akses mendapat penyuluhan hukum 71,43% 40% 62,86% 34,29%
[ ;,_;‘-.}v e ,74.[.., h df’K L e R - - ~\. - - ’A.!_J.‘.-\ ‘/ { L Daln '::‘ N

Tabel 3.2.18.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Rutan Klas I1

1 . uPT

s t ' NO AKSES PENDIDIKAN ORI ORI TSIy,

: "YOGYAKARTA:|../BANTUL .}
1 | Info akses mendapat penyuluhan hukum 28,57% 51,43%

2| Akses penyuliihan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara” - | -~ ~20% | 42.86%

i

N 0 Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

' " (1) Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran; (2) Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan,
dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

72 Wujud pembinaan narapidana meliputi: Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan,
pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.
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Tabel 3.2.18.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusuys Anak

’ ’ UPT
NO AKSES PENDIDIKAN ‘
TANGERANG BLITAR PALEMBANG
1 | Akses pada pendidikan formal 97,14% 100 % 97,14%
2 | Akses pada pendidikan kejar paket 00% 88,57% 80%
3 | Izin ikut pendidikan Sekolah di luar lembaga 25,71% 28,57% 17,14%
4 | Akses pada pendidikan kursys 97,14% 31,43% J 28,57%
Tabel 3.2.18.6
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pendidikan Antar Lapas Khusuys
UPT
NO AKSES PENDIDIKAN
TANGERANG MALANG PALEMBANG JAKARTA TIM
1 | Akses Pada pendidikan formal 34,299 71,43% 43,57% S
2 | Akses pada pendidikan kejar paket 45,71% 100% 25,71% 3 A ¥
3 | Akses pada pendidikan kursus 88,57% 71,43% 77,86% T
4 | Info akses mendapat Penyuluhan hukum - - - V 60% ‘
5 Akses penyuluhan Kesadaran Berbangsa i i _ 30,149 :
dan Bernegara

Program pendidikan d; Lapas saat inj lebih banyak difokuskan dj Lapas khusus Anak dengy
memberikan program kejar paket maupun pendidikan formg] yang dilakukan- dj dalam lembaga. Namy
demikian, jzjp untuk mengikyt; pendidikan forma] di sekolah umum masih tidak diberikan kareng
sulitnya menghilangkan stigma pada anak yang diberikan oleh Mmasyarakat. Selain itu, akses unty :
mengikuti kursus tambahan Jjuga belum diberikan secarg maksimal oleh pihak Lapas kecualj Lapas E
Anak Klas ITA Tangerang.

Walaupun pendidikan memang lebih difokuskan untuk anak namun sebenarnya dj Lapas pria
dewasa Mmaupun Lapas Wanjit, seharusnya Program pendidikan kejar paket juga dapat diberikan bagi
mereka yang ingin mendapatkan ijazah, Namun Sayangnya hal inj belum dilakukan secara maksimal
oleh Lapas dan Rutan yang menjadi objek surve;.

19) Pemisahan

Pada Domain pemisahan substansi item dititikberatkan pada klasifikasj benempatan berdasarkan
usia diatur dalam bab IIT mengenai warga binaan Pemasyarakatan pasal 12 huruf a,73 klasifikasi
berdasarkan tindak pidana huruf d,74 klasifikasi berdasarkan lama masa pidana huruf ¢.”> UU Nomor
12 Tahun 1995, serta pengklasifikasj antara penderita sakjt keras dengan yang sehat yang diagyy dalam
Kepmen Nomor M.02-PK.04.1¢ Tahun 199 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagian

3 Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar- a. umur;
™ Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan Penggolongan atas dasar- d. jenis kejahatan.
5 Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana i LAPAS dilakukan Penggolongan atas dasar: c. lama pidana yang dijatuhkan:

6 Dalam Penempatan Tahanan wajib memperhatikan penggolongan mereka, berdasarkan: a) Jenis kelamin- b) Umur: ¢) Tingkat pemeriksaan;
d) Jenis perkara- e) Kewarganegaraan. Dan Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan
tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit [ain dicatat dalam buku khusys yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh
Perawatan yang cepat dan tepat (Register G).
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Tabel 3.2.19.1

bel Pperbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas I

| Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Lapas Klas IT

uPT
KLASIFIKASI T ——————————————————————
CIPINANG | TANGERANG | SURABAYA| PALEMBANG
Jsarkan usia 45,71% 20% 60% 13,57%
: | .88,57% | '54,29% | :8571% | -8571%
11,43% 17,14% 37,14% 20,71%
- 62,86% |- " 80% | 40w | 41,43%
91,43% 85,71% 100% 81,83%
Tabel 3.2.19.2

KLASIFIKASI wos ——— UPT i) R
JAKARTA PUSAT| YOGYAKARTA | SLEMAN
‘Berdasarkan usia 74,29% . 28,6% 68,57%
nd‘éi‘("”bid’“a‘na“’ c o 80% ©917,14% | 14,29%
% Berdasarkan lama masa pidana 14,29% 2,86% 57,1%

ana dan tahanan

. 4857% olv

40%

97,14%

.97,14%

Antara pendenta ‘sakit keras dengan yang sehat _

Tabel 3 2. 19 3

" 97,14%

‘Tabel Perbandmgan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan’ Klas I

| 77,14%

KLASIFIKASI

UPT

JAKARTA PUSAT:

TANGERANG [ SURABAYA

PALEMBANG

Berdasarkan usia

©.8,57% 2,86% 28,57% | " 25,71%. )
Berdasarkan tindak pidana | T een 0% | 2571% | 7714%

Berdasarkan lama masa pidana

] ‘“‘z‘irapldana dan tahanan

CA0%;

25,71%: 0 1025,71% ]

34,29% -

sehat

5 Antara penderita sakit keras dengan yang

88,57%

91,43%

97,14%

88,57%

Tabel 3.2. 9.4

i Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pemisahan Antar Rutan Klas II
B NO ‘KLASIFIKAS!
j 1 | Berdasarkan usia
27| Berdasarkan tindak pidana -t o 174,29% | 62,86%
3 | Antara narapidana dan tahanan 57,14% 97,14%
14| Antara penderita sakit keras dengan yang sehat. -~ | 37,14% | 45,71%
|
; i
|
| :
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Tabel 3.2.19.5
Tabel Perbandingan Indeks

Item Terkaijt Pemisahan Antar Lapas Khusysg Anak
UPT >
NO KLASIFIKAS| .
TANGERANG BLITAR PALEMBANG JAKARTAfﬁ*
1 |Berdasarkan usia 14,299 40% 77,14% '
2 Berdasarkan tindak pidana 28,6% 65,71% 14,29%
3 |Berdasarkan lama masa pidana 11,43% 40% 14,29% 20%'
4 |Antara narapidana dan tahanan 82,86% 88,57% 80% 74,29
5 ;Aen;:tra penderita sakit keras dengan yang 82,86% 62,86% 34,299 85,719,

Tabel 3.2.19.¢
Terkait Pemisahan Antar Lap

as Khusus Wanitq
UPT
KLASIFIKAS]
TANGERANG MALANG PALEMBANG
Berdasarkan usia 5,71% 31,43% 37,86%
Berdasarkan tindak pidana 94,299 91,43% 77,14%
Berdasarkan lama masa pidana 5,71% 68,57% 23,57%
Antara narapidana dan tahanan 85,71% 97,14% 83,57%
;’\en;:tra penderlt_a sakit keras dengan yang 88,57% 97,14% 85.71%

Isu yahg berkembang di m

asyarakat mengenaj penjara adalal
1lmu kej

ahatan, Ungkapan ini muncyl] karena di dalam Lapas maupun
baik berdasarkan usia, tindak pidana, maupun mas
menjadi objek Survej Kualitas Layanan Pemasyara
Lapas dan Rutan sejauh inj hanyalah memisahkar
umum biasa sertg memisahkan

1 Penjara merupakan sekola}
Rutan tidak
a pidana. Hal ity pulalah y
katan inj. Pemisah

ada pemisahan penghun
ang terjadi pada. UpT yang
an yang sering dilakukan oleh
1 antara narapidana teroris, n
antara penghuni yang sehat deng

pihak

an yang menderita penyakit menular

20) Reintegrasi Sosial

ait akses
Peraturan
Bersyarat
laksanaan Hak WBP.

Tabel 3.2.2¢.1
Terkait Reintegrasj Sosial

Antar Lapas K]as I

NO

UPT
ITEM

0, o,
Remisi/Asimilasi/PB/CB/cMk /cm A% | 9700k

CIPINANG TANGERANG SURABAYA PALEMBANG
1 Err]sedla Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi 97,14% 94,299 97,14% 92.86%
5 : Térsedié léyahan oy o s F

3 Kejelasan Prosedur ' A ”

97,14% 92,86%

0, 0,
Remisi/AsimHasi/PB/CB/CMK/CMB d2 ok L

80% 68,57%

1 tinggj

arkoba, dengan kriming| -

0% g

Te
Re

Ke
Re

Laj
Informa
ITA Tan
dengan
Remisi/s

Tabel

NO

Ter
reir
s Ter:
Rer
Kejt
Ren

21)

Pada
yang.terc:




“rkait dengan program reintegrasi sosial, di Lapas Klas I cenderung tidak ditemui masalah baik
t:»Uﬁit Layanan Informasi maupun layanan informasinya sendiri. Hal ini membuat narapidana
; 'mereka memahami dengan jelas prosedur pengajuan program reintegrasi seperti
:/A similasi/PB/CB/CMK/CMB. Sedangkan di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat ditemukan kondisi
) layanan informasi Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB masih sangat minim. Ini membuat

pidana maupun keluarga yang datang berkunjung harus proaktif mencari tahu informasi tersebut.

: Tabel 3.2.20.2
| Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Klas II
upPT
‘ JAKARTA PUSAT [ YOGYAKARTA | SLEMAN
Tersedia Unit Layanan Info remisi dan reintegrasi lain 96,43% 94,29% 94,29%
| TTersedia layananinfo Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB | - 36,43% | '94,29% . |94,29%
| Kejelasan Prosedur Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB 79,29% 72,86% 80%

Tabel 3.2.20.3

Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Anak

ITEM

Tersedia Unjt Layanan Info remisi dan -
reintegrasi lain - ) .

Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB

Informasinya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya presentase yang diperoleh oleh Lapas Wanita Klas
ITA Tangerang, Lapas Wanita Klas ITA Malang maupun Lapas Wanita Klas IIA Palembang terkait

Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB. ' ‘

Tabel 3.2.20.4 :
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Reintegrasi Sosial Antar Lapas Khusus Wanita
UPT
NO ITEM - e e——
i | JAKARTA TIMUR!
1 Tersedia Unit Layanan Info remisi dan 92.86% 100% 90.71% )

|
|
E - oo 0 o N
3 | Remisi/Asimilasi/PB/CB/CMK/CMB 66,43% 82,86% | 62,14%
\
\

21) Kebutuhan Khusus Wanita

Pada Domain Kebutuhan Khusus Wanita fokus perhatian adalah terkait item ketersediaan pembalut
yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP Nomor 32/1999 syarat dan tata cara

]
ke

e
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pelaksanaan hak WBP.”” Pada item ditawarkan pemeriksaan kanker payudara, ketersediaan inform,
pelayanan ginekologis, dan informasi terkait akses pemeriksaan IMS diatur dalam pasal 187 dan 17
The Bangkok Rules. Untuk item pemberian izin membawa anak usia kurang dari 2 tahun diaty; dalant
Pasal 23 Ayat (2) SMR .2 pemisahan kamar/blok ibu hamil, pemisahan kamar/blok ibu membawg gp,
Serta ketersediaan tempat bermain khusus anak (balita) bagi anak bawaan narapidana. Diatur g,
Pasal 23 Ayat (1) SMR.8! Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan kebutuhan khusus wanitg:

Tabel 3.2.21.1
Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Wanita Antar Lapas Khusus Wanita

UpP1

NO ITEM s
TANGERANG | MALANG | PALEMBANG

1 | Diberikan pembalut 62,86% 80% 29,29%

2 | Info ketersediaan pelayanan ginekologis 65,71% 74,29% 62,86%

3 | Ditawarkan pemeriksaan kanker payudara 25,71% 48,57% 57,14% 11,43%
4 | Ditawarkan pemeriksaan kesehatan IMS 68,57% 85,71% 88,57%

5 2D|;:1|nkan membawa anak usia kurang dr 85,71% 68,57% 85,71%

6 Pen'catatan identitas anak dalam buku 91,43% 65,71% 97,14%

register g
7 ;%ZZUPT berdekatan dengan tempat 1 3429% 25,71% |- - 40,71%

8 .Pemisahaﬁ kamar,/bl_okibu hamil“ 100% ‘ 91,43%

Pemisabh‘an kamar/blo/k Ibu menyusw o il i ‘100% 94,29%7
S aps;isah;iéi’k‘a';h;‘f/i;iék ibumembawa | . ... | P S
ml-blw‘Desediakénﬂtbile”t untuk lbuham|| | 85,71% 1 83,57%
”112 HTempat berfnain lv<h-u‘susya’né‘k V(b‘élhitév) s 80% 71,43%
13 | Proses melahirkan dirujuk ke Rumah Sakit | 91.43% | 100% 97,14%
: 14 Penyedriaah susd b‘abgila”n\ak 3714% 85,71% 82,86%. /8
15 benyediaan susu 'bﬂa!gi lbuham|l e 31,43% 62,86% 54,29% 45,7%1“/;“
16 | Penyediaan susu bagi ibu menyusui | 3L43% || eo% 54,29% ' 4'2,86%”::
17 7 Fasilitas imuhisasiicuﬁ%a-‘c‘ﬁ‘nﬁkejl 74,29% 88,57% - 80% | 51,43%1_._
718‘ Suplemen tamb‘avhévn‘t;agi ibﬂlvjlhafniI» 51;43% ” 768.,57% : ‘68,‘57%' B 62,8§%i__
19 [ Suplemen tambahan bagi ibu menyusui | 4857% | 6857% | es57% | 60%
20 | Makanan tambahan bagi ibu hamil | 17,14% | essyw | 4857% | ~ 37,14%
21 | Makanan tambahan bagi ibu menyusui | 14,29% | es57% | 4857% | 37,14%
22 | Penyediaan makanan bagi anak bawaan | 3L43% | s2se% | 7143% |  4286% |
5 | Wanita hamil/menyusui/membawa anak | oaooy | assee | e
tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran !

T Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf b, PP No. 32/1999: Sedangkan dimaksud dengan "perlengkapan pakaian” bagi narapidana wanita berupa:
2 (dua) stel pakaian seragam; 1 (satu) stel pakaian kerja; 2 (dua) buah BH; 2 (dua) buah celana dalam: 1 (satu) unit pembalut wanita; 1 (satu) pasang
sandal jepit.

78 Pencegahan perawatan kesehatan tertentu yang berhubungan dengan wanita, seperti mengadakan tes dan pemeriksaan payudara dan kanker
ginekologi, akan ditawarkan kepada wanita tahanan yang pada dasar yang sama dengan wanita yang berusia sama di masyarakat.

9 Tahanan wanita akan menerima pendidikan dan informasi tentang pencegahan perawatan kesehatan, termasuk HIV, penyakit menular seksual
dan penyakit lainnya, blood-borne, serta kondisi spesifik jender kesehatan. .

8  Dimana bayi yang sedang menyusui diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam lembaga, tempat harus dibuat untuk perawatan bayi
yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat, dimana bayi tersebut dapat ditempatkan/jaga saat sedang tidak bersama ibunya.

8 Dilembaga Pemasyarakatan wanita disediakan tempat khusus untuk semua perawatan yang diperlukan saat kehamilan dan pasca-melahirkan.
Pengaturan dibuat jika secara praktis anak-anak dapat dilahirkan di rumah sakit diluar lembaga. Jika seorang anak dilahirkan di dalam lembaga
pemasyarakatan, fakta ini tidak boleh dicantumkan didalam akte kelahirannya.
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perempuan di Lapas seharusnya diikuti pula dengan kebijakan yang mendukung
1 yang peka terhadap kebutuhan khusus perempuan. Hal ini karena perempuan yang
meliputi perempuan hamil, perempuan menyusui bahkan perempuan yang membawa
ataannya, hanya Lapas Wanita Klas IJA Malang dan Lapas Wanita Klas IIA Palembang
gikit 1ebih baik perlakuannya terhadap narapidana perempuan walaupun di kedua UPT
ih terdapat masalah terkait dengan pemberian pembalut, pemeriksaan organ reproduksi,
-nan untuk bayi dan ibu hamil,

pas Wanita Klas H‘Af Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur kondisinya bahkan lebih
fiatinkan karena hampir seluruh kebutuhan khusus perempuan belum dapat dipenuhi dengan

tkait domain kebutuhan khusus anak, beberapa item yang menjadi fokus perhatian diantaranya
ah ‘emberitahuifm kepa.da orang tua Anak mengenai masalah hukum yang dihadapi Anak, Informasi
cdiaan lemarl penyimpanan untuk barang-barang pribadi, Informasi mengenai prosedur
ny amatkan dll‘l‘ ketika keb:clkaran, hak-hak tersebut diatur dalam Peraturan-Peraturan PBB Bagi
dungan Remaja Yang kehilangan Kebebasannya, Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor
2 Tanggal 14 November 1990 pasal 22,52 pasal 35, Pasal 32,3 tentang pengelolaan fasilitas-
4 tas anak saat masl.lk, pencatatan, pergerakan, dan pemindahan. Informasi berita kematian, sakit
fah, atau -kécel?’:k.?an yang menimpa keluarga dekat, informasi‘izin untuk menghadiri pemakaman -
al. 58.%° Hak uptuk m}e.mpero;eh izin dari petugas untuk mengikuti pelaksanaan 'perididikéﬁ sekolah .
um di luar lembaga diatur dalam Kepmen Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK:04.10
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narépidaha/"f ahanan.® Berikut adalah hasil Survei dari pemenuhan
{zbutuhan khusus anak: ‘ ' : ‘ R -

ST - Tabel 3.2.22.1 e
. Tabel Perbandingan Indeks Item Kebutuhan Khusus Anak Antar Lapas Khusus Anak

1no ITEM upT

AKARTA PUSAT

e

97,14 % 85,71% 97,14%

Orang tua Anak mengetahui masalah hukum
yang dihadapi Anak

eey

info mengenai prosedur menyelamat -
ketika kebakaran kandiri | 35 790 | 18,57% 35% 85,7%

82 Keterangan tentang penefimaan tempat, pemi o .
terdekat remaja yang bersangkutan. pemindahan dan pembebasan harus secepatnya diberikan kepada orang tua dan wali atau kerabat
Jn L I -
memilikiizr:::k?ga?:LGgritl))aazn(?a?\r:?natgll(atgalah unsur dasar hak privasi dan penting untuk kesejahteraan psikologis remaja. Hak setiap remaja untuk
barang priba dig ang tidak dipilih atau disim Mpat penyimpanan yang cukup untuk barang-barang itu harus sepenuhnya diakui dan dihormati. Barang-
barang-garan ){ersebut harts ditandatan a??n oleh rempja itu atau yang disita harus ditempatkan pada penyimpanan yang aman. Suatu daftar dari
o gemua bgarang-barang dan uang harugs d'lk oleh remaja itu. Langkah-langkah harus diambil untuk menjaga agar barang-barang itu dalam keadaan
benaa bona mik itu untuk keluar dar fasili‘zair;bahkan pada saat pembebasan, kecuali dia telah diizinkan untuk menggunakan uangnya atau mengirim
- emasya W ; h - Sy A
harus memutuskan kegunaan apa yang harus di!akukag’( ;?t:(:gzr; rlmt;a Jika remaja menerima atau ditemukan memiliki obat-obatan, pejabat kesehatan .
84 i} e . .
inccal i&:‘nc::g;?‘g%\;: ;a:r:gﬂzzgigisygreakatan untuk remaja dan lingkungan fisiknya harus sesuai dengan tujuan rehabilitasi pengasuhan ditempat
ggiaa;\ . dgan t‘:l "t serta dalam kegiata?\ o "ﬁlaﬂ kebu}uhan remaja akan privasi, rangsangan panca indera, kesempatan bergau! dengan rekan-rekan
seus yar‘a katan remaja harus se demikiana faga, Ia.tlhan jasmani, serta kegiatan-kegiatan wakiu Juang.rancang-bangun dan struktur fasilitas-fasilitas
pemasy T tan. Harus terdapat sistem ala fupa sehingga memperkecil risiko kebakaran dan menjamin evakuasi yang aman dari gedung fasiltas
E?\misx\i o keamanan bara remaja Farsl?liéasn? e{ektif jika terjadi kebakaran, demikian pula harus terdapat prosedur-prosedur formal dan terlatih
: -fasili i - i -
o riskcrisiko kesehatan yang telah diketahui, itas pemasyarakatan tidak boleh terletak pada daerah-daerah dimana terdapat bahaya bahaya
85 Georang remaja harus diberilahu sedini myngki ; I .
e -, gkin tentang kematian, penyakit serius atau cidera pada anggota keluarga terdekatnya dan harus
diberikan kesempatan menghadiri upacara pemakaman almarhum atau berada disamping seorang saudara yang tengah sakit keras.

8 4) Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas: a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.
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UPT
NO ITEM -
TANGERANG BLITAR PALEMBANG
4 1zin untqk mengikuti pendidikan di sekolah 25.71% 28,57% 17,14%
umum dij luar lembaga 7
5 [ Info berlta? kematian, sakit parah/kecelakaan 51.43% 77,14 % 60%
yang menimpa keluarga T
6 | Informasi izin untuk menghadiri pemakaman 68,57% 62,86% 54,29%

pas khusus anak maupun La
penghuni anak

penghuni anak hampir seluruhnya belum ada yang

diri pada anak ketika terjadi benca
aan yang menimpa keluargajuga sangat jarang

Salah saty aspek lain yang sangat penting namun pemenuha

untuk mengikyt; pendidikan dj sekolah
anak lebih banyak dilakukan dj dalam |
sehingga mereky kesulitan untuk berba

umum di luar lembaga,
embaga. Hal inj dikarenakan

23) Pungutan Liar

Aspek pungutan liar 'U'd'ak

menjadi domain tersendi
Pcmasyarakatan, namu

1 terintegrasi dalam domain-domain terk
bagi terjadinya pungutan liar. Beberapa item terkait pungutan liar yan
adalah juran untuk mendapatkan kamar, '
- baca koran, nonton TV, deng
latihan kerja, iuran untuk
memilki hak untyk terb
Rutan termasyk dalam wi]
M.HH-0] -PW.02.03.T
Kementerian Hukum ¢
penanggulangan pungutan-
domain pungutan liar:

k dan 1| Lapas yang di dalamn

disampaikan kepada anak.

nnya masih sangat minim
Selama ini, program pendidik

stigma yang melekat
ur dan diterima baijk oleh masyarakat.

ri dalam Alat Ukur Kualitas Layanan
ait kegiatan yang sering menjadi celah

Bt S

1 atas, ada 6 kebutuhan khUSug
pas yang dj dalamnya Mmemjlij;
ya banyak mepjj i

adalah izinf:
an bagif“ :
pada angk

v

%5
3

UPT
"o S CIPINANG [ TANGERANG SURABAYA | PALEMBANG|
1 | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar 74,29% 94,29% 70,71% 83,57% B
2 e perawatan Mck T | 68,57% | ’“M?E?/;f;
3 [ Tichkcada uran perawatan oo —————— _6286% | wmen ek | gow
] ?}8313&5”@55'L’A’E&k‘baéélsrahﬁ,?&?c;ﬁ{},”" o M'““ =
dengar radio &
5 Tidak ada iuran untux pera";;;Fi%ES?}BZZZTSESE;“"Ei’fsé"“ - 8857% | "?zi,‘ié'?-/?"f‘"’é”é,@% §
e ?.1?532SEEL&SAL‘BEJEBSB&?EETZWEZ‘ 88,57% 971@“‘":55717 “55737“1
- 'Crgfack“jglacil’i;lzn untuk urus Remisi, Asimilasi, P, 74,299 91,43% 74,299 73,57%

o

tol
ob
dit

z |

e . |

<




- 5 {Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama. - . 82,86% - 91,43%

Berdasarkan hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan, pungutan liar dapat dikatakan masih
sering terjadi, baik di Lapas Klas I maupun Lapas Klas II. Untuk di Lapas Klas I Cipin'f\ng, pungutan
yang paling banyak biasanya dikenakan untuk perawatan kebersihan toilet, perayaan hari besar agama,
mendapatkan kamar serta proses integrasi seperti pembebasan bersyarat. Di Lapas Kl.as I Tanger’fmg,
pungli antar narapidana biasanya diperuntukkan untuk membeli alat-alat kebersihan toilet. Begitu juga
dengan di Lapas Klas I Surabaya dan Lapas Klas I Palembang.

Di Lapas Klas II kondisinya juga tidak jauh berbeda, pungutan untuk sewa kamar, perawz?tat?
toilet dan proses bebas bersyarat masih cukup banyak terjadi. Diantara Lapas Klas Il yang mftnjadl
objek Survei, Lapas Klas IIA Sleman dapat dikatakan yang paling minim tingkat pungutan liarnya
dibandingkan Lapas lainnya.

Tabel 3.2.23.2 :
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Klas II
: upPT
"o e AKARTA PUSAT | YOGYAKARTASLEMAN
1 | Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar 74,29% 88,57%

[ Tidak ada furan pefawatan MCK io5% | s2sen

3 | Tidak ada iuran perawatan toilet - 82,86% 85,71%

{Fidak ada toran untul baca Koran, ronten TV, dengar rodio |

& [ Tidakcads uran untuk mengikut athan ke S RO
7 '(I;i\c/il‘cék ada iuran untuk urus- Re_nii_si, As:imilasi, 'PB,‘_CB, CMK; |  6714% . 82,86%

Data Survei Kﬁalitas‘Layanan Pem:dsyarakatan menunjukkan bahwa di Rutan Klas I Jakarta Pusat,
fahanan masih harus membayar sewa kamar, begitu juga dengan Rutan Klas I Tangerang, Rl'ltan Klas
I Surabaya dan Rutan Klas I Palembang. Namun demikian di Rutan Klas I Surabaya tidak dltemu.kan
adanya pungutan untuk perayaan hari besar agama sedangkan di Rutan Klas I Jakarta Pusat juga tidak
ditemukan adanya pungutan untuk perawatan toilet.

Tabel 3.2.23.3
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan Klas I

UPT

NO ITEM

Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar

2| Tidak a6a fura perawatan MCK

¥

Tidak ada iuran perawatan toilet 82,86% 62,86%: 88,57%

.- | Tidak ada iuran untuk baca koran, nonton
.| TV, dengar radio” * o

Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar 91,43% 80% 100% 85,71%
agama

| Tidak ada furan tntuk mengikuti atihan -
| kerja:;

Tidak ada iuran untuk urus Remisi, . -
Asimilasi, PB, CB, CMK, CMB
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Tabel 3.2.23.4
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Rutan K] 11
UPT
NO ITEM
YOGYAKARTA

o

Tidak ada iuran untuk mendapat Kamar 57,14%

Tidék ‘::zc_la- iﬁrén perawatan MCK | ‘..97’,14% i

Tidak ad:; iuran perawatan toilet 7 ‘ 97;14% e
TV, dengar radio -
Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar agama 91,43%

1
2
3

& [Yidak ada IOroR GreaR baca koran, nonton
6 | Tidak ada iuran untuk mengikuti létihan kverjav E ‘ : -
7

Tidakgldé biu»ran untuk urﬁs Remisi, Asimilé;ijPE,nC.B, CMK, - 5
cmB

H

dikenakan ba

gl anak yang ingin mengikuti

7 Tabel 3.2.23.5
Tabel Perbandingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Anak

f - , UPT
NO ITEM 2
) TANGERANG BLITAR | PALEMBANG JAKARTA PUSAT.
1 |Tidak ada juran untuk mendapat Kamar - - - -
| 2 |Tidak adaiuran perawatan MCK 80% 80% 82,86% 62,86%
| 3 |Tidak ada iuran perawatan toilet 88,57% 85,71% 91,43% 97,14%
4 Tidak ada |L.1ran untuk baca koran, nonton TV, 62,86% 65,71% 85,71% 80%
dengar radio
5 Tidak ada iuran untuk perayaan hari besar 97.14% 88,57% 77.14% 85,71%
agama
6 | Tidak ada iuran untuk mengikuti latihan kerja 94,29% 85,71% 74,29% 28,57%
7 Tidak ada iuran untuk urus Remisi, Asimilasi, i i i
PB, CB, CMK, CMB )

Berdasarkan indeks ini dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk mendapatkan haknya seperti

tempat tidur, merayakan hari besar agama dan bahkan reintegrasi sosijal
harus membayar. Hal inj mengindikasikan bahwa kebijakan anti HALIN

- harapidana masih seringkali

masih belum cukup efektif dalam memberantas pungutan liar di Lapas dan Rutan.
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Tabel 3.2.23.6

andingan Indeks Item Terkait Pungutan Liar Antar Lapas Khusus Wanita

upPT
| /TANGERANG |V EMBANG | JAKARTA TIMUR:
7da iuran untuk mendapat Kamar 97,14% 87,86% 72,86% 57,86%
; | 6857% | .8857% | 82,86%. | ' 60%
62,86% 88,57% 85,71% 57,14%

71,43% 88,57% 90,71%

74,29%

engll‘(utllatlhaf?" L ; 92'4:3% ‘ "’

Tidak ada iuran untuk urus Remisi,
Asimilasi, PB, CB, CMK, cmB

65,71% 82,14%

uga dlbuk’ukan dengan melihat langsung keadaan sarana yang dltanyakan

sedangkan pada baglan 1ni hanya menunjukan ketersedlaannya saja.

Berdasarkan hasil observasi perolehan data sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Klas I

Pada bagian ini bermaksud menggambarkan ketersediaan sarana prasarana yang berhubungan

gan domain-domain yang di'survei. Beberapa diantara data dibawah i ini terdapat beberapa Lapas-
an Rutan yang tidak memiliki catatan mengenal ketersedlaan sarana prasarana sehingga tak dapat ~
1pub11ka51kan Penilaian terhadap keberadaan sarana prasarana selain dibuktikan secara ‘administrasi

Ketersediaan sarana prasarana akan berkorelas1 dengan kualitas layanan berdasarkan persepsi
ari responden penghuni. Analisa tentang ini akan terlihat pada bagian analisa di bab berlkutnya '

NO DOMAIN

CIPINANG | TAN

/A | PALEMBANG

1 | Pendaftaran dan Penempatan : 78%

89%

,AkomOdaSI 100% /

7200% <

3 | Sanitasi dan Kebersman Personal 50%

78%

: ’Pakalan dan TempatTldur“‘

Makanan dan Air Mmum

Olahraga

Perawatan Kesehatan

Hubungan’-dengan_v,d‘un,iahl_t,ia‘i-&;-fg.v

Agama

10 InformaSI Perkara

11 | Keluhan dan Pe“gaduan
©12' | Bahan Bacaan™ - <o

13 | Latihan Kerja

L1

7| pendidikan” 0




Ngom e os

15 Pemisahan

lé Reintegré

siSosial

mengenaj ketersediaan sa
terdokumentag;i denga
belum cukup memadaj.

1 pendidikan pey,,
Juga dapat dikataka

JAKARTA PUSAT YOGYAKARTA

Pendaftaran dan Penempatan 78%
2 |Akomodasi T 100% 100% 75
3 Sa}lltast dan kebersih;h bé'r\s-'t)‘n-al SO% [ 67%
4 | Pakaian dan Tempat Tidur o e
5 | Makanan dan Air Minum 100% 1%
|6 [Ohrags 100% " |~ 7omk
7 Ff"’gré\')\}‘a\t;r?kééhaténv ) 0% | jon
8 -'HLbdnéan-aengaH dunié luar 80% | 90%
9 /Ag}a’hﬁam - - 100% | 1009
10 Ilnfb;magi Perkara 03% | 100%
11 6Keluhan dan Pengadyan 75% v '75%‘
‘712 _§Baﬁén_ Bacaan : ' : iOO%
”13 g Laﬁ'héh Kérja 70%
14 | Pendidikan 22%
15 ipé’miséhén 50%
16 Reinfégrasf Sosia! 100%
17 Vinsperer 100%
18 Keanfanss 100%

Hasil Suryej Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Lapas K]as IT menunjukkan bahy, catatan
mengenaj ketersediaan Sarana prasarang sanitasi, kebersihan personal, tidur dap pendidikan belym
Sel

terdokumentgs;j dengan baik. ain itu sarap Prasarana terkajt aspek tersebut Juga dapat dikatakan
belum cukup memadaj

UPT
NO DOmMAIN P : = S =
JAKARTA PUSAT TANGERANG SURABAYA PALEMBANG

l 1 | Pendaftaran dan Penempatan 89% I 78% 56% 100%
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UPT

DOMAN IAKARTA PUSAT | TANGERANG | SURABAYA | PALEMBANG
AT 100% |  100% | 0% 100%
= Kebersihan Personal 38% 0% 0% 33%
tTidur T33% | . se% | se% | 0%
100% 100% 100% 100%
100% | 100% | 100% | - 40%
93% 83% 83% 62%

in dunialuar. - 90%- : 50%. | 50%-| 70% .
‘ 100% 100% 100% 60%
100% | 92% | 92% | - 92%
0% 25% 25% 100%
--100% 100%- | 7 100% |  100%
80% 60% 60% 30%

TE3% | 0% | 0% | . 0%
7% 50% T50% 50%

©0100% | 75% | 75%, ] 25%
"100% 60% 40% 20%

L0H00% o 100% |0 100% | 91%

Jika dlbandmgkan dengan Lapas sarana prasarana di Rutan dapat dlkatakan 1eb1h tidak memadal
asil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan di Rutan Klas I menunjukkan bahwa catatan mengénai
tersedlaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan personal, pend1d1kan perawatan kesehatan, dan keluhan
pengaduan belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga
dapat dlkatakan belum cukup memadai.

Sama halnya dengan Rutan Klas I, di Rutan Klas II kond151 yang sama juga terjadi. Catatan mengenai
‘ ketersediaan pakaian, tempat tidur, sarana untuk mengajukan keluhan dan pengaduan serta pendidikan
belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu saran prasarana terkait aspek tersebut juga dapat dikatakan
belum cukup memadai.

Tabel 3.3.4 _
Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Rutan Klas IT
NO DOMAIN mem—— UPT E——
YOGYAKARTA' |/ BANTUL
1 | Pendaftaran dan Penempatan 100% 89%
~2 JAkomodasi © o T om0 100%: | 100%:
3 | Sanitasi dan Kebersihan Personal " 89% 44%
4 |Pakaiandan TempatTidur -~ . ool ooEe% |0 1%
5 | Makanan dan Air Minum ‘ 100% 100%
6 |Olahraga = o e 100% | 100%
7 | Perawatan Kesehatan | 72% 72%
/8 |Hubungandengandunialuar . |7 00% | 90%
. 9 | Agama 100% 100%
10} Informasi Perkara =~ oo e e T 000 | 03%
) 11 | Keluhan dan Pengaduan 4 . ’ | 50% — 100%
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et -

NO DOMAIN

]2 Bahan Bacaan

13 Lat|han Kerja

14_ Pendldlkan -
15 Pemlsahan

i 16 Relvr;tle“gram Sosml -

\‘ 17 Ins'peksx

18' Keamanan. “

UPT
YOGYAKARTA | BANTUY
100% 100%
80% 70%
LT S =
33% 33%
SRn: =
50% 50%5.1
50% 100%
80% 100%
81% 73%

Hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa di Lapas Anak Klas ITA BJ;
pencatatan dan dokumentasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan pemenuhan hy
anak belum cukup baik. Selain itu, di Lapas Anak Klas IIA Palembang dan Lapas Klas IIA Jakarta Pygy

sarana sanitasi, tempat tidur dan pendidikan juga dapat dikatakan belum memadai.

Tabel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Anak

Tabel 3.3.5

NO DOMAIN widl

, TANGERANG | BLITAR | PALEMBANG
1 |Pendaftaran dan Penempatan 78% 0% 78%

2 AGAkomodaS| 100% 0% 100%-

3 : Samtasu dan Keber5|han Personal 89% b% / 1%
: 47 Pakalan dan Tempat Tldur 100% 0% 0%

5 kMakanan dan Air Mmum 100% rw/ 100%
g Olahraga 100% 0% 100%

7/ Perawatan Kesehatan 94% 0% 36%

8v Hubungan dengan dunia luar 80% 0% 80%

9 | Agama 100% 0% 100%

10 §Informasi Perkara 93% 0% 93%
' 4l Keluhan dan Pengaduan 75% “,o 75%
12 7 Béf;aAh VBacaan 100% 0%‘ 100%
13 'Latlhan Kerja o 8'0%' 0% ' 70%

14 |Pendidikan ~ 100% 0% 90%
15 'Pemﬂlsahan - 5()%““ ()% 50% 4
16 |Reintegrasi ¢ Sosial  100% 0% 100%
'117Q 'InspekSI MmlOO%' \)/U -100% N
18 [keamanan A 100%
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vei Kualitas Layanan Pemasyarakatan menunjukkan bahwa sarana prasarana terkait sanitasi,
4t tidur masih belum cukup memadai di seluruh UPT khusus wanita. Selain itu, di Lapas
1A Tangerang dan Rutan Klas IIA Jakarta Timur, sarana untuk mengajukan keluhan dan

ga masih terbatas.

Tabel 3.3.6
abel Perbandingan Indeks Sarana Prasarana Antar Lapas Khusus Wanita

UpPT

DOMAIN Sea———
TANGERANG: |“MALANG!
" 78%

dan Penempatan

dan Kebersnhan Persona|

7 Kebutuhan Khusus Wanita
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CAPAIAN DAN MASALAH
IMPLEMENTASI PEMASYARAKATAN

Pada bagian ini akan dipaparkan analisa hasil Survei Kualitas Layanan Pemasyarakatan. Paparan
ini merupakan uraian tentang temuan maupun peraturan yang mendasari analisa layanan yang tersedia
di Lapas dan Rutan dengan tujuan mengetahui gap antara masalah, peraturan, kebijakan dengan
realita pelaksanaannya. Uraian akan terurai dengan sub judul yang menjadi temuan atau masalah
ada setiap area layanan yang akan terhubung dengan uraian pada bab sebelumnya.

A. Capaian Pelayanan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil survei ditemukan angka yang mengesankan terutama pelayanan pada domain

layanan pada ketersediaan bahan bacaan anak khitsus di Lapas Anak Tangerang yang mencapa1 100%

UPT yang dmyatakan baik dalam layanan hubungan dengan dunia luar dan 1nforma51 perkara yang
selalu update bagi tahanan.

Dmnjau dari ketersedlaan sarana prasarana pada UPT yang di survei pada tabel 3.3.1 sampai

dari responden narapidana, tahanan dan anak. Bahkan sarana prasarana lainnya dalam tabel tersebut
terlihat tersedia dengan baik di UPT namun pada faktanya sarana yang tersedia belum dapat memberikan
layanan yang maksimal kepada narapidana, tahanan dan anak.

Capaian lainnya dapat dilihat dari ketersediaan anggaran negara untuk operasional 20 (dua
puluh) UPT yang di survei pada tahun 2013. Total anggaran operasional tersebut mencapai
Rp.259.041.282.000.- (dua ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan
puluh dua ribu rupiah) untuk melayani 18.574 penghuni atau setara dengan pengeluaran uang negara
sebesar Rp. 38.209.- (tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah) per hari per orang untuk
keperluan pelayanan atau setara dengan Rp. 13.946.446.- (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh
enam ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) per tahun per orang. Pos-pos anggaran tersebut
dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai, layanan makanan, suplemen, kegiatan kerja, kesehatan,
kegiatan pendidikan, keagamaan, biaya-biaya rapat, pembayaran air dan listrik, buku-buku, dan
seragam penghuni.

Namun demikian, upaya dan capaian yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan
pemasyarakatan tersebut diatas belum terlihat maksimal dilakukan pada bagian lainnya. Banyak
- domain dan area kegiatan yang sebenarnya dapat lebih maksimal hasilnya, namun berdasarkan survei
ini justru mendapatkan persentase yang rendah. Kegiatan layanan yang masih kurang dan perlu
ditingkatkan terurai dalam pembahasan berikut ini.
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 atau area kegiatan yang secara persentase mencapai 90% hingga 100%. Hal ini dapat diartikan bahwa -
Iayanan pemasyarakatan pada domain atau area kegiatan dimaksud hampir atau telah berjalan dan . -
- dapat dlrasakan oleh narapldana tahanan dan anak. Domain atau kegiatan_ tersebut dapat dilihat pada’

dan secara umum tergambar pada layanan makan dan minum, kegiatan keagamaan, serta beberapa .

dengan 3.3.6, khususnya pada domain agama, makan dan minum, setta fasilitas untuk hubungan.
dengan dunia luar dan informasi yang terkait dengan perkara hasilnya memang mendukung persepsi -



B. Besarnya Peran Pemuka dan Tamping

Keterlibatan Pemuka dan Tamping dalam pekerjaan di dalam Rutan dan Lapas tidaklah menyg
ketentuan, sebab dalam SMR disebutkan tahanan atau narapidana dapat memperoleh pekerjaan Ha
saja pekerjaan yang diberikan kepada Pemuka dan Tamping pada peraturan tersebut perly dibata
sehingga pekerjaan yang boleh diikuti bukanlah kegiatan yang merupakan pekerjaan pokok da
petugas Pemasyarakatan. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentan
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakata'
peran dari Pemuka dan Tamping telah ditentukan bahkan terdapat larangan bagi tamping dan pemuk
terlibat dalam kegiatan administrasi dan tugas pokok dari petugas Pemasyarakatan.

Larangan yang melibatkan Pemuka dan Tamping®” dalam pelaksanaan Pemasyarakatan melipyt
kegiatan administrasi perkantoran;
kegiatan administrasi teknis;

kegiatan registrasi dan pengamanan;

kegiatan pelayanan medis;

o a0 o

kegiatan pengamanan.

Pembatasan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada kegiatan teknis pemasyarakatan oleh
pemerintah sejalan dengan peran utama dari fungsi teknis pemasyarakatan yang wajib diembarf
tanggung jawabnya oleh negara. Pemasyaxakatan merupakan satu sistem yang dimaksudkan untuk
memberikan perbaikan perilaku bagi orang yang sedang menjalani masa pldana Dengan peran ini
maka tugas utama pemasyarakatan yang berhubungan dengan administrasi kantor, teknis, registrasi,
keamanan dan pelayanan medis seharusnya tidak dapat dilakukan oleh Pemuka dan Tampingl Sélain
~ karena keduanya tidak memahami tujuan dari pemasyarakatan, Pemuka dan Tamping sendiri merupakan
pihak yang menjadi obyek rehabilitasi dan pihak yang rentan menyalahgunakan bahkan mengaburkan
tugas fungsi utama petugas pemasyarakatan.

Pada hasil survei ini, ditemukan peran Pemuka dan Tamping di area pendaftaran. Meskipun
secara harfiah proses pe11daftaran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendaftar seperti pencatatan -
nama, alamat dan lain sebagainya,®¥ namun dalam konteks seseorang yang sedang mendapatkan
pengekangan, proses pendaftaran memiliki makna yang berbeda dengan penjelasan harfiah. Dalam
konteks filosofis proses pendaftaran diberikan untuk kepentingan perlindungan diri bagi pelanggar
hukum termasuk juga perlindungan bagi rasa aman masyarakat. Dengan tercatatnya seluruh informasi
diri seseorang maka negara sedang mencatat latar belakang seseorang untuk kepentingan intervensi
perbaikan perilaku termasuk penempatannya.®® Negara juga dapat memanfaatkan informasi yang
diperoleh untuk kepentingan pencegahan dan pengungkapan kejahatan lebih lanjut.

Keterlibatan Pemuka dan Tamping pada pelaksanaan pelayanan kesehatan juga menyalahi
ketentuan dan profesionalitas seorang tenaga kesehatan. Meskipun dengan alasan terbatasnya sumber
daya manusia di bidang kesehatan pada Rutan dan Lapas namun alasan penggunaan Pemuka dan
Tamping pada bagian ini tidak dapat dibenarkan. Pemerintah sendiri telah membatasi pengertian
seorang tenaga kesehatan yang ditegaskan harus memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan yang
diperoleh melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.®® Profesionalitas dari tenaga kesehatan diukur pula dengan
penghargaannya melalui lembar ijazah yang berasal dari lembaga pendidikan yang diikutinya.”! Oleh

87 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping
di Lembaga Pemasyarakatan.

88 http://kamusbahasaindonesia.org/pendaftaran

89 ada kerentanan bila seseorang tidak tercatat di dalam satu Lapas

90 Pasal 1 angka 1 PP 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

91 Jbid., Pasal 3.
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Vasi kepegawaian yang mencatat petugas di Lapas dan Rutan telah mengikuti berbagai
dJalam menunjang tugas dan fungsinya.

atihan pada dasarnya memiliki maksud pada peningkatan keahlian, ketrampilan dan kesiapan
i’nenghadapi masalah saat melaksanaan pekerjaan. Ada 3 (tiga) hal yang akan disasar oleh
i an pelatihan, pertama pelatihan akan membantu peningkatan kemampuan seseorang, kedua,
o an akan menghasilkan perubahan dalam bekerja, seperti sikap pegawai, informasi dan
-tahuan, dan ketiga, pelatihan akan berhubungan dengan kualitas pekerjaan seseorang. Dengan
ya manfaat pelatihan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan petugas di beberapa
Jdan Rutan berdasarkan basil survei berkorelasi dengan kurangnya pelatihan bagi petugas.

Kebutuhan Biaya Hidup versus Terbatasnya Anggaran

Masih menjadi perdebatan apakah standar hidup atau Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang
. dikan indikator mengukur taraf hidup seseorang. Namun pemerintah sendiri dalam hal penentuan
sdar kemampuan ekonomi seseorang lebih sering menggunakan indikator standar hidup untuk
enentukan seseorang hidup miskin (absolut) dan hampir miskin (relatif). Miskin menurut BPS
jalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar dari kebutuhan dasar, baik-makanan maupun bukan
akanan. Standar ini disebut sebagai garis kemiskinan, yakni kebutuhan dasar makanan yang setara
dengan 2.100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar
ukan makanan,.yang paling pokok (BPS, 1996) atau setara dengan kemampuan daya beli sesep;ang

(PBB) juga merilis standar hidup uiituk mengukuf seseorang miskin. (absolut) yang: diukur dgri
pendapatan dibawah $1 per tiari dan miskin (relatif) yang diukur dari pendapatan $2 per hari. '

Sedangkan KHL muncul baru-baru ini sebagai upaya memenuhi standar hidup layak seseorang
baik secara fisik, non-fisik dan sosial. KHL sebelumnya disusun untuk keperluan memenuhi kebutuhan
hidup layak seorang pekerja, Angka kebutuhannya p'un- sangat fluktuatif setiép tahunnya bergantung .
pada perubahan harga-harga makanan dan komoditas lainnya. » o

Pemasyarakatan sendiri hingga saat ini belum memiliki standar untuk mengukur kebutuhan -
hidup seorang penghuni yang berada di dalam Lapas dan Rutan. Padahal dengan tugas dan fungsi
Pemasyarakatan yang bertujuan menangani dan melayani masyarakat yang bermasalah dengan hukum
maka sudah pasti akan berpengaruh pada pemenuhan biaya hidup selama berada di dalam Lapas dan
Rutan. Ketersediaan biaya hidup seseorang yang bermasalah dengan hukum pada dasarnya akan
berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Kebutuhan biaya hidup akan berpengaruh dan berbeda pada penghuni yang berstatus tahanan
dengan narapidana, anak dengan dewasa dan wanita dengan pria. Menurut standar internasional
masing-masing memiliki varian kebutuhan yang harus dipenuhi selama berada di dalam Lapas dan
Rutan. Selain dari ketersediaan kebutuhan pokok pada umumnya seperti kegiatan agama, layanan
kesehatan, rekreasi kunjungan dan lain-lain, seorang anak akan lebih banyak membutuhkan kegiatan
pendidikan dibandingkan dengan orang dewasa sehingga memerlukan kegiatan belajar, seragam
sekolah, seragam ibadah, buku-buku, dan informasi pendidikan lainnya yang berasal dari internet
maupun media lainnya serta tersedianya tenaga guru. Seorang wanita akan membutuhkan air yang.
lebih banyak untuk kebersihan diri, ketersediaan perawatan kesehatan alat reproduksi, makanan
tambahan untuk yang sedang hamil dan membawa anak dan perlengkapan pribadi lainnya seperti
pembalut dan pakaian dalam. Pada pria dewasa juga membutuhkan perhatian khusus pada kebutuhan
tingkat resiko dan aktivitas yang lebih banyak pada layanan konsultasi untuk keperluan terapi dan
kegiatan kerja.
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yang hanya mencapai Rp. 5.066,57 per hari atau Rp. 151.997.- per bulan. Perserikatan Bangsa-Bangsa - o



Namun demikian anggaran ne

gara untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan funggj Pemg,
saat ini, meskipun masih minim te

tapi rata-rata masih diatas indikator Standar hidup Seseopa
dianggap miskin. Berdasarkan indikator miskin yang ditetapkan oleh BpS makg anggar
untuk keperluan operasional pemasyarakatan telah melampaui garis standar miskj, Be
RKA-KL Tahun 2013 Satuan Kerja Lapas dan Rutan yang dilakukan Survei, rata-raty a
untuk kebutuhan biaya hidup penghuninya mencapai Rp. 10.000.
rincian kebutuhan makanan rata-rata Rp. 7.000.- hingga Rp. 9.00
inflasi wilayah) dimana sisanya untuk kebutuhan biaya layanan kesehatan, pakaian, keper]y

dan tidur serta kebutuhan personal lainnya. Merujuk pada data inj maka dapat diSimpulké
hidup penghuni dj dalam Lapas dan Rutan saat ini tidak berada pada kategori miskin.

‘ Nggarap
- hingga Rp. 12.000.- per harj

0.- per hari per penghunj (be

Untuk kebutuhan pemenuhan pakaian bagi narapidana pada RKA-KL disebutk;
Lapas memiliki anggaran yang berbeda. Pada tmumnya kebutuhan pakaian
Rp. 50.000.- sampai dengan anggaran tertinggi Rp. 100.000.- per narapidana per tahun dey
kebutuhan yang disesuaikan dengan kapasitas isi. Namun penganggaran ini belum dapat Memep
standar pakaian yang harus dipenuhj setiap tahunnya, Merujuk pada PP 32 Tahun 1999 bahwa stan
pemenuhan pakaian meliputi: 1) Bagi Narapidana pria berupa: 2 (dua) stel pakaian seragam; | (s
stel pakaian kerja; 2 (dua) buah celana dalam; | (satu) lembar kain sarung (bagi Anak Di
Pemasyarakatan pria); 1 (satu) pasang sandal jepit. 2 (dua) buah BH (Bagi Narapidana wanit
Bagi Anak Didik Pemasyarakatan wanita) 1 stel mukena (Bagi Anak Didik Pemasyarakatap wani

anggaran terend

Selain anggaran yang kurang terdapat juga kelemahan pada keterbukaan kegiatan pengada,
standar dan kualitas pakaian dan pencatatan penyerahan pakaian kepada penghuni. Informas;j menge;
hal tersebut diatas sangat terbatas bahkan dapat disimpulkan menejerial yang kurang baik dan ham
tidak ada kegiatan pembukuan penyerahan pakaian képada penghuni, Keterbatasan anggaran se

mencjerial administrasj pakaian dj Lapas dan Rutan Sangat berkorelasj dengan hasil survej ya E
menunjukkan tidak maksimalnya ketersediaan pakaian. f
K
F. Pungutan Liar (Pungli) K
Pungutan liar atay pungli yang dimaksud dalam hal ini adalah pengenaan biaya yang tidak d
seharusnya dikenakan kepada keluarga Maupun narapidana dan tahanan, Pelakunya dapat dilakukan d
oleh petugas Pemasyarakatan sendirj ataupun sesama narapidana dan tahanan lainnya. Dalam istilah "
bahasa Inggris, pungli dapat dikategorikan ke dalam bribery atau penyuapan. Bribery dalam bahasa
Indonesia diterjemahkan ke dalam perilaku menerima atay menawarkan sesuaty yang berharga seperti y:
uang untuk mendapatkan sesuatu.”> Ada banyak kategori penyuapan namun istilah bribery biasanya ki
lebih sering digunakan bagi pejabat yang sedang berkuasa atay aparat pemerintahan. pi
Untuk mencegah terjadinya pungli di Lapas dan Rutan, Kementerian Hukum dan HAM telah I
mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01 PW.02.03 Tahun 2011 Tentang i
Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi serta kebijakan Program Aksi Nasional Anti Halinar P
(HP, Pungli, Narkotika) di tahun 2012. L
Berdasarkan hasi] survei kualitas layanan pemasyarakatan, pungli masih merata terjadi di H
beberapa Lapas dan Rutan, Pungli terjadi pada benempatan kamar, perbaikan sarana MCK dan Toilet,
hari raya keagamaan, kegiatan kerja dan layanan remisi asimilasi, PB, CB, CMB, dan CMK. Namun 5
demikian persentase pungli sangat bervariasj terjadi di Lapas dan Rutan yang disurvei, dari yang @ (t
rendah hingga sangat tinggi. (Lihat tabe] 3.2.23 1 sampai dengan tabe] 3.2.23.6) bD
Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pungli. Faktor pertama terjadi karena keterbatasan E k:
Sarana prasarana dengan Jumlah penghunj yang melampaui batas kapasitas sehingga menyulitkan d
L 4
958 (n.d). Crime Overview Bribery. www.legalinfo.com/content/cn'minaI-!aw/crime-overview-bribery.html. .
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gawasannya. Kedua, pungli juga seringkali dibiarkan dengan alasan keterbatasan anggaran dalam
nenuhi hak penghuni. Ketiga, pungli terjadi karena sistem pengawasan yang lemah dari internal
asyarakatan dan keempat pungli dapat terjadi dikarenakan masih diperbolehkannya peredaran
ang di dalam Lapas dan Rutan.

Kualitas Air

Kebutuhan air sejatinya tersedia untuk kebutuhan personal dan domestik, seperti minum dan
kebutuhan mencuci, mandi dan keperluan kebersihan. Air juga harus memiliki kualitas yang baik,
tidak dalam keadaan tercemar, tidak berwarna dan tidak memiliki rasa. Setiap orang memiliki akses
yang sama untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan atas kebutuhan air.

Kebutuhan air di dalam pelaksanaan teknis pemésyarakatan ditetapkan sebanyak 150 (seratus
ima puluh) liter air per hari per penghuni termasuk yang didalamnya diatur mengenai ketersediaan
i penampungan air, pompa listrik dan instalasi yang mampu melayani kebutuhan air di kantor dan
* hunian. Untuk kebutuhan air minum SMR menegaskan bahwa air minum harus selalu tersedia bagi
kebutuhan para penghuni (Drinking water shall be available to every prisoner whenever he needs
if) atau berdasarkan standar kesehatan dunia seseorang membutuhkan air minum dalam waktu 1 (satu)
hari sébanyak 8 (delapan) liter. Berdasarkan United Nations Rules Jor the Treatment of Women
Prisoners and Non Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), standar kebersihan
personal seorang tahanan maupun narapidana wanita harus secara terus menerus dapat mengakses
air. Kebutuhan ini digunakan untuk bagi kebersihan. personal secara khusus terlibat dalant kegiatan -
~ memasak, hamil, menyusui atdu sedang menstruasi. - - ‘ - A
Hasil Survei didapati gambaran bahwa ketersediaan air untuk kegiatan MCK dan Toilet beberapa
" Lapas dan Rutan sangat-mencukupi namun dibeberapa tempat lainnya sangat terbatas. Masalah air _
dihadapi oleh anak-anak yang berada di Lapas Klas .IIA Salemba yang mayoritas menjawab ada -
masalah dengan ketersediaan dan akses air. Begitu pula di Rutan Klas II A Jakarta Pusat dan Rutan
Klas IIA Wanita Jakarta Timur serta Rutan Yogyakarta dan Rutan Bantul. Barangkali data dari Rutan
Klas ITA Jakarta Pusat dapat dimaklumi oleh karena kondisi O\écr képasitas yang mencapai 300%, o
dari seharusnya 1.500 dihuni 3.520 orang. Pada Rutan Klas ITA Wanita Jakarta Timur juga dapat
dimaklumi mengingat hasil observasi lapangan memang ditemukan instalasi air sumur yang tidak
maksimal sehingga menimbulkan kekurangan bahkan kualitas air yang kurang baik.

Pada Lapas dan Rutan lain yang akses air dianggap baik oleh penghuninya memang tersedia air
yang terus menerus dapat diakses dengan fasilitas air dari Perusahaan Air Minum (PAM). Secara
kualitas, air PAM jauh lebih baik dari air dari sumur yang kadang berwarna dan menimbulkan gatal
pada kulit. Keluhan ini disampaikan sebagian besar responden dari Lapas Klas ITA Wanita Tangerang,
namun tidak dapat disamakan dengan anak-anak yang berada di Lapas Klas IIA Jakarta Pusat yang
telah menggunakan saluran air PAM tetapi faktanya sulit untuk mendapatkan akses air. Terdapat
persoalan menejerial penyaluran air pada Lapas Klas IIA Jakarta Pusat terutama ketersediaan dan
akses bagi penghuninya.

H. Kualitas Makanan

Paket makanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan tersedia dalam bentuk bahan makanan
(BAMA). Kebijakan ini berbeda dengan standar yang diterapkan untuk tahanan di Polri, KPK, Rumah
Detensi Imigrasi (Rudenim) dan panti sosial yang menganggarkan paket catering makanan siap makan
bagi penghuninya. Kebijakan dengan bentuk BAMA di Lapas dan Rutan terlihat cenderung lebih rumit
karena diperlukan sejumlah kebijakan dan ketersediaan sarana seperti daftar menu dan bumbu, ruang
dapur, peralatan makan, peralatan masak dan tenaga masak. Sedangkan bentuk makanan jadi lebih
sederhana karena tidak harus menyediakan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga masak.
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Dari sisi penganggaran, anggaran untuk BAMA lebih kecil dibandingkan dengan anggargy
makanan siap santap (catering). Anggaran untuk BAMA termasuk beras dan gas serta bumby dan
bahan makanan pokok lainnya berkisar Rp. 7.000.- sampai dengan 9.000.- per hari untuk 3 (tiga) kal;
makan. Biaya ini diluar pengadaan peralatan masak dan perlatan makan yang dianggarkan setiap
tahunnya. Pada anggaran makanan siap santap (catering) sangat variatif, di institusi Polri dianggarkan
Rp. 35.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan, KPK Rp. 45.000.- per hari untuk 3 (tiga) kalj makap
dan di Rudenim Rp. 25.000.- per hari untuk 3 (tiga) kali makan.

Berdasarkan uraian diatas maka anggaran makanan siap santap sepertinya terlihat lebih besar
dibandingkan dengan anggaran untuk BAMA. Namun perbedaan anggaran ini tentu harus dilihat
pada cara pengolahan makanan, BAMA meskipun kecil anggarannya tetapi dibutuhkan biaya lajp
untuk membeli peralatan masak dan makan sedangkan makanan siap saji (catering), sebaliknya dalam
bentuk makanan siap santap tak membutuhkan peralatan masak, peralatan makan dan tenaga memasak.
Jadi sebenarnya anggaran untuk kedua model pengolahan makanan tersebut sepertinya tidak memilik;
selisih yang cukup signifikan.

Keluhan pada makanan banyak disampaikan terkait dengan kualitas rasa dan kebersihan dalam
penyajiannya. Pada data survei yang dilakukan, hanya Lapas Klas [IA Wanita Malang yang dianggap
oleh sangat layak menyajikan makanan dari sisi rasa, kebersihan dan variasi makanan. Sama halnya
pendapat penghuni pada Rutan Klas | Tangerang dan Surabaya menyatakan hal yang sama mengenaj
kelayakan masakan dari sisi rasa.yang dianggap baik.

Meskipun dianggap masih kurang kualitas makanan di beberapa Lapas dan Rutan namun diakui
oleh pcnghuhi variasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan layanan di ruang tahanan Polri. Darj
sisi kualitas rasa, responden menyatakan sama antara Lapas dan Rutan yang kurang kualitas makanannya
dengan makanan yang disediakan di ruang tahanan Polri. Pendapat ini menjelaskan bahwa besarnya
anggaran makanan dengan model siap santap belum tentu menunjukkan tingkat kualitas yang lebih
baik dari pengolahan model BAMA. Oleh karena itu kualitas rasa makanan dengan anggaran BAMA
dan minimnya penganggaran belum tentu lebih buruk kualitasnya dengan model penganggaran
makanan siap santap. Terbukti Lapas Klas ITA Wanita Malang berhasil memaksimalkan kualitas rasa,
kebersihan dan variasi makanan kepada penghuninya.

I. Problem Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Pemasyarakatan yang handal dan berintegritas tinggi dalam bidang
keamanan dan ketertiban serta perhatian terhadap hak dan kewajiban warga binaan adalah hal penting
dalam pemasyarakatan. Sebab, permasalahan yang dihadapi pemasyarakatan saat ini semakin kompleks,
seperti maraknya kasus narkoba di Lapas, kondisi over kapasitas, heterogenitas penghuni dan praktek
pungutan liar yang belum dapat diatasi.

Sejalan dengan masalah diatas, hasil survei menemukan banyak kekurangan yang terjadi di
dalam Lapas dan Rutan terutama masih maraknya praktek pungli, kekerasan, dan kurangnya layanan
seperti kegiatan kerja, pendidikan, menejemen kebersihan dan perawatan kesehatan bagi narapidana
dan tahanan. Namun tidak seluruh Lapas dan Rutan yang di survei menunjukan adanya kekurangan

pelayanan yang mencolok, masing-masing Lapas dan Rutan memiliki keunggulan dan kekurangan t

di domain-domain pelayanan. Dari keseluruhan UPT, Lapas Wanita Klas IIA Malang yang terlihat _ =

mampu memberikan pelayanan kepada narapidana meskipun dalam keadaan yang serba terbatas. “j;; F
Dilihat dari perbandingan latar belakang pendidikan, petugas-petugas yang bekerja di dalam - :

Lapas dan Rutan yang menjadi lokasi surveij memiliki komposisi jenjang pendidikan dari Sekolah

Dasar (SD) hingga Strata Dua (S-2), dengan dominasi terbanyak pada level Strata Satu (S-1) dan 1 ’

Sekolah Menengah Atas/ Sederajat (SMA). Namun dilihat dari aspek Pendidikan dan Latihan (Diklat) J
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ihat masih banyak kekurangan, seperti Diklat untuk petugas keamanan yang umumnya hanya
Likuti kesamaptaan satu kali sepanjang menjadi petugas dan diklat-diklat lainnya seperti diklat
perhubungan dengan kesehatan masih sangat minim diikuti oleh petugas. Selain itu pencatatan
Jas-petugas yang pernah mengingkuti diklat pun sulit ditunjukan dikarenakan UPT tidak memiliki
m kepegawaian yang mencatat diklat yang pernah diikuti oleh para petugasnya.

Komposisi antara jumlah hunian dengan petugas yang ada di dalam Lapas dan Rutan, apabila
hat dari total hunian dengan total petugas maka perbandingannya ditemukan: sepuluh banding
tu petugas (10 : 1), duapuluh banding satu petugas (20 : 1), bahkan ditemukan satu banding satu
('tugaS (1: 1), dua banding satu petugas (2 : 1), tiga banding satu petugas (3 : 1), dan lima banding
tu petugas (5 : 1). Komposisi ini tidak memberikan jaminan akan baiknya pelayanan di dalam Lapas
dan Rutan sebab yang perbandingannya lebih kecil pun kualitas layanan belum terlihat maksimal.

amun demikian kedepannya perlu dilakukan komposisi jumlah petugas yang ideal dengan jumlah
ﬁunian yang ada agar keberadaan petugas dapat terbagi merata ke Lapas dan Rutan yang membutuhkan
dan tidak menumpuk pada satu tempat.

J. Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan

Kebutuhan akan keakuratan dan kesesuaian pola pembinaan terhadap narapidana dipengaruhi
_oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan
pembinaan yang berlandaskan Sistem Pemasyarakatan® di dalam Lapas. Menyediakan prasarana

merupakan salah satu tindakan yang.dapat _di_lakhkan oleh jajaran Pemasyarakatan dalam menjalankan
proses kegiatan pembinaan. - ' ’ : S Lo ' '

orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan dapat bertanggung
jawab penuh atas perbuatan yang'dilakukannya. Namun penerapan prinsip ini pada anak masth patut
dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, mengingat
kematangan dan kedewasaan setiap anak befbeda.*Di‘sampihg itu mengingat.adanya sifat depedensi
(kebergantungan/ketidakbebasan penuh) pada anak, maka anak yang melakukan kenakalan atau
kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan.97 Oleh karena itu, penanganan
anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan
terbaik anak.

Kepentingan terbaik anak ini pulalah yang seharusnya dipegang teguh dalam pembinaan di
Lapas Anak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak. Kebutuhan khusus anak
ini tentunya dengan menghormati hak-hak mereka dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan
fisik dan mental anak. Hal inilah yang ditegaskan pada Peraturan PBB bagi Perlindungan Remaja
yang Kehilangan Kebebasannya atau lebih dikenal dengan Havana Rules.8

Survei yang dilakukan pada Lapas Klas ITA Jakarta Pusat menunjukan bahwa penempatan anak
didik pemasyarakatan masih ditempatkan pada Lapas yang notabenenya diperuntukan untuk WBP
dewasa. Potensi terjadinya prisonisasi % bagi anak didik Pemasyarakatan karena aktivitas yang
bersinggungan dengan narapidana dewasa tentu semakin menjauhkan cita-cita pemasyarakatan untuk

98 . Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tindakan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
1 aklif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

- 97 Arief, B.N. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
% Disahkan melalui Resolusi Majelis PBB Nomor 45/133 Tanggal 14 November 1990 Pasal 22, Pasal 35, Pasal 32, dan Pasal 58.
99 Ali Aranoval, “et all", 2011, Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP,
Jakarta, Center for Detention Studies, him.51; Prisonisasi merupakan terkontaminasinya mental penghuni oleh budaya penjara yang destruktif selama
- famenjalani pidananya di dalam Lapas.

‘o
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mendidik dan membimbing anak didik pemasyarakatan sebagai anak yang bermoral dap be
dalam pembangunan bangsa ke depan. Bahkan telah dikatakan oleh Sahardjo bahwa negara tidat
berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum dia masuk penjara. Selain ity hak an:
untuk mendapatkan pendidikan di dalam maupun luar Lapas melalui pendidikan forma] mau
informal juga terhambat karena minimnya sarana penunjang untuk melaksanakan kegiatan terse :

Kategori penghuni lain yang juga memiliki kebutuhan khusus di Lapas dan Rutap ada
perempuan. Penelitian dalam Sistem Peradilan mencatat bahwa pelaku kejahatan perempuan mej
masalah-masalah khusus dan kebutuhan khusus. Selain itu, lebih dari setengah pelaku peremplf
memiliki anak dan banyak pula dari mereka yang cerai sehingga mereka memiliki tanggung jaw
untuk merawat dan menjaga anak-anak mereka. Ini berarti, jika pelaku perempuan dipenjara mereka
akan sulit untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, mulai dari kebutuhan finansial, fisik, maupun
emosional.'?” Oleh karena itu, dalam SMR dinyatakan bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuap
harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudaA\
melahirkan. Selain itu, bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang
disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas
dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.!0!

Kebutuhan akan sarana-sarana khusus tersebut juga di dorong seiring dengan dikeluarkannya
United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women &
Offenders (the Bangkok Rules) yang memiliki semangat penghormatan terhadap hak asasi tahana
dan narapidana perempuan. Selain itu juga terdapat instrumen-instrumen internasional lain yan
berbicara tentang hal ini yaitu:10> ' _ ' . ‘

= [UN Congress on the Prevention bf crime and the Treatment of Offenders tahun

1990 Resolution 19 “Management of criminal justice development of sentencing
poliéies” menyatakan bahwa pemenjaraan bagi beberapa kategori seperti perempuan
yang hamil atau ibu dengan anak bayi atau anak yang masih kecil harus dibatasi dan
diupayakan khusus untuk menghindari pemenjaraan sebagai perluasém sanksi bagi

mereka.

= UN Body of Principles for the Protection of All Person under Any Form of Detention
or Imprisonment, “langkah-langkah yang diberlakukan menurut UU dan dirancang
semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus perempuan hamil dan ibu

yang menyusui tidak dianggap sebagai diskriminasi”.

Rutan Wanita Klas II Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas ITA Palembang dan Lapas Wanita Klas
I Malang telah menunjukan perhatian yang cukup baik terhadap perlindungan dan hak wanita
khususnya ibu hamil, menyusui maupun melahirkan tersebut. Namun keadaan tersebut nampak
berbeda dengan apa yang terjadi di Lapas Wanita Klas II A Tangerang yang belum menunjukan nilai
vang cukup baik untuk sarana dan prasarana kebutuhan khusus wanita ini.

Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari paradigma dan arah kebijakan pemasyarakatan di
Indonesia yang belum tertuju pada pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana wanita. Arah kebijakan
pemasyarakatan masih terfokus pada tahanan dan narapidana Laki-laki yang dianggap masih dominan
memenuhi Lapas dan Rutan di Indonesia. Hal ini jelas ironis dengan fakta meningkatnya perempuan
yang bermasalah dengan hukum yang penindakannya masih lebih banyak dilakukan melalui jalur

penal.

100 Anderson, Newman. (1993).

101 Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners, Bagian | No. 23 (1) dan (2), 53.

102 Mamik S. Supatmi, 2012, “Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan indonesia’, Pusat Kajian Perlindungan Anak Fisip
Universitas Indonesia, Depok, him.25
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@hgaduan, dan Kunjungan

an pengaduan diartikan sebagai keluh kesah!%? dan ungkapan rasa tidak senang atau
. hal-hal yg tidak begitu penting,!%* tetapi perlu diperhatikan. Keluhan dan pengaduan

:dana!®s yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dari tindakan sewenang-
maupun Rutan atau pun keluhan atau pengaduan terkait hak-hak yang
tau belum terpenuhi. Keluhan dan pengaduan dapat pula menjadi mekanisme evaluasi
dan Rutan untuk memperbaiki kualitas layanan.

- -2 mengenai hak mengajukan keluhan ataupun pengaduan para Narapidana dan Tahanan
dak bisa terlepas dari bagaimana mendapatkan akses untuk mengajukan keluhan dan
ersebut kepada petugas terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya terkait pemenuhan
enai dasar hukum informasi mengenai prosedur mengajukan keluhan dan pengaduan sendiri
+ dalam Pasal 26 PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
bejauh ini melihat data dari hasil survei tidak ditemukan masalah terkait akses untuk
jjitkan keluhan dan pengaduan. Mayoritas narapidana dan tahanan sudah mengetahui prosedur
pengajuan keluhan dan pengadqan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya
anjut dari petugas terhadap apa yang menjadi keluhan dan pengaduan para narapidana dan
“'Salah satu faktor penyebab tidak adanya tindak lanjut tersebut dikarenakan belum ada
n yang mengatur tentang bagaimana menindak lanjuti keluhan dan pengaduan narapidana
nan sehingga keluhan dan pengaduan terkesan kurang efektif.

f37

elain r;iasaia'h:te'rs.ébijf; banyak Juga dari pihak ﬂérabidana dan tahanian tidak _béféni. mengajukan: - -
an dan pengaduan dikarenakan mereka berfikir bahwa apabila mengajukan keluhan dan pengaduan
pemenuhan hak ada kemungkinan mereka tidak diusulkan mendapat remisi oleh petugas. -

ak lain dari narapidana dan tahanan yang harus dipenuhi adalah hak menerima kunjungan
ieluarga, penasehat hukum, rohaniwan, dokter pribadi atau badan sosial.!®? Seperti yang kita ketahui
yahwa Pengaturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya ditentukan oleh seorang
Kepala.!%8 Dalam hal kunjungan tersebut menurut standar pihak Lapas dan Rutan juga.harus

nyediakan ruangan kusus pengunjung sesuai kapasitas. Dalam pér_aturan sudah disebutkan bahwa
sebelum dipertemukan dengan pengunjung misalnya dari keluarga, narapidana dan tahanan terlebih
wlu dikonfirmasi apakah mengenal pengunjung tersebut atau tidak untuk menjamin keamanannya.
;‘usus untuk kunjungan dokter pribadi wajib ada rekomendasi terlebih dahulu dari dokter Lapas.'®

Melihat hasil Survei terkait pemenuhan hak kunjungan ditemukan kasus seperti di Rutan Pondok
ambu. Menurut keterangan para responden, setiap pengunjung yang membawa kiriman barang tidak
emua bisa diserahkan kepada tahanan, bahkan sebagian barang yang dibawa oleh pengunjung ada
ang ditahan untuk kemudian diperjual belikan kembali kepada kepada Tahanan itu sendiri dari data
ang telah diproleh kebanyakan barang yang disita oleh petugas uniuk kemudian diperjualbelikan
i lingkungan Rutan seperti pembalut.

::3 Kamus Besar Bahasa Indonesia Definisi Keluh yang diakses melalui http://kbbi.web.id/keluh, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

104 K?mus Besar Bahasa Indonesia Definisi Adu yang diakses melalui hitp://kbbi.web.id/adu, pada 26 Januari 2014 pada 20.35 WIB.

ws Diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

s 5 (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau

desama penghuni terhadap dirinya; (2) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan

Papat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik

memasya_rakatan lainnya; (3) Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS; (4) Ketentuan
EI'I?:.nal tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

d' _7 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
tbagian Kunjungan.

198 i,

199 jpig,
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L. Program Pendidikan dan Keterbatasan Instruktur

Pendidikan berdasarkan komentar umum (general comment) Hak Ekonomi,
adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asa
Beberapa poin penting terkait hak atas pendidikan diantaranya adalah:

Sosial, dap
sl manugig |,

(1) Ketersediaan; berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedig dalam jumla
memadai di dalam yurisdiksi Negara itu.

(2) Akses; berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semy,
tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara yang bersangkutan, Aksesibilitag mem
tiga dimensi berkarakteristik umum yakni tanpa diskriminasi, dapat diakses secary
dan dapat diskes secara ekonomi.

(3) Dapat diterima; bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-mei‘
pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualjt:

(4) Dapat diadaptasi; pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan gy
dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutyhs
para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Terkait dengan hal tersebut, narapidana dan tahanan juga memiliki hak atas pendidikan, Sa
satu kegiatan pembinaan adalah program pendidikan di Lapas dan Rutan yang bertujuan untyk
melanjutkan kegiatan pendidikan yang sebelumnya telah ditempuh narapidana di luar lembaga
bekal narapidana dan tahanan ketika telah bebas agar mempunyai bekal keterampilar

. banyak kendala seperti ketersediaan'program_ pendidikan formal, ketersediaan program pendidikan
kejar paket, akses pada program pendidikan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan
(Jadwal, pelaksanaan. SDM pengajar, ruang kelas, dan peralatan penunjang lain).

Beberapa kendala pada Lapas dan Rutan dengan persentase pemenuhan hak pendidikan yang
rendah diantaranya adalab, minat dari narapidana dan tahanan yang rendah terhadap program
pendidikan yang tersedia. Kendala ini diantaranya juga dipengaruhi oleh masa pidaﬁa narapidana
" atau tahanan yang relatif singkat, sehingga tidak ada ketertarikan untuk terlibat dalam program
pendidikan yang diselenggarakan Lapas dan Rutan. Kendala lain adalah Keterbatasan SDM petugas
sebagal tenaga pengajar, Juga minimnya Jjejaring kerjasama UPT dengan lembaga penyelenggara
pendidikan. Beberapa posisi seperti tenaga pengajar, juga instruktur olahraga dan kegiatan kerja,
serta bimbingan keagamaan, lebih sering melibatkan pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) untuk penyelenggaraan kegiatan kejar paket, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
dan kursus, minimnya jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga cksternal di bidang pendidikan
semakin menutup akses pendidikan bagi narapidana dan Anak.

Selain permasalahan di atas, kendala yang juga menjadi isu krusial di Lapas dan Rutan adalah
minimnya standar teknis penyelenggaraan pendidikan di Lapas dan Rutan. Kondisi ini membuat
masing-masing Lapas dan Rutan mengambil kebijakan sendiri untuk menyelenggarakan program
pendidikan. Akibatnya tidak ada keseragaman pola penyelenggaraan pendidikan, baik dari segi
substansi program maupun teknis penyelenggaraannya. Ini terlihat dari hasil Survei Kualitas Layanan
Pemasyarakatan, di Lapas anak Tangerang misalnya, program pendidikan berjalan dengan baik
sedangkan di Lapas Anak Blitar yang sama-sama Lapas Anak, program pendidikan tidak berjalan
dengan lancar begitu juga dengan Lapas Anak Palembang. Oleh karena itulah standar teknis seharusnya
ditujukan, yaitu untuk mejadi pedoman atau acuan penyelenggaraan program pendidikan di Lapas
dan Rutan.

126 | Bab Iv: Capaian dan Masalah Implementasi Pemasyarakatan



fandar teknis yang dimaksud ‘.ilsml mungki.n meliputi apa saja program pendidikan yang dapat
. di Lapas dan Rutan, bagaimana mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang memberikan
tersebut, serta kebun}han sarana dan. prasarana seperti apa yang harus dipenuhi. Selain itu,
£ teknis ini seharusnya juga dapat menjawab kebutuhan akan spesifikasi program pendidikan
jiberikan untuk anak, wanita maupun pria dewasa karena mereka tentunya memiliki kebutuhan

erbeda.

Ketiadaan Standar Teknis Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Air Bersih

- Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode
g disusun berdasarkan konsensu§ semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat

Jamatan, keamanan, kfas.ehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

a pengalaman masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

tsarnya.'!® Standar bentuknya dapat beragam mulai dari peraturan, pedoman, panduan, maupun

iku pegangarn. Dalam praktik pemasyarakatan selama ini, standar teknis adalah salah satu hal yang

sringkali menjadi kendala di 1apan“gan. Banyaknya tugas yang terkait dengan pemenuhan hak dan

clayanan publik seringkali tidak diimbangi dengan cukupnya standarisasi teknis yang telah dibuat

lch pemasyarakatan. Akibatnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan menjadi tidak seragam

an berbeda antara satu UPT dengan UPT lainnya. Itu pula yang terjadi dalam hal pemenuhan hak
arapidana, tahanan, dan anak. , 7

.- Penjara adalah miniatur masyarakat. Istilah tersebut scbenarnya dapat memberikan gambaran- ..
bahwa apa yang terjadi di masyarakat'maka terjadi puia d‘i-dalar.n Lap'éé dan' Rutan dan ap'.a_.ya‘ng
menjadi kebutuhan mas_yarakat sudah tentu menjadi kebutuhanvpuié di dalam Lapas dan Ratan.~
Dengan demikian standar kebutuhan narapidana dan tahanan serta anak tenfu kurang lebih sama
dengan standar kebutuhan orang di luar. Perbedaannya, kebutuhan narapidana, tzihanaﬁ dan anak ..
menjadi tanggung jawab negara. Ini artinya pemasyarakatan harus menénggung hidup penghuni mulai
dari makan, minum, kesehatan, kebersihan personal, air bersih, termasuk pula memberikan pembinaan
agar penghuni menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi kembali sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berarti pulabana
Pemasyarakatan harus memiliki standar teknis untuk setiap aspek tugas pemasyafakatan khususnya
terkait dengan hajat hidup narapidana yang berada dalam kewenangannya.

Jika dilihat dari fungsi-fungsi utama pemasyarakatan yang terdiri dari perawatan dan pembinaan
narapidana maka setidak-tidaknya standar teknis untuk kedua fungsi tersebut harusnya sudah tersedia
di Pemasyarakatan. Dengan demikiaf1 dalam melaksanakan tugas para petugas pemasyarakatan tidak
lagi menggunakan cara masing-masing melainkan sudah baku mekanisme dan tata caranya. Namun
sayangnya, hal inilah yang belum dimiliki oleh Pemasyarakatan.

Salah satu contoh hak dasar narapidana dan tahanan yang sudah cukup baik standarisasi teknisnya
di Pemasyarakatan saat ini adalah hak makan. Hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang
bergizi dalam Pasal 20 Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners atau dalam Pasal
14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yakni hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pengaturan hak warga binaan tersebut
telah diperjelas dan diperinci kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.MH-
01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaran Makanan Bagi Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan secara jelas
) dan rinci mengenai bahan, jenis, kadar, maupun siklus makanan yang dapat menunjang kesehatan
. warga binaan selama di dalam Pemasyarakatan. Selai itu, pemberian makan adalah salah satu dari
banyak kebutuhan Narapidana dan tahanan yang telah memiliki standar biayanya dan diatur ketentuannya

110 peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.
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dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya | Jmum Typy
Anggaran 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa biaya pengadaan bahan makanan y
narapidana atau tahanan di Lapas/Rutan di Rayon I sebesar Rp.14.000, Rayon II Rp.15.000 ¢a
Rayon III Rp. 22.000 orang/perhari. 3

Standarisasi yang cukup rinci mengenai penyelenggaraan makanan ini sayangnya belum diikﬁ‘
dengan standarisasi untuk aspek-aspek pemenuhan hak lainnya di Pemasyarakatan. Terkait dengap -
pemenuhan hak tahanan/narapidana, berikut adalah beberapa standar teknis yang belum dimilikj o]
Pemasyarakatan, antara lain:

a. Standar Perawatan Kesehatan

Standar ini mencakup juga mekanisme rawat inap, rawat jalan, dan rujukan serta kontro]
kesehatan keliling bagi narapidana dan tahanan. Hasil survei menunjukan bahwa standarisagj
layanan kesehatan di dalam Lapas dan Rutan sangat lemah dan mendapatkan persentage |
vang rendah dari layanan lainnya. '

b. Standar Pembinaan

Standar ini scharusnya meliputi pembinaan kemandirian dan kepribadian serta
peruntukannya sesuai dengah hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana karena selama
ini pembinaan kepribadian dan kemandirian sering melibatkan pihak ketiga yang standar isi
pembinaannya tidak ditentukan oleh pemasyarakatan melainkan oleh masing-masing pihak
penyelenggara.

c¢. Standar Kualitas Air Bersih , .
Selama ini tidak tersedia standar air bersih yang dapat digunakan \_Jntlik minum Aat'au

digunakan untuk mencuci dan mandi sehingga masing-masing Lapas dan Rutan memiliki
teknik yang berbeda untuk menyediakan air bersih.

d. Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan

Walaupun penyelenggaraan pendidikan adalah kewenangan Kementerian Pendidikan
maupun Dinas Pendidikan namun seharusnya dalam pelaksanaan pendidikan di Pemasyarakatan
perlu ada standar mengenai penyelenggaraannya khusus untuk di dalam Lapas/Rutan yang
akan berdampak pada kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh petugas.

Subtansi standarisasi tersebut harus memperhatikan pula kategorisasi kebutuhan untuk masing-
masing penghuni berdasarkan jenis kelamin dan usianya yaitu laki-laki, perempuan dan anak karena
masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda baik dalam hal perawatan maupun pembinaan.

N. Isu Pemisahan dan Klasifikasi v

Standard Minimum Rules for The Treatment of The Prisoners dalam Pasal 8 telah jelas menyatakan
bahwa narapidana dan tahanan harus dipisahkan berdasarkan Jjenis kelamin, usia, tindak pidana yang
dilakukan, kebutuhan pembinaan dan alasan penahanannya. Namun, praktiknya pemisahan ini jarang
sekali dilakukan baik di Lapas maupun Rutan. Pemisahan yang selama ini berjalan hanya berdasarkan
Jenis kelamin dan usia yaitu antara perempuan, anak dan pria dewasa. Perempuan dan anak memiliki
Unit Pelaksana Teknis khusus yaitu Lapas Wanita dan Lapas Anak, walaupun pada beberapa UPT
tertentu penempatan anak dan wanita dalam satu Lapas/Rutan tak jarang masih dapat ditemukan.
Penyebabnya adalah kondisi overcrowded yang terjadi di hampir seluruh Lapas/Rutan. Akibatnya
ruang untuk menampung narapidana/tahanan saja terbatas, apalagi untuk memisahkannya berdasarkan
kategori tertentu.
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grcrowded memang kerap dijadikan alasan penyebab tidak dilakukannya klasifikasi penempatan
. Jana dan tahanan. Namun ternyata di Lapas yang tidak mengalami kondisi overcrowded justru
: dl tial yang sama pula. Narapidana dan tahanan tidak dipisahkan berdasarkan lama masa pidana,
: kejahatan maupun alasan penahanannya namun tetap disatukan dalam blok yang sama. Padahal
. clihat ketentuan normatif telah dijelaskan bahwa penempatan narapidana/anak didik wajib
orhatikan jenis kelamin, umur, residivis, kewarganegaraan, jenis kejahatan, dan lama pidana.!!!
angkan penempatan tahanan wajib memperhatikan beberapa hal yaitu jenis kelamin, umur, tingkat

eriksaan, jenis perkara dan kewarganegaraan,!12

pada prinsipnya pemisahan dan klasifikasi narapidana dan tahanan merupakan hal penting
;lakukan karena secara tidak langsung akan berdampak pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi
{aku yang tujuannya adalah agar mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya. Klasifikasi narapidana
an tahanan selain membedakan penempatan narapidana dan tahanan, secara lebih jauh juga akan
embedakan perlakuan dan pembinaan yang seharusnya diberikan kepada narapidana dan tahanan.
drews, Bonta, dan Hoge menyatakan bahwa suatu program pembinaan akan efektif bila ada
~sesuaian antara tipe pelaku dengan pendekatan pembinaan yang diberikan.!13 Atas dasar itulah,
jewasa ini berkembang prinsip resiko (risk), kebutuhan (needs), dan responsivitas (responsivity)
ebagai pendekatan untuk melakukan asesmen narapidana dan tahanan. Asesmen ini dengan sendirinya
an menghasilkan tiga hal. Pertama, klasifikasi berdasarkan risiko pengulangan tindak pidana.
Kedua, klasifikast kebutuhan pembinaan. Ketiga yaitu metode seperti apa yang harus digunakan
jalam pembinaan. I . Ll .- _ :
Klasifikasi penempatan dan’ perlakuan terhadap n'arapi'dana sangat erat kaitannya dengan
efektivitas pembinaan karena sebagian besar intervensi seperti layanan dan peﬁgawasan yang ketat

i lem‘t?aga koreksional akan lebih efektif jika diterapkan pada high risk offenders. Sedangkan program’
- yang diperuntukkan bagi low risk offenders, sebaiknya tetap memastikan bahwa mereka dikembalikan
_ ke lingkungan yang tetap membuat mereka ‘beresiko rendah’. Klasifikasi ini menjadi penting juga
karena kesalahan dalam pola perlakuan dan pembinaan akan memberikan konsekuensi yang tidak
diinginkan dengan beberapa alasan berikut ini: - ; |

a. Menempatkan pelaku berisiko rendah (low risk offenders) bersama high risk offender hanya
akan membuat mereka terhubung dengan faktor-faktor resiko pengulangan tindak pidana.

'b. Menempatkan low risk offenders yang sebenarnya masih mempunyai sikap pro-sosial ke
dalam sebuah lembaga yang kaku atau program yang kefat, justru akan menghilangkan secara
perlahan potensi Jow risk tersebut.

c. Jarang ditemukannya program yang menilai penting faktor seperti 1Q dan fungsi intelektual

ketika menempatkan pelanggar ke dalam sebuah kelompok. Hal ini mengakibatkan low risk
offenders dapat menjadi korban manipulasi dari para pelanggar beresiko tinggi.

1M i . -

w2 Lamp{ran Keputusan Menter! Kehakl.man RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

s Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
Behaviof‘qgre%s'sg.k' Bonta, J. & Hoge, R.D. (1990). Classification for Effective Rehabilitation: Rediscovering Psychology. Criminal Justice and
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REKOMENDASI

Secara umum survei kualitas layanan Pemasyarakatan ini telah sesuai dengan tujuan yang
harapkan yaitu pertama untuk mengetahui kualitas layanan Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan,
dua, memetakan kendala dan masalah pemenuhan pelayanan Pemasyarakatan dan yang ketiga
alah memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan Pemasyarakatan yang ditujukan kepada
ijélasakana teknis Pemasyarakatan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan pada
kerangka survei ini, kemudian dikaitkan dengan hasil temuan dan analisanya, maka secara garis besar
ckomendasi akan di buat ke dalam beberapa domain atau area yang di survei agar memberikan
ambaran yang spesifik, dapat diukur, dan dapat dicapai oleh para pengambilan kebijakan di tingkat
usat, wilayah maupun pelaksana.

. Masalah besar yang dihadapi pemasyarakatan pada umumnya adalah pertama, kondisi overcrowded
yang berdampak tidak seluruh narapidana, tahanan dan anak untuk mendapatkan layanan. Kedua
adalah standarisasi teknis yang berkaitan dengan kesehatari, pendidikan, perawatan, keamanan, = -
bangunan dan Klasifikasi yang.membuat petugas tidak memahami apa yang harus dilakukan. Hal ini,
dapat. dilihat dari UPT yang tidak mengalam1 overcrowded tetapi pelayanannya belum mencapai
’ persentase yang maksimal. Ketiga adalah sistem pengawasan internal yang lemah, khususnya

pengawasan dalam pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Ketiadaan pengawasan internal dalam ranah

teknis ini membuat petugas di bawah tidak merasa harus memperbaiki kinerjanya oleh karena rutinitas

yang dilakukan setiap hari dianggap telah memenuhi kriteria standar yang ada. Keempat adalah
~ persoalan anggaran yang danggap sangat terbatas. Akan tetapi meskipun anggaran terbatas beberapa
UPT mampu memaksimalkan anggaran tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik kepada
penghuninya. Temuan ini tentunya menjadi pertanyaan sendiri apakah sebenarnya anggaran yang
diberikan negara tersebut telah cukup untuk operasional sehingga masalah fundamentalnya adalah
pada masalah pelaksanaan.

Selanjutnya adalah uraian hasil survei yang telah menemukan beberapa hal yang dapat menjadi
rekomendasi untuk ditindaklanjuti antara lain:

A. Re-sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping di Lembaga
Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil survei masih banyak ditemukan keterlibatan Pemuka dan Tamping pada
pekerjaan pokok yang seharusnya dilakukan oleh petugas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku telah
ditegaskan keterlibatan Pemuka dan Tamping!!4 dalam pelaksanaan Pemasyarakatan yang meliputi:

o

. kegiatan administrasi perkantoran;
b. kegiatan administrasi teknis;
c. kegiatan registrasi dan pengamanan;

d. kegiatan pelayanan medis;
e. kegiatan pengamanan.

114 Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping
di Lembaga Pemasyarakatan.

Y
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Pemuka dan Tamping masih berada dan terlibat dalam kegiatan registrasi berupa inpug
penerimaan tahanan dan narapidana baru, dan pencatatan. Pada kegiatan pelayanan medis keterliba
sebagai berperan sebagai perawat kesehatan dan pada kegiatan pengamanan masih ditemukap, ta
menjaga pintu portir 2, berada dekat pada ruang senjata dan memegang kunci kamar day, blok.

Rekomendasi untuk menegaskan larangan Pemuka dan Tamping untuk terlibat dala
pokok petugas salah satunya melakukan sosialiasi selama 6 (bulan) berturut-turut Peraty
Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013. Selanjutnya untuk memastikan ketentuan ip; berjai
maka dibutuhkan reward dan punishment bagi UPT yang menjalankan dan tidak menjalankan keten
diatas. Perwakilan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun Kepala Divisi Pemasyarakatqy, va

melakukan kunjungan ke UPT-UPT perlu berperan dalam mengawal ketentuan diatas agar dilaksapg
secara konsisten.

m kegla
ran Men“

B. Mengatasi Keterbatasan MCK

Asumsinya ketersediaan utilitas bagi narapidana dan tahanan dj Lapas dan Rutan yang mengalamj
over kapasitas akan berdampak pada keterbatasan narapidana dan tahanan untuk mengakses MC
Namun nyatanya tidak demikian, beberapa Lapas dan Rutan yang tidak mengalami over kapasit

~ A D =

._ Pt

Sedangkan untuk Lapas dan Rutan lainnya, MCK hanya mampu melayani 60% sampai dengan 909

dari hunian setiap harinya. Artinya-setiap hari sarana MCK tidak bisa dinikmati seluruh penghunj
oleh karena kondisi over kapasitas yang terjadi. )

o

Secara teknis belum ada kebijakan teknis Pemasyarakatan mengenai perbandingan antara Jumlah
penghuni dengan kebutuhan MCK vang diperlukan. Dengan adanya kebijakan ini maka diharapkan
~seluruh penghuni dapat mengakses MCK dengan waktu normal dan tidak terlalu lama. Selain itu,
kebijakan teknis mengenai aturan penggunaan MCK perlu diatur lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan
kepastian bahwa Narapidana dan Tahanan harus selalu terjaga kebersihan 'fisiknya, menjelaskan

perlunya kebersihan di area MCK dan disiplin atas waktu penggunaan MCK mengingat banyak pihak
yang membutuhkan MCK.

C. Perlu Pelatihan Pencegahan Kekerasan dan Peningkatan Kemampuan Petugas

Jakarta (Salemba) dibutuhkan tis,, Khusus yang bertugas mengungkap pelaku, tempat dan motif tindakan
an yang dilakukan seperti pemukulan, penggantungan dan penyetruman
serta kekerasan seksual. Kemudian diperlukan penjatuhan sanksi kepada petugas yang kerap
melakukan kekerasan terhadap seluruh penghuni yang berada di dalam Lapas dan selanjutnya
segera memindahkan anak dari Lapas Klas I1A Jakarta Pusat (Salemba) ke Lapas Anak Klas
ITA Tangerang untuk menghindari terjadinya keberlanjutan kekerasan di dalam Lapas.
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enyusunan Standar Biaya Hidup

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki standar biaya hidup narapidana dan tahanan.
i dapat dilihat dari rencana anggaran yang tidak menjelaskan secara detail standar biaya yang
srlukan. Padahal di dalam beberapa peraturan telah mengura1kan beberapa kebutuhan misalnya
gam, pakaian ibadah, sendal Jjepit sampai dengan pakaian dalam. Begitupun dengan kebutihan
minum yang di dalam perencanaan belum menjelaskan kebutuhan biaya minum dalam satu hari
agi narapidana dan tahanan. Dengan tidak jelasnya standar biaya hidup per Narapidana dan Tahanan
¢ hari jelas berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan minimal di dalam Lapas dan Rutan. Oleh
rena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pihak yang berwenang menyusun kebijakan
knis perlu membuat standar biaya hidup dengan membedakan kebutuhan dewasa pria dengan wanita,
wasa dengan anak, dewasa dengan resiko tinggi dengan yang memiliki kebutuhan.

Selain itu, khusus standarisasi makanan apabila digabungkan biayanya, dari kebutuhan tempat
makan, peralatan memasak, dan bahan makanannya maka akan menyamai standar biaya makan yang
ada-di KPK, POLRI maupun Kemensos RI. Namun jika dilihat dari sisi kualitas penyediaan makanan
dengan cara memasak sendiri dengan model katering belum tentu lebih buruk kualitasnya dari makanan
~ dengan cara masak sendiri, begitupun sebaliknya belum tentu makanan katering lebih baik dari model
" pengolahan sendiri. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dan mempelajari bagaimana cara Lapas
Klas IIA Wanita Malang dapat menyediakan makanan dengan cara memasak sendiri yang menurut
hasil survei dlanggap memiliki kualitas yang baik. Dengan adanya role model kuahtas rasa makanan,
.maka dljadlkan sebagal standar kuahtas rasa secara naslonal ' T

E. ‘Pungutan Llar (Pungll)

Berdasarkan temuan Pungh masm terjadl d1 area pemerolehan kamar tldur, perbalkan fasﬂltas
toilet dan MCK, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan kerja dan proses administrasi remisi,
asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK. Sedangkan sejumlah ketentuan yang melarang praktek pungli
selalu diperbaiki oleh pengambﬂ kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM RI. Praktek pungli
dengan nilai tertinggi terjadi di area pemerolehan kamar dan adm1mstra51 remist, as1m11a51 PB,CB, -
CMB dan CMK. Sebagai rekomendasi, maka diperlukan transparans1 dan kebijakan sistem penempatan
kamar yang dikontrol langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan sistem tata urutan
kedatangan narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan.

Sedangkan untuk menghapus pungli remisi, asimilasi, PB, CB, CMB dan CMK dibutuhkan
ketegasan dari pimpinan untuk menghapus seluruh biaya-biaya yang tidak perlu dalam pengurusan
administrasi. Di dalam penganggaran terlihat telah dialokasikan biaya administrasi remisi, asimilasi,
PB, CB, CMB dan CMK namun pada prakteknya pungli untuk pada sektor ini kerap terjadi dan
ditemukan. Sekitar tahun 2010 pernah dilakukan upaya untuk menghapus pungli di sektor ini, secara
hasil dapat ditekan melalui kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari
reformasi birokrasi. Namun setelah program reformasi birokrasi tidak menjadi bagian pelaksanaan
tugas dan fungsi pungli pada sektor ini kembali marak sebagaimana temuan hasil survei kali ini.

Sebagai rekomendasi penghapusan pungli maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu
kembali mensosialisasikan secara terus menerus kebijakan penghapusan pungli pada sektor ini dengan
mempertimbangkan “daya ungkit” yang akan diperoleh Pemasyarakatan apabila pungli dapat
dihapuskan. Dilanjutkannya program “zero” pungli di sektor pelayanan remisi, asimilasi, PB, CB,
CMB dan CMK secara langsung akan merubah wajah dan memberikan keuntungan bagi Pemasyarakatan
yang selama ini telah terstigma dengan praktek pungli di dalam Lapas dan Rutan,
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F. Kualitas Air

mandi dan keperlyan kebersihan. Pada Standar minima] yang berlakuy kebutuhan aj; Setiap oray
hari adalah 150 (seratus lima puluh) liter. Meskipun belum ada data interna] yang menjelaskap kua]

Sitas sepertj
Rutan Klas 17 A Jakarta Pusat, Rutan Yogyakarta, Rutan Bantul dan Rutan Klas 11A Jakarta Pusat

periu mendapat perhatian terkait dengan pasokan air bersijh mengingat kondjsj over kapasitag pada Zlalj
UPT tersebut.
G. Lemahnya Standarisasj SDM sar
Berdasarkan hasj] survei masih ditemukan masalah yang berhubungan dengan kualitag Sumber 1113:1
daya manusia dj Lapas dan Rutan, Persoalan kemampuan pelaksanaan teknis seperti proses re- me
integrasi minimnya pelayanan kesehatan, kurap gnya kualitas makanan banyaknya tindak kekerasan Dit
dan praktek pungli tidak lepas darj rendahnya‘profesxondhsme petugas. Hal inj dapat dilihat dari 5
kurangnya ketersediaan informasi mengenaj seberapa banyak jum]ah petugas-petugas yang pernah J.
mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) Umumnya pada UPT hanya menjelaskan secarg lisan =
bahwa banyak petugas yang mengikuti dik]at namun Secara data tak bigg dibuktikan Sebagai bentuk
rekomendasj untuk peningkatan sumber daya Mmanusia disarankan untuk memperbajkj sistem data Kel
base kepegawaian i UPT yang dapat mencatat Petugas yang telah mengikuti diklat-dik]at untuk kes
mendukung tugas dan fungsi pelaksanaan Pemasyarakatan. Zda
Selain itu, secara nasional Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memilikj standar kompetens; .
dan Penempatan petugas dj UPT dengan klasifikasi UpT yang berbeda-beda. Standar penempatan _
ini sangat penting dikarenakan untuk mengetahyj kebutuhan petugas dengan Jenjang pendidikan yang Dir
dibutuhkan pada sebuah UPT, keahlian dan pengalaman petugas yang diperlukan pada layanan M
kesehatan, petugas keamanan, petugas kegiatan kerja, registrasi, dan petugas assesment. Dengan St
adanya standarisas;j kompetensi dan Penempatan petugas diharapkan tugas dan fungsi petugas lebih per
profesional dan tidak tumpang tindih. mat
H. Standarisags;i Layanan bagi Wanita dap Anak e
Meskipun tak ada Standar nasiona] yang menjadi acuan hamun telah ada upaya dari Rutan Wanita =4
Klas IT Jakarta Timur, Lapas Wanita Klas 1A Palembang dap Lapas Wanita K]as IT Malang terhadap ¥ L
peémenuhan hak narapidana wanitg khususnya yang sedang datang bulan, hamil, menyusui maupun 1 =
melahirkan. Per]y ada apresiasi dar; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terhadap UPT-UPpPT yang met
berusaha Mmencapai standar minima] yang diatur dalam prinsip—prinsip internasional. Selanjutnya agar ' mai
prinsip Internasional dapat diterapkan secara nasional maka diperlukan kebijakan nasional mengenai E:t
standarisasi minjma] layanan kebutuhan tahanan dan narapidana wanjta. Selain untuk kepentingan Up'
ibu menyusui, hamil dan melahirkan diperlukan Pengaturan mengenaj layanan genokologis yang a
tersedia di dalam Lapas dan Rutan Mmaupun rujukan atay kerjasama dengan rumah sakit terkait
Y
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ngenai standarisa§i kebutuhan minima] untuk layanan anak juga terlihat pendekatan struktural
si, layanan, perilaku maupun perencanaan dan penganggaran masih sangat bias anak.
snya kebutuhan 1ayan§n anak }De?rbeda dengan kebutuhan orang dewasa, misalnya layanan
ikan, keagamaan rekreas.l dan aktivitas semestinya jauh lebih dominan kebijakannya dibandingkan
jatan layanan lainnya. Ole_h karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu

Keluhan, Pengaduan, dan Kunjungan

pada hasil survei y.ang berhubungan dengan hak kunjungan ditemukan kasus di Rutan Pondok

bu dimana pengunjung yang rpembaWa kiriman barang tidak semua bisa diserahkan kepada
ghanan. Sebagian barang yang dl_baWa oleh pengunjung dan tertahan oleh petugas kemudian
iperjualbelikan kepada tahanan 1tu sendiri. Kebanyakan barang yang ditahan dan kemudian
iperjualbelikan tersebut adalah pe@baIUt Wanita. Untuk melakukan antisipasi terulangnya pengambilan
arang milik pengunjung maka fthtUhkan administrasi pencatatan berupa tanda terima apabila
jperlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenaj barang yang akan dititipkan kepada penghuni.

Selain itu, sistem penyampaian keluhan dan pengaduan masih belum berjalan. Keberadaan kotak
saran ataupun kotak lainnya di dalam blok dap ruang-ruang tertentu masih sebatas formalitas semata.
Belum ada tindakan signifikan dari UPT-UPT untuk memaksimal keluhan dan pengaduan dari
-narapidana dan tahanan. Oleh karg:pai itu .diperlukan. mekanisme keluhan dan pengaduan yang - -
mendorong perubahan pelayanan teknis pemasyarakatan di UPT maupun-melalui wilayah dan

Direktorat Jendéral Pemasyatakatan.

J Prograin_ Pendidikan.

~ Kegiatan pendidikan khususnya bagi narapidana dewasa belum terselenggara dengan baik.
Kebanyakan UPT masih sibuk pada kegiatan rutin seperti keagamaan, olahraga, kegiatan kerja, - »
kesehatan dan pengamanan. Sedangkan pendidikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian analisa
adalah kegiatan penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan dari narapidana. Baik narapidana
dewasa maupun anak secara keseluruhan belum maksimal dalam kegiatan pendidikan. -

Standar teknis kegiatan pendidikan formal, in-formal dan non-formal belum dimiliki oleh
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Standar teknis ini perlu disusun untuk memberikan gambaran
mengenai mekanisme penyelenggaraannya, siapa yang menjalankan kegiatan pendidikan, bagaimana
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan tenaga pengajar yang perlu disediakan. Standar teknis ini
perlu menjelaskan kebutuhan penfiidikan yang seperti apa yang perlu diberikan kepada anak, wanita
maupun pria dewasa dimana masing-masing memiliki kebutuhan herbeda.

K. Isu Pemisahan dan Klasifikasi

Dalam hal klasifikasi penempatan dan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana telah disebutkan
akan berhubungan erat dengan efektivitas pembinaan dan pengamanan. Berjalannya klasifikasi hunian
akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan yang ketat bagi high risk offenders dan
memberikan kegiatan pada narapidana yang berstatus low risk offenders. Berdasarkan uraian diatas
maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera menyusun standar minimal klasifikasi, terutama
melakukan pemisahan pelaku berisiko rendap (low risk offenders) bersama high risk offender.
Kebijakan yang perlu diambil untuk pertama kalinya adalah pemisahan dan klasifikasi penghuni pada

-~ UPT yang tidak mengalami over kapasitas melalui edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

;Z‘)
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L. Layanan Kesehatan

Pada layanan kesehatan untuk hal yang mudah dilakukan adalah standarisasi minima] keh
dan jadwal praktek dokter dan perawat di dalam Lapas dan Rutan. Hal ini perly disosia]
kepada penghuni agar mereka yang sakit dapat mudah mengakses layanan inj. Selain itu, j
kontrol keliling dari dokter maupun perawat setiap harinya hampir tidak dilakukan, sehingga diperly

sekali standarisasi ini agar penghuni dapat tertangani ditempat saat sedang mengala

mi mag
kesehatan. :

Keberadaan dokter spesialis, seperti dokter kejiwaan, sarana kesehatan untuk kesehatan kand
perempuan dan obat-obatan terlihat belum perhatian pemerintah. Oleh karena itu perlu direncap,

pengadaan dan standarisasinya agar pelayanan kesehatan untuk kejiwaan, kandungan dan ketersediaa
obat-obatan dapat diakses untuk kebutuhan layanan di dalam Lapas dan Rutan.

M. Layanan informasi

Salah satu layanan yang sering ditanyakan di dalam survei adalah terkait
perkara melalui sistem data base pemasyarakatan maupun petugas. Temuan dilapangan, banya
narapidana, tahanan dan anak kurang mendapatkan informasi ini. Survei menunjukan bahwa masik
ada kekurangan petugas dalam memberikan sosialisasi atas informasi yang telah disediakan seca
elektronik maupun manual melalui unit layanan informasi. Oleh karena itu sebagai rekomendagj
maka perlu ada dorongan kepada UPT-UPT untuk senantiasa melakukan sosialisasi atas unit layan

informasi yang telah 'dilengka'pi dengan sistem data base pemasyarakatan maupun dalam bentuk
layanan manual. ’

dengan informagj
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DAFTAR NAMA TIM
DAN ENUMERATOR WILAYAH

Marwansyah 8.
Nadia Utami Larasati 9.
Herlin Herawatiningsih 10.
Benita Nastami 11.
Mahisa Nurfadlan 12.
Rohmi Hartanto v 13.
Fadilah Rahmi 14.

‘Mariwansyah - IR R -
Herlin H'erawat_iningsih R
‘Artha Febriansyah ~ ~ 10,
Vera Novianti- - 11.
Suci Flambonita 7 , 12.
‘Hamonangan Albariansyah o 13,
Henny Yuningsih '

= Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jakarta dan Banten

Bayu Priyantopo
Nuraida

Puti Marsha Diani
Yani Osmawati
Abdul Somad
Hari Mugti

Budi Hermanto

= Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Palembang”

Djarot Indra Kurnia
Firdo Septiodora

Ari Saputra

Faisal Hidayat .
Rendyka Indra Irawan
Muhammad Ridho .

*» Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah D.I.Yogyakarta

N s e N

Marwansyah 8.
Mahisa Nurfadlan 9.
Hery Fimansyah ‘ 10.
Piramitha Angelina ' 11.
Dhuma Melinda Harahap 12.
Masri Adam 13.
Ade Oktavianisa Andriyanti

Indri Tedja Tyasning

Randi Taufik

Alwalid Muhammad

Nurlita Nurlette :

I Nyoman Aji Duranegara Payuse
Ahluddin Saiful Ahmad

Daftar Nama Tim dan Enumerator Wilayah Jawa Timur

NS AR WD~

Lollong Manting Awi 8.
Benita Nastami 9.
Akhol Firdaus 10.
Ahmad Khotirul Mustamir 11.
Edy Nurhidin 12.
Rery Rifatul Husna 13.
Hasbi Rizkiyullah , 14.

Abdul Mutholib
Musnadil Firdaus
Maimunataul Habibah
Khasyi’in

Ahmad Syarif Hidayat
Amik Bachtiar

Imam Basri
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